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Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka
Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian
Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman.
Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini
kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara
selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif
dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk
pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk
pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya
Naskah Akademik dan Rancanagan Peraturan Daerah Kota
Bontang tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Perusahaan.

Semakin dibutuhkannya peranan Peruguruan Tinggi dalam
mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk
terlaksananya pembangunan di Kota Bontang menjadi sangat
penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini
Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum dan
Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-

hal terkait dengan regulasi di daerah Kota Bontang.

Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan
Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam
kebangkitan riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan
dengan menekankan pada kemanfataan bagi kebijakan-kebijakan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadirat
Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga
sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Hal
tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan

Naskah Akademik.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai
pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang
mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan
perundang-undangan tersebut. Diperlukan naskah akademik yang
merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan
hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan
masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan
dan kebutuhan hukum masyarakat. Pemikiran ilmiah tersebut
mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis

serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya
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penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan

Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Bontang sebagai pihak yang mengelola
wilayah dan administrasi mampu mewujudkan kesejaheraan
masyarakat. Pemerintahan Kota Bontang perlu mengeluarkan
suatu kebijakan regulasi daerah, terkait dengan kepedulian sosial
dari perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas
usahanya, dengan membantu kepedulian sosial dan lingkungan
masyarakat disekitar perusahaan agar ada perhatian dan

kepedulian sosial dan lingkungan.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah
bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah
akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan
kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian
tulisan ini. Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan
ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta
membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian
dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah
akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kota Bontang
tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dan

semoga bermanfaat.

Samarinda, 15 Juli 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman

Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.
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PENDAHULUAN BAB |

1.1.

Latar Belakang

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan
Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan
negara tersebut akan dapat terwujud dengan cara membentuk
organisasi kekuasaan negara yang dapat mengatur, mengarahkan
bagi subyek hukum mendukung keberadaan peraturan perundang-
undangan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 Pasal 33 ayat (2) ditegaskan pula bahwa cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara. Disamping itu lebih dipertegas
lagi dalam ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.!

Pada Konstitusi Indonesia khususnya dalam Pasal 33 dan
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 merupakan kolaborasi dua bidang yang saat ini lagi dibangun
dan dikembangkan yaitu, paduan pembangunan ekonomi dan
social. Dengan rincian dari sisi ekonomi, tanggung jawab
dibebankan kepada Negara dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab yang sama ditujukan
kepada golongan yang mampu berusaha, sebagaimana tercermin
dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam
perekonomian nasional. Dari sisi sosial tanggung jawab dibebankan
kepada kelompok usaha besar dan kecil yang merupakan wujud
partisipasi masyarakat guna ikut mendukung berbagai program

pemerintah di bidang ekonomi.?2

1 Isa Wahyudi-Busyra Azheri 2008.Corporate Social Responsibility.In-Trans

Publising.Hal 183

2 Sutrisno, 1995, Menuju Masyarakat Yang Partisipatif, Kanisius, Jakarta hlm 207
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Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan
jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.3

Perkembangan ekonomi dalam suatu Negara tidak terlepas
dari peranan perusahaan yang ada dalam suatu wilayah. Oleh
karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut upaya yang ditempuh
dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dapat dirasa
maka, ada dua upaya untuk mewujudkannya yakni melalui
pembangunan sosial dan Pembangunan ekonomi. Upaya
pembangunan sosial merupakan strategi kolektif dan terencana
guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui
seperangkat kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bontang yang
mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan,
ketenagakerjaan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Definisi pembangunan sosial menurut Midgley* adalah
suatu proses perubahan sosial yang terencana dan didesain untuk
mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dengan
menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang
dinamis®. Intinya tujuan pembangunan sosial dan Pembangunan
perekonomian nasional memiliki kaitan erat bagi bangsa Indonesia
yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi, yang berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga

3 Rancangan Teknokratik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan
Berkesinambungan, Bapepenas, Versi 14 Agustus 2019, hlm 2

4 Midgley, J., 1997. Social Welfare in Global Context. SAGE Publications.
California, hlm 35

5 Didiet Widiowati, Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia, Jakarta: Pusat
Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009
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keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait peran pengelolaan kesejahteraan sosial dan keadilan
sosial oleh Negara (state centrism), dalam era globalisasi saat ini,
negara manapun belum dapat bekerja sendiri dalam mengimbangi
pembangunan ekonomi dan sosial secara adil, sehingga perlunya
rnelibatkan sektor bisnis atau sektor lainnya dalam pelaksanaan
fungsi pengaturannya sebagai pengelolaa Negara dan
kesejahteraan sosial bagi maryarakat®.

Dalam menciptakan kehidupan sosial yang
berkeadilan dan sejahtera, tentunya daya dukung yang
menciptakan kehidupan sosial yang baik adalah aktivitas
ekonomi yang hidup. Kehidupan ekonomi yang baik
mampu menopang kehidupan sosial yang pada umumnya
berada di bawah garis kemiskinan.

Salah satu jalan terbaik untuk mengimbangi dan
meringankan beban tanggung jawab Negara, maka
pengelolaan tersebut dapat dialihkan sebagian kepada
perusahaan. Adopsi yang berhasil pada pembangunan yang
berkesinambungan ini membutuhkan = pemerintah  untuk
memberikan komitmen yang pasti dalam melindungi lingkungan
dan pada saat yang sama berkomitmen pada diri sendiri untuk
menjaga kesejahteraan warganegaranya.”’

Tanggungjawab tersebut dikenal dengan tanggungjawab
sosial perusahaan atau dikenal dengan Comporate Social
Responsibility (CSR). Peran perusahaan dalam CSR ini adalah
mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonmi
masyarakat sekitar perusahaan. Bahkan dengan Dbina
lingkungan ini melalui program TJSLP mampu membawa
perusahaan lebih bisa maju dalam kegiatan sosial ini bisa

dikenal lebih luas. Dengan demikian, maka perusahaan juga

6 Petrus CKI Bello, 2013, Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Aytas Ideologi Dibalik
Hukum, Insan Merdeka, Bogor, him 127
7 Midgley, J., op cit, hlm 182 - 1999
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dituntut untuk ikut pula memperhatikan dan menanggapi
masalah-masalah sosial tanpa terlalu memperhitungkan untung
rugi®. Sebagai salah satu pihak yang menopang dalam
pembangunan ekonomi dalam suatu Negara memang tidak terlepas
pada peranan perusahaan, yang memiliki peran dan fungsi
terutama dalam peningkatan investasi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja% Oleh
kerana itu kebijakan pembangunan ekonomi dan social sepatutnya
berjalan secara bersamaan dengan didukung dengan komitmen
yang tinggi dan ketentuan yang lebih responsif baik dari
perusahaan dan Pemerintah Kota Bontang dan wilayah sekitarnya.
Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa Tanggung jawab
perusahaan perusahaan tidak hanya tanggung jawab ekonomi saja,
tanggung jawab yang dimaksud tersebut ditambah dengan
tanggung jawab social atau dikenal dengan tanggung jawab social
perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility selanjutnya
disingkat CSR yang berkaitan dengan segala hal-hal yang
menunjang berhasilnya perusahaan—-perusahaan yang ada di Kota
Bontang dan sekitarnya.

Keberhasilan suatu perusahaan yang ada di Kota Bontang
dan sekitarnya tidak terlepas adanya potensi alam bagi perusahaan
yang bergerak dalam wusaha berhubungan dengan alam.
Perusahaan bidang barang dan jasa juga demikian. Perusahaan
baru dianggap berhasil, apabila dia memperoleh keuntungan scara
ekonomi. Tetapi juga perusahaan memiliki korelasi dari dunia
usaha itu sendiri, dengan Negara (state) dan masyarakat (civil

Society).

8 B. Herry Priyono, Hukum Ekonomi Dalam Globalisasi : Mencari Cara Baru
Untuk Menggagas Proyek Indonesia, Maklah disampaikan pada Simposium
Nasional 'restorasi Pancasila . Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas",
Kampus UI Depok, Jakarta, 31

Mei 2006.

9 Lihat Bagian Kesembilan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan
Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/ Aplikasi Pembukuan/ pencatatan/
Pencatatan Keuangan dan Inkubasi Pasal 102 dan bagian kelima Perseroan Terbatas
Pasal 109 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 20202 Tentang Cipta Kerja
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Negara (state) sebagai pemegang kuasa tertiggi dalam suatu
wilayah adalah memiliki peranan sebagai pihak teratas dalam
hubungan hukum dengan perusahaan yang diberikan izin untuk
menjalankan usaha. Jadi keberadaan perusahaan secara
administrasi wajib tunduk kepada negara. Sedangkan
hubungannya dengan masyarakat, karena masyarakat pada
umumnya sebagai konsumen dari produk baik barang maupun
jasa yang diusahakan oleh perusahaan. Lebih khusus masyarakat
sekitar perusahaan belum tentu sebagai konsumen, melainkan
bisa saja mereka sebagai karyawan atau masyarakat yang bekerja
disektor-sektor riil. Keberadaan masyarakat perusahaan, biasanya
dianggap sebagai warga masyarakat yang juga sebagai karyawan
dengan perusahaan.

Untuk itu harus ada hubungan saling mempengaruhi dan
saling mengendalikan, sehingga tidak terjadi dominasi antara yang
satu dengan yang lainnya!l°.

Pemerintah Kota Bontang sebagai pihak yang mengelola
wilayah dan administrasi mampu mewujudkan kesejaheraan
masyarakat. Pemerintahan Kota Bontang harus mampu
mengendalikan perubahan ekonomi dan perubahan sosial yang
berdampak negatif. Kebijakan itu harusnya memberikan pengaruh
dan mengendalikan pembangunan ekonomi dan social antara
perusahaan.

Pemerintah setempat dan masyarakat melalui peraturan dan
kebijakan berkaitan dengan TJSLP, memberikan kesan dan pesan
bahwa bahwa kehidupan di Indonesia ada nilai-nilai sosial sebagai
bentuk kepedulian diatas kepentingan bersama. Alasan
diperlukannya regulasi daerah terkait Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan atau CSR, dapat ditelusuri dari landasan
filosofis, sosilogis dan yuridis. Landasan filosofis dan yuridis dapat

mengacu pada acita hukum yang termaktub dalam alinea 4 dan

10 Jimly Assiddiqgie, 2012, Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi, Sinar
Grafika, Jakarta, hlm 3
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pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Pada landasan Yuridis dapat dilihat pada Peraturan
Perundang-Undangan seperti 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2) Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroam Terbatas, 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal dan regulasi Daerah terkait arah dan
lingkup rencana pembangunan Kota Bontang itu sendiri.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bontang yaitu Bontang Harmoni, Bontang
Berkelanjutan, Bontang Berdaya Saing dan Sejahtera. Ada 5
program strategis yaitu program pengendalian penyebaran Covid-
19, pemulihan sektor ekonomi masyarakat Pandemi, Peningkatan
investasi, pengendalian banjir dan potensi kapasitas fiscal yang
terbatas.

Program dimaksud merupakan solusi bagi Pemerintahan saat
ini dan ditambah dengan Pandemi Covid- 19. 5 Program tersebut
secara  tidak langsung merupakan = keberlanjutan  dari
peramasalahan pembangunan yang lalu, seperti; permasalahan
ekonomi, sosial, lingkungan dan Pemerintahan yang masih belum
diselesaikan.

Bidang ekonomi yakni 1)masih tingginya peran sector migas
dalam struktur ekonomi daerah,2) sektor- sektor ekonomi rakyat
belum berkembang optimal, 3) investasi belum tumbuh secara
memadai untuk menopang sektor- sektor ekonomi diluat industri
basis. Pada bidang sosial; 1) Belum optimalnya pengembangan
pelayanan kesehatan yang berbasis preventif dan promotif, 2) Masih
terjadinya disparitas kualitas penyelenggaraan dan pelayanan
pendidikan, 3) Angka kemiskinan dan pengangguran masih relative
tinggi, 4) Pertumbuhan penduduk relative tinggi. Pada bidang
Lingkungan; 1) ancaman semakin menurunnya kualitas lingkungan

hidup, 2) Ketergantungan pada ketersediaan air dalam dan tidak
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tersedianya sumber air permukaan. Pada bidang Pemerintahan;

kapasitas fiskal daerah yang cenderung menurun!l.

Desain dari ketiga hubungan yang dimaksud yakni, perlu
dibangun suatu ketentuan terkait apa dan bagaimana serta
dampak yang dilakukan oleh perusahaan dalam berpatisipasi
dalam keterlibatannya untuk menangani dan memecahkan
persoalan masyarakat dan lingkungan. Kontribusi yang
dibutuhkan masyarakat yang disistribusikan oleh perusahaan
dalam mengatasi masalah sosial dan pembangunan
lingkungan, termasuk problematika dan keadilan sosial.

Untuk memperjelas hubungan antara ketiganya maka, dapat
dirincikan sebagai berikut:

1. Negara terdiri dari berbagai unsur wilayah, penduduk
(masyarakat), pemerintah, dan pengakuan. Sedangkan
perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang dilembagakan
secara legal sebagai subyek badan hukum. Badan hukum
menjalankan usahanya memiliki legitimasi dari negara.
Perusahaan dalam hubungannya dengan negara dan
masyarakat sebagai siatu ekosistem yang satu sama lain tidak
dapat dipisahkan.

2. Simbiosis Mutalisme dapat dilihat pada hubungan antara
perusahaan dan masyarakat secara komperhensif, merupakan
kata kunci untuk harusnya perusahaan memberikan kontribusi
positif kepada masyarakat untuk mendapatkan profil dan
performa dan penilaian baik terhadap keberadaan suatu
perusahaan

3. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
merupakan cara mengeliminasi berbagai potensi setempat ntuk

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai ekses

Kota Bontang Dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018” pada kegiatan

11 Lihat dokumentasi “Penyampaian Sinergisitas Program Prioritas Pemerintah

«

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017”7
dengan judul “Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan Yang Adil dan
Merata di Samarinda 3 April 2017 yang masih ada relevansi dengan visi dan program-
program strategis RKPD Tahun 2022
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1.2.

ekskusifisme dan monopoli sumber daya alam tanpa
mengedepankan perluasana kesempatan atau akses bagi
terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang
sekitarnya.

Problematika tersebut memberikan alasan yang kuat
pentingnya kebutuhan pengaturan Daerah Kota Bontang Tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Konstitusi sebagai hukum  dasar negara  khusus
mempengaruhi dan mengendalikan prilaku kehidupan manusia
pada umumnya. Demikian pula bagi subyek hukum yang
berbentuk badan hukum. Badan usaha berbadan hukum dalam
melaksanakan kegiatan usahanya wajib memperhatikan kehidupan
sosial dan kondisi lingkungan sekitar perusahaan. Dalam
menjalankan dunia usaha dibarengi tanggung jawab sosial dan
mengubah paradigm bahwa CSR sesuatu yang bersifat voluntary,12
pihak berwenang dan masyarakat menjalankan peranannya sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Permasalahan

Kota Bontang sekarang telah diklaim sebagai salah satu kota
industri di Indonesia. Sebutan ini disematkan karena telah ada
sejak lama 2 (dua) perusahaan besar yaitu BUMN berupa PT.Pupuk
Kaltim dan PT. Badak NGL. Namun demikian perusahaan lainnya
juga mengiringi berdiri di wilayah Kota Bontang. Perusahaan-
perusahaan itu bergerak dalam berbagai sektor seperti barang dan
jasa. Kota Bontang saat ini terdapat 399 perusahaan, lembaga dan
yayasan. Perusahaan sendiri yang ada termasuk kategori sedang
atau menengah dan perusahaan kecil, diluar dari lembaga dan
yayasan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial, Kota
Bontang dengan jumlah penduduk mencapai 70.297 orang data
tahun 2020. Data tersebut menunjukkan kemiskinan di Kota

Bontang berdasarkan data tahun 2018 berada pada angka 8.100

12 Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al.Sosialisasi Norma- Norma
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1.3.

orang atau setara 4,67%. Apalagi dengan adanya pandemic Covid-

19 ini, meskipun data tahun 2021 belum diperoleh, tapi sudah bisa

diprediksi kemiskinan juga bertambah.

Kondisi lingkungan Kota Bontang saat ini sering mengalami
banjir dan air laut pasang yang cukup tinggi. Bontang dengan
kondisi berbukit-bukit sering mengalami longsor dan banjir
dipemukiman warga masyarakat. Di wilayah pesisir warga
masyarakat sering mengalami pasang air laut yang cukup tinggi
dan abrasi laut. Hal ini terjadi karena kerusakan alam dan
lingkungan. Banyak perbukitan yang gundul tidak ada pepohonan
yang mampu menahan air lebih lama. Hutan. Mangrove yang
mengalami pengurangan karena ada sebagian ditebang, sementara
roboisasi tidak dilakukan di beberapa tempat. Polusi udara yang
menjadi kurang bersih atau tidak sehat, suhu yang cukup panas.

Kondisi-kondisi yang digambarkan ini menjadi pelajaran agar
Pemerintahan Kota Bontang perlu mengeluarkan suatu kebijakan
regulasi daerah. Terkait dengan kepedulian sosial dari perusahaan-
perusahaan yang menjalankan aktivitas usahanya, dengan
membantu kepedulian sosial dan lingkungan. Masyarakat disekitar
perusahaan agar ada perhatian dan kepedulian sosial dan
lingkungan. Perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan
saja, tetapi adanya kepedulian sosial dan lingkungan agar
kahidupan masyarakat dengan kelestarian lingkungan tetap terjaga
dan terpelihara.

Tujuan

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang sudah ada
maka, tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai
berikut :

1. Mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan hal -hal yang
menjadi pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bontang Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahan atau nama Lain yang sejenisnya.

2. Merumuskan hal -hal yang menjadi pertimbangan atau
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landasan dari sisi Filosofis, sosiologis dan Yuridis pada
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahan
atau nama Lain yang sejenisnya.

3. Mengidentifikasi dan merumuskan hal -hal yang dianggap
menjadi bagian sasaran yang diwujudkan pada ruang lingkup
pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahan atau nama Lain yang
sejenisnya.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan naskah akademik tentang
Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini
menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis, yang
dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.13

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang
diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap
Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan
observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk
mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang
berpengaruh terhadap Peraturan perundang-undahan.

Peneliti menggunakan penelitian empiris karena objek yang
diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian
empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku
masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu

berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.!4

13 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT.Citra
Aditya Bakti, hlm 155

14 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, hlm 43
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Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai
Penelitian Hukum Sosiologis (socio legal research).152 Penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan
fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari
latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen
kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan
diteliti.

Metode penelitian yuridis empiris ini menganalisa dan
mengkaji terkait Tanggung jawab Sosial dan lingkungan
perusahaan dengan harapan terjalinnya hubungan masyarakat dan
alam oleh perusahan dan otoritas dengan baik dan dikelola secara
terorganisasi guna meningkatkan kualitas hidup masyrakat dan
lingkungan dengan baik dan sehat.

1.5. Desain

Desain penelitian merupakan  strategi yang dipilih oleh
peneliti untuk sepenuhnya memadukan beberapa komponen
penelitian dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas
dan menganalisis apa yang ada di pusat penelitian. Dalam
penelitian kualitatif, desain survei dapat diterapkan pada saat
peneliti menerapkan metode analisis beberapa kebijakan atau
beberapa pernyataan dan pengamatan prilaku di dilapangan.
Peneliti memilih jenis survei guna mewujudkan penyelidikan yang
juga disebut sebagai transversal. Penelitian survei dilakukan
dengan tujuan memperoleh informasi dari responden melalui
sampel yang diperiksa.

Survei atau penampang juga dapat dilakukan dengan
menerapkan analisis konten sejumlah dokumen yang memang
berkaitan prilaku sikap atau kebijakan terkait tanggung jawab
social dan lingkungan perusahaan. Desian penelitian yang

dilakukan peneliti meliputi: penentuan lokasi, langkah kegiatan,

15 Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian
hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian
Hukum Sosiologis atau Empiris. Lihat Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian
Hukum, Jakarta, Ul Press, hlm 51.
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pengumpulan data, teknik pengumpulan data dengan rincian
sebagai berikut:
1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bontang  Propinsi
Kalimantan Timur, yang akan di tentukan dengan pengambilan
sample penelitian yaitu beberapa perusahaan baik berskala besar,
menengah dan kecil dibidang sumber daya alam, komoditas
pertanian, kerajinan atau lainnya, Pemerintah setempat, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Masyarakat yang berada diwilayah
perusahaan. Penelitian naskah akademik ini juga melakukan
wawancara dengan berbagai pihak seperti Pengusaha, pejabat,
tokoh masyarakat, penggiat organisasi masyarakat dan masyarakat
yant terdampak langsung pada kegiatan perusahaan di Kota
Bontang dan wilayah sekitarnya.
1.5.2. Langkah Kegiatan

Tahapan awal kegiatan adalah menyusun dan
mengumpulkan beberapa bahan tulisan dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur terkait tanggung jawan social dan
lingkungan perusahaan untuk dijadikan sebagai landasan hukum
penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahan atau nama Lain yang
sejenisnya

Setelah bahan-bahan terkumpul semua disusunlah draft
wawancara atau daftar pertanyaan untuk membantu proses
pencarian informasi dan data terkait rancangan peraturan daerah
ini. Hasil wawancara dengan berbagai pihak dijadikan sumber data
empiris yang kemudian diolah dengan teknik pengumpulan data.
1.5.3. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian naskah akademik
ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang
diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui berbagai macam

cara antara lain wawancara langsung, dan pembagian kuesioner.
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Data sekunder merupakan data/ informasi terkait dengan topik
kegiatan penelitian dalam bentuk tulisan/cetakan dengan wujud
buku atau laporan atau jurnal dan bentuk lain yang diperoleh dari
terbitan suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga non
pemerintah. Data jenis ini dapat diperoleh dari berbagai instansi
pemerintah kabupaten seperti Badan Pusat Statistik, Perusahaan,
Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bontang, Lembaga Swadaya
Masyarakat serta dari masyarakat.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan
wawancara dan observasi di tempat lokasi. Kegiatan tersebut
dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini,
mewawancarai responden secara mendalam melalui pertanyaan-
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan mengadakan
studi kepustakaan dari literatur, peraturan perundang-undangan,
artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok
permasalahan yang dibahas.

Untuk membuat deskripsi lengkap tentang kondisi dan
hubungan antar pihak baik perusahaan, pemerintah setempat dan
masyarakat sekitar maka, sebagai bahan untuk merevitalisasi
fungsinya maka semua pihak yang terlibat harus diwawancarai
sehingga memperoleh data yang akurat. Para responden tersebut
adalah: Pengusaha, masyarakat yang ada disekitar perusahaan
atau yang terdampak langsung dari kegiatan perusahaan, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Pemerintah setempat (Kecamatan dan
Kelurahan). Secara detail, data dari lapangan yang diperlukan
adalah:

1. Biro Hukum Pemerintah Kota Bontang
a) Produk perundang-undangan ditingkat daerah terkait dengan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

b) Peraturan Kebijakan dan Kebijakan dari stakeholder

Pemerintah Kota Bontang terkait upaya optimalisasi peranan

perusahaan dan Pemerintah yang selama ini merumuskan
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ketentuan guna meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kota
Bontang .
2. Data dari Perusahaan di Kota Bontang :

a) Profil perusahaan

b) Program Kegiatan Sosial dan Lingkungan dan korelasi dengan
program Pemerintah setempat

c) Laporan Kegiatan Sosial dan Lingkungan dan Korelasi
Pemerintah Setempat

d) Fasilitas-fasilitas yang tersedia baik di Perusahaan dan
lingkungan Masyarakat dan korelasi dengan kegiatan
Pemerintah setempat

e) Penjelasan mengenai kondisi dan akses wilayah sekitar
perusahaan

3. Data dari Lembaga Swadaya Masyarakat:

a) Profil Lembaga Swadaya Masyarakat

b) Kegiatan sosial dan Lingkungan disekitar Perusahaan

c) Pandangan dari Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan oleh Perusahaan (penialain
kinerja,hal- hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, pola
hubungan kerjasama yang diinginkan)

4. Data dari Masyarakat sekitar Perusahaan :

a) Pandangan dari Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan oleh Perusahaan (penilaian kinerja,
hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, pola hubungan
kerjasama yang diinginkan

b) Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari interaksi pada
kegiatan perusahaan.

Berikut alur dan desain penelitian naskah akademik:
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Kondisi

dilapangan

e Stakeholder Theory

e Legistimasi Theory

o Responsibility &
Liability Theory

e Konsep Kewenangan
(Authority Concept)

o Concept Corporate
Responsibility

e Social Contract Theory

e Gambaran Umum Kota

Bontang

¢ Perusahaan Yang
Ijinnya dikeluarkan
Kota Bontang

e Analisis Terhadap
Tanggungj awab

Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

Input data dan survey

Persiapan

v

Tahap awal

(FGD)

v

Analisa kerangka
hukum, konsep

<+
dan teori

v

Pengumpulan
bahan dan data
hukum dilapangan

v

<>

Penyusunan naskah akademik tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Periicahaan

v

Rapat intern dengan tim penyusun naskah
akademik dalam penyempurnaan draft
dan Menghasilkan Beberapa Bab yang

menjadi alasan dan dasar dalam

Pembentukan Raperda Tentang Tanggung

lawab Sosial dan | ingkungan Perusahaan

—>

Tim penyusun naskah
akademik

e Bahan Hukum Primer :
- UubD
- UU Terkait
- Azas/ Prinsip Hukum
e Bahan Hukum Sekunder:
- Buku-Teks
- Jurnal
- Laporan Penelitian
Sebelumnya
e Bahan Hukum Tertier :
- Kamus Hukum
- KRRI

e Latar Belakang

- Identifikasi Masalah

- Tujuan penelitian
- Metode Penelitian

Metode Kegiatan:
¢ Jenis Penelitian

Yuridis Empiris
o Sistematika

¢ Evaluasi dan analisis Pert.
Per UU

e Merumuskan landasan filosofis
sosionloais dan vuridis

Jangkauan, Arah
Pengaturan, Dan
Ruang Lingkup Materi
Kesimpulan

\

PENYERAHAN DRAFT AKHIR NASKAH
AKADEMIK DAN PEMAPARAN (JIKA PERLU)

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan sistematika naskah akademik

dari 6 bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

ini terdiri

Bab ini berisikan hal-hal mendasar kenapa penyusunan

Naskah Akademik, tujuan yang ingin dicapai, bagaimana
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BAB II

cara mencapainya. Sehingga dalam bab ini menguraikan
tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, metode dan
desain penelitian yang dilakukan.

KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIS

Bab ini sebagai bagian yang berisikan landasan teoritis
terkait dengan TJSLP di Kota Bontang. Secara garis besar
bab ini ada 2 (dua) bagian pokok dan setiap bagian pokok
terdiri dari beberapa sub pokok. Pokok-pokok yang
dimaksud adalah kajian teoritis dan empiris Kota Bontang.
Kajian teoritis terdiri beberapa sub pokok, yaitu: (1)
Stakeholder Theory, (2) Legitimacy Theory, (3) Social
Control Theory, (4) Economic Politic Theory, (5)
Responsibility and Liability Theory, (6) Corporate
Responsibility Concept, (7) Pentingnya Peranan Pemangku
kepentingan (Stakeholder) Perusahaan diKota Bontang
Sebagai Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial, (8)
Legistimasi  Perusahaan  Sebagai @ Harapan  Besar
Mewujudkan Kepastian Tanggung Jawab antara Otoritas,
Perusahaan dan Masyarakat, (9) Kontrak Sosial sebagai
Perwujudan danKepastian dalam Tanggung Jawab Oleh
Otoritas, Perusahaan Kepada Masyarakat dan Lingkungan,
(10) Konsep Tanggung Jawab yang menjadi Dasar Pengikat
Perusahaan dan Otoritas Setempat, (11) Konsep Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaan Yang Menjadi
Model Komitmen Perusahaan Dengan Masyrakat dan
Lingkungan.

Pokok bahasan kedua adalah Kajian Empiris, berisikan (1)
Gambaran Umum Kota Bontang, (2) Data Perusahaan Yang
[jinnya dikeluarkan Kota Bontang, dan (3) Analisis
Terhadap Tanggungjawab  Sosial dan  Lingkungan

Perusahaan.
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BAB III ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-

BAB IV

BAB V

UNDANGAN

Bab ini memberikan gambaran hukum di Indonesia
mengenai TJSLP yang memayunginya. Sehingga analisis ini
dilakukan terhadap; (1)Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (3)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas, dan (6) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

PANDANGAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
Bab ini merupakan bab inti yang berisikan hal mendasar
dalam membentuk konstruksi hukum. Bangunan hukum
tentang TJSLP ditentukan dari desain dan bentuk pondasi
hukumnya.

Oleh karena itu bab ini berisikan (1) Pandangan Filosofis
terhadap Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan, berupa Ontologis, Epistemologi, dan Aksiologi,
(2) Pandangan Sosiologis, dan (3) Pandangan Yuridis.
Sehingga dari ketiga pandangan itu, maka metode
Konstruksi Hukum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP

Bab ini membahas secara konkret konstruksi hukum
dibangun dengan tingkatan nilai (value), Asas-asas, dan
norma (norm) pada susbtansi pengaturan.

Secara garis besar bab ini terdiri 3 (tiga) bagian besar,
yaitu: (1) Jangkaungan Pengaturan  Tanggung jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan, (2) Arah Pengaturan

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan (3)
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Ruang Lingkup Pengaturan Tanggung jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan.

BAB VI PENUTUP
Bab ini merupakan akhir dari Naskah Akademik tentang
TJSLP sebagai dasar dalam membentuk regulasi di Kota
Bontang. Sehingga bab ini berisikan (1) Kesimpulan, dan

(2) Saran/Rekomendasi.
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KAJIAN TEORI DAN EMPIRIS TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAANDI BAB Il

BONTANG

2.1. Kajian Teoritis
2.1.1. Stakeholder Theory

Perkembangan pemahaman konsep  Corporate Social
Responsibility (CSR), berjalan seiring dengan perkembangan konsep
tentang stakeholder, yang tidak terlepas dari perkembangan adopsi
pendekatan sistem dalam teori manajemen. Pendekatan ini juga
telah mengubah cara pandang para manajer dan para ahli teori
manajemen terhadap organisasi. Hal itu berkaitan dengan
bagaimana cara suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai
tujuannya secara efektif.

Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya Manajemen Public
Relation, stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam
maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam
menentukan keberhasilan suatu peruahaan. Stakeholder biasa
berarti pula setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada
perusahaan.l¢ Stakeholder sendiri merupakan sebuah frasa yang
terbentuk dari dua buah kata, yaitu “stake” dan “holder”. Secara
umum, kata “stake” dapat diterjemahkan sebagai “kepentingan”,
sedangkan kata “holder” dapat diartikan sebagai “pemegang”. Jadi
seperti yang telah diungkapkan diatas, stakeholder artinya adalah
pemegang kepentingan.1?

Stanford Research Institut (SRI) adalah lembaga yang pertama
kali menggunakan konsep stakeholder. Lembaga ini mendefinisikan
stakeholders sebagai kelompok yang mampu memberikan
dukungan terhadap keberadaan sebuah organisasi. Stakeholder

adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat

16 Rhenald Kasali, 1994, Manajemen Public Relation: konsep dan aplikasinya di
Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Graffiti, him 63

17 Helpris Estaswara, 2010, Stakeholder Relation, Jakarta , Universitas Pancasila,
hlm 4
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mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Menurut Luk, Yau, Tse, Alan dan
Raymond dalam Nor Hadi!® memberikan pengertian: Stakeholder is
a group or an individual who can affect, or be affected by, the success
or failure of an organization.

Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal
maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing,
masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar
perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan,
para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang
keberadaannya sangat mempengaruh dan dipengaruhi perusahaan.

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap
para pemilik (Shareholder) sebagaimana terjadi selama ini, namun
bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial
kemasyarakatan (stakeholder), selanjutnya disebut tanggung jawab
sosial (Social responsibility). Fenomena seperti ini terjadi menurut
Harahap (2002) dalam Nor Hadil?, karena adanya tuntutan dari
masyarakat akibat negative externalities yang timbul serta
ketimpangan sosial yang terjadi.

Untuk itu, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya di
ukur sebatas pada indikator ekonomi (economic focused) dalam
laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan
faktor-faktor sosial (social dimentions) terhadap stakeholder, baik
internal maupun eksternal. Selain itu, Jones, Thomas, dan Andrew
(1999) dalam Nor Hadi?® menyatakan bahwa pada hakikatnya
stakeholder theory mendasarkan diri pada asumsi, antara lain:

1) The corporation has relationship many constituenty groups
(stakeholders) that effect and are affected by its decisions.

2) The theory is concerned with nature of these relationship in terms
of both processes and outcomes for the firm and its stakeholder.

3) The interest of all (legitimate) stakeholder have intristic value, and
no set of interest is assumed to dominate the others.

4) The theory focuses on managerial decission making.

18 Nor Hadi,2011, Corporate SocialResponsibility, Yogyakarta, Graha llmu, hlm 93
19 Nor Hadi, Ibid, hlm 93.
20 Nor Hadi, Ibid, hlm 94.
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Perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan
sosial. Menurut Adam?!, Perusahaan perlu menjaga legitimasi
stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan
pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian
tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going
concern. Dalam pengambilan keputusan, para stakeholder
membutuhkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait
dengan aktivitas yang telah dilakukan.

Perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan informasi
yang berintegritas, agar para stakeholder tetap menaruh
kepercayaan terhadap perusahaan. Menurut sifatnya
pengungkapan informasi dibagi menjadi dua, yaitu wajib
(mandatory) dan sukarela (voluntary). Pengungkapan informasi yang
bersifat wajib adalah laporan keuangan, informasi ini dibutuhkan
oleh stakeholder yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi
oleh kegiatan ekonomi perusahaan. Sedangkan pengungkapan yang
bersifat sukarela dibutuhkan oleh stakeholder yang berpengaruh
maupun tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi
perusahaan. Laporan sukarela yang sedang berkembang saat ini
adalah sustainability report (laporan keberlanjutan). Melalui
pengungkapan sustainability report (pengungkapan sosial dan
lingkungan) perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih
cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya
terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan Outside stakeholders atau para pemangku
kepentingan di luar perusahaan, terdiri dari orang-orang atau
pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin
perusahaan dan bukan karyawan/pekerja perusahaan tetapi
memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh
keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
Kelompok pemangku kepentingan ini dapat pula mempengaruhi

perusahaan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah para

21 Nor Hadi. Ibid, 94-95.
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pelanggan (customers), pemasok (suppliers), pemerintah
(government) dan masyarakat lokal (local community) serta
masyarakat secara luas (general public).

Sedangkan yang dimaksud secondary Stakeholders, adalah
orang-orang atau kelompok yang di dalam masyarakat dipengaruhi
baik secara langsung atau tidak oleh aktivitas atau keputusan
perusahaan. Kategori ini adalah: Masyarakat secara umum (the
general public), Komunitas Lokal (local community), Pemerintah
Pusat dan Daerah (Federal State and Local Governments), Para
pemerintahan asing (Foreign governments), Kelompok aktivis sosial
(social activist groups), Media dan berbagai kelompok pendukung
bisnis (business support group).

Robbins dan Coulter (2012) mengutip dari Pfeffer dalam
Jurnal Organizational Design dan Warriner dalam Jurnal The
Problem of Organization Purpose: “Social responsibility is a
business’s intention, beyond its legal and economic obligations, to do
the right things and act in ways that are good for society.” Menurut
Pfeffer, CSR sudah menjadi keinginan perusahaan (diluar ketentuan
hukum dan kewajiban ekonomi) untuk melakukan hal yang baik
dengan cara yang baik untuk kemajuan masyarakat.22

Robbins dan Coulter23 secara kronologis dapat dilihat dengan
tahapannya sebagai berikut.

Tahap 1 (awal), Tanggung jawab sosial perusahaan lebih tertuju
kepada pemilik perusahaan yaitu dalam bentuk
maksimasi laba. Pada tahap ini pemimpin perusahaan
akan mengedepankan kepentingan para  pemilik
perusahaan yakni dengan berbagai cara, seefisien
mungkin untuk maksimasi laba. Pandangan ini
berpendapat bahwa mereka tidak memiliki tanggung
jawab sosial kepada masyarakatnya. Tanggung jawab
sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai
keinginan pemilik perusahaan, yaitu maksimasi laba,
sementara itu juga tetap mengindahkan aturan dasar
yang digariskan dalam masyarakat sebagai amanat

22 Maria Pia Adiati, Program Corporate Social Responsibility di Industri Hotel:
Sebuah Keuntungan Atau Kerugian Untuk Hotel?, Jurnal Binus Business Review Vol.3
No.1 Mei 2012, hlm 502-512

23 Robbins dan Coulter, 2003, Perilaku Organisasi, Jakarta, Gramedia hlm 123
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peraturan dan perundang-undangan. Bahkan pandangan
ini berpendapat bahwa pimpinan perusahaan yang
memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat
secara luas, adalah merupakan manager yang bertindak
tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham. Dari
hal itu dapat dsimpulkan bahwa jika perusahaan
menggunakan retorika CSR, maka hal tersebut diartikan
sebagai strategi perusahaan untuk dapat mamaksimalkan
keuntungan/laba

Tahap 2 (kedua), Perusahaan mulai mengembangkan tanggung
jawab sosialnya kepada para karyawan/pekerja. Dalam
hal ini perusahaan tidak hanya memperhatikan
maksimasi laba saja, tetapi juga mulai memberikan
perhatian kepada sumberdaya manusianya. Kegiatan yang
dilakukan dapat berupa memperbaiki kondisi kerja,
meningkatkan keamanan kerjanya, memperhatikan/
mengembangkan hak-hak karyawan dan memberikan
kompensasi yang lebih baik/ layak.

Tahap 3 (ketiga), Perusahaan mengembangkan tanggung jawab
sosialnya kepada para konstituennya dalam suatu
lingkungan yang spesifik. Konstituen yang dimaksud
adalah juga marupakan komunitas lokal yang terkena
dampak secara langsung oleh operasional perusahaan di
daerah pemukiman mereka dengan berbagai program dan
kegiatan nyata.

Tahap 4 (keempat), Perusahaan selain mengembangkan tanggung
jawab sosialnya kepada komunitas lokalnya, juga
mencakup masyarakat yang lebih luas (broader society).
Mereka memandang bisnis mereka sebagai bagian entitas
publik dan mereka merasa bertanggung jawab untuk
melakukan berbagai kebijakan kepada publik.

Sejalan dengan hal itu perusahaan juga akan memperoleh

berbagai keistimewaan berupa perlakuan terhadap umur kegiatan
usaha yang tidak terbatas dan memungkinkan adanya perlakukan
pajak khusus. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap masyarkat
secara luas yang merupakan konstituen telah memungkinkan
perusahaan untuk memperoleh berbagai keuntungan.
2.1.2. Legitimacy Theory

Teori legitimasi dalam konteks CSR berkaitan dengan aspek
legalitas atau dasar hukum penyelenggaraan CSR tersebut.
Perangkat hukum ini menjadi landasan operasional yang

menguatkan posisi perusahaan, masyarakat dan pemerintah dan
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para stakeholders lainnya demi keberlangsungan CSR dan
perusahaan itu sendiri.

Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan
secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika ~manajemen
menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas.8
Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat kontrak
sosial’ antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan
tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk
menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang
bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya.
Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya
waktu.

Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap
lingkungan di mana mereka beroperasi. Jika perusahaan merasa
bahwa legitimasinya dipertanyakan maka dapat mengambil
beberapa strategi perlawanan, yaitu:24

1) Perusahaan dapat berupaya untuk mendidik dan
menginformasikan kepada stakeholder-nya mengenai perubahan
yang terjadi dalam perusahaan.

2) Perusahaan dapat berupaya untuk merubah pandangan
stakeholder tanpa mengganti perilaku perusahaan.

3) Perusahaan dapat berupaya untuk memanipulasi persepsi
stakeholder dengan cara membelokkan perhatian stakeholder
dari isu yang menjadi perhatian kepada isu lain yang berkaitan
dan menarik.

4) Perusahaan dapat  berupaya  untuk  mengganti dan
mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja
(performance) perusahaaan.

Dalam teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan
menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten

dengan nilai sosial. Hal ini seringkali dapat dicapai melalui

pengungkapan (disclosure) dalam laporan perusahaan.?5

24 Guthrie, J. and Parker, L.D., 1989, “Corporate social reporting: A rebuttal of
legitimacy theory”, Accounting and Business Research, Vol 19 No 76, pp. 343-52.

25 Wilmshurst T. and Frost, G., 2000, “Corporate environmental reporting: A test of
legitimacy theory”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol.13, No.1, pp. 17
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2.1.3. Social Contract Theory

Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory) menyatakan
bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area harus mendapat
dukungan politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah (legalitas)
serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat.
Dengan demikian, ada kontrak secara tidak langsung antara
perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi cost dan
benefits untuk keberlanjutan suatu korporasi26.

Antara masyarakat dan korporasi harus terjalin hubungan
keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam lingkungan
masing-masing. Hadirnya suatu korporasi dalam lingkungan
masyarakat, harus menjamin kelangsungan hidup ekonomi, sosial
budaya masyarakat tersebut, demikian pula kelangsungan
perusahaan harus mendapat dukungan dari masyarakat dan
pemerintah sekitarnya. Sejalan dengan hal itu, agar terjadi
keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial baik secara
tersusun secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi
kesepakatan kesepakatan yang saling melindungi kepentingan
masing-masing.27

Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya
untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap
masyarakat (society). Interaksi perusahaan dengan masyarakat
akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan
norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan
perusahaan dapat dipandang legitimate..28

Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak
sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok,
termasuk masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-

kesepakatan yang saling menguntungkan anggotanya, menurut

26 Lako Andreas, 2011, Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan
Akuntansi. Jakarta. Erlangga, hlm 6

?” Nor Hadi. Op cit, hlm 96

*® Nor Hadi, Op cit, hlm 96
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Rawl dalam Nor Hadi.?® Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy
theory bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat
kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak menganggu
atau sesuai (congruence) dengan eksitensi sistem nilai yang ada
dalam masyarakat dan lingkungan.

Shocker dan Sethi dalam Nor Hadi3® menjelaskan konsep
kontrak sosial (social contract) bahwa untuk menjamin
kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial
didasarkan pada: 1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat
diberikan kepada masyarakat luas. 2) Distribusi manfaat ekonomis,
sosial, atau pada politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan
yang dimiliki. Mengingat output perusahaan bermuara pada
masyarakat, serta tidak adanya power institusi yang bersifat
permanen, maka perusahaan membutuhkan adanya legitimasi.
Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar
aturan dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang
dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku (legal responsibility). Disamping itu, perusahaan juga tidak
dapat mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat yang
dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai
persoalan sosial dan lingkungan yang timbul.3!

Dengan berdasarkan pada teori kontrak sosial ini
menyebabkan operasional CSR tidak mempunyai standar yang
sama antara satu kelompok masyarakat dan masyarakat lainnya.
Persepsi masyarakat yang berbeda-beda akan menyebabkan konsep
CSR dapat berubah kapan saja karena persepsi masyarakat juga
berubah-ubah sesuai dengan perubahan kamajuan dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu, cita-cita dan semangat kontrak sosial adalah agar
kehendak umum mengalahkan kehendak pribadi atau kehendak

kolektif mengalahkan kehendak individual. Kondisi riil di

?* Nor Hadi. Op cit, hlm 96
* Nor Hadi, Op cit, hlm 98
' Nor Hadi. Op cit, hlm 98
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masyarakat dan permasalahan yang dihadapi masyarakat,
perusahaan sudah mampu meningdientifikasinya. Karena dengan
fakta yang sebenarnya, menjadi dasar dalam menyusun
perencanaan TJSLP oleh perusahaan. Pemetaan kondisi sosial dan
lingkungan dilakukan dimana perusahaan berada dan beroperasi
dalam beraktivitas menjalankan usahanya.

2.1.4. Economic Politic Theory

Menurut teori ini ada dua (2) varian teori ekonomi politik
yaitu:

- Klasik yang biasanya sebagian besar berhubungan dengan Marx.
- Bourgeois yang biasanya sebagian besar berhubungan dengan
John Stuart Mill dan ahli ekonomi berikutnya.

Perbedaan penting antara keduanya terletak pada tingkat
analisis pemecahan, yakni konflik struktural dalam masyarakat.
Ekonomi politik klasik meletakkan konflik struktural, ketidakadilan
dan peran negara pada analisis pokok.

Sedangkan Ekonomi politik Bourgeois cenderung menganggap
hal-hal tersebut merupakan suatu pemberian. Karena itu, hal-hal
tersebut tidak dimasukkan dalam analisis. Hasilnya, ekonomi
politik Bourgeois cenderung memperhatikan interaksi antar
kelompok dalam suatu dunia pluralistic (sebagai misal, negosiasi
antara perusahaan dan kelompok penekan masalah lingkungan,
atau dengan pihak berwenang). Sedangkan Ekonomi politik klasik
hanya sedikit menjelaskan praktek pengungkapan sosial
perusahaan, mempertahankan bahwa pengungkapan sosial
perusahaan dihasilkan secara sukarela. Ekonomi politik klasik
memiliki pengetahuan tentang aturan pengungkapan wajib, dalam
hal ini biasanya negara telah memilih untuk menentukan beberapa
pembatasan terhadap organisasi. 32

Ekonomi politik klasik akan menginterpretasikan hal ini

sebagai bukti bahwa negara bertindak "seakan-akan" atas

32 Ekonomi politik Bourgeois bisa digunakan dengan baik untuk menjelaskan
tentang praktek pengungkapan sosial. Lihat Sri Rezeki, 2000 Kapita Selekta Hukum
Perusahaan, Mandar maju, Bandung, hlm 103
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kepentingan kelompok tidak diuntungkan (sebagai misal, orang
tidak mampu, ras minoritas) untuk menjaga legitimasi sistem
kapitalis secara keseluruhan. Penerapan kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan,
sebagai paduan antara faktor internal dan eksternal. Sebagaimana
dijelaskan lebih jauh oleh Frynas yang melihat bahwa pertimbangan
perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR antara lain pada
umumnya karena alasanalasan berikuts3:

1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan

2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image
yang positif

3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan

4. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat

5. Bagian dari resiko management perusahaan untuk meredam
dan menghindari konflik sosial.

Perusahaan yang berupaya menerapkan TJSL dapat
mempertahankan atau meningkatkan reputasi dan citra
perusahaan, layak mendapatkan social license to operate,
mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber
daya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya,
memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki
hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan
produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan
penghargaan. Jika dikaitkan TJSL juga didukung oleh hukum
lingkungan, dimana hukum lingkungan mempelajari hubungan
manusia dengan lingkungan sekitar, Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. disebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki amdal.” Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin

33 Frynas, JG. 2009. Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals
and Social Challenges. Cambridge: Cambridge University Press hlm 43
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perlindungan atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manusia, dan seterusnya. Sudah jelas sekali bahwa lingkungan
hidup harus dijaga.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah
memberlakukan Audit PROPER (Program Penilaian Peningkatan
Kinerja Perusahaan). Audit PROPER tersebut sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil PROPER (Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan) merupakan data dari Kementerian Lingkungan
Hidup yang setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan
tahun 2014 ada 21 perusahaan yang mendapat kartu hitam, dan
516 yang mendapat kartu merah. Pada 2015 masih ada 21
Perurusahaan yang mendapat kartu hitam dan sekitar 529
Perusahaan yang mendapat kartu merah dari 2.137 Perusahaan
yang masuk sebagai PROPER Kementerian Lingkungan Hidup.
Jumlah tersebut belum mewakili jumlah Perseroan Terbatas yang
bergerak di sumber daya alam di Indonesia seluruhnya karena
dalam pelaksanaan PROPER akan dilakukan pemilihan peserta,
yaitu berdasarkan Buku Hasil Publikasi PROPER 2015 disebutkan
pelaksanaan PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan
peserta, dimana perusahaan yang menjadi target peserta PROPER
adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan, tercatat di pasar busa, mempunyai produk yang
berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas.34

Sedangkan data tahun 2020 Hasil evaluasi menunjukkan
potensi dunia usaha Indonesia untuk membangun kembali tata
kehidupan “new normal” sangat besar. Sebanyak 172 perusahaan
melaporkan keterlibatannya dalam penanganan bencana, dengan
total anggaran mencapai Rp 346,1 Milyar. Masyarakat yang

menikmati secara langsung sumbangsih dunia usaha ini mencapai

34 Buku Laporan Proper 2015 dari http:/ /proper.menlh.go.id
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2.279.398 jiwa. Hasil evaluasi juga menunjukkan, meskipun dalam
masa pandemik, kinerja perusahaan tidak mengecewakan. Tingkat
ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup
mencapai 88%, lebih baik dari tahun 2019 sebesar 85 %. Evaluasi
dilakukan terhadap 2038 perusahaan, dengan hasil peringkat
kinerja adalah sebagai berikut:3>

Hitam: 2 perusahaan

Merah: 233 perusahaan

Biru :1.629 perusahaan

Hijau: 125 perusahaan

Emas: 32 perusahaan

Kreatifitas dan inovasi perusahaan ternyata juga tidak
terhalang oleh pandemi. Pada tahun ini tercatat 806 inovasi yang
dihasilkan oleh perusahaan meningkat 2% dari tahun sebelumnya.
Hasil inovasi ini mampu menghemat anggaran sebesar 107,13
trilyun.

Namun memang harus diakui bahwa pandemik sangat
berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi dan produksi. Hal ini
terlihat dari upaya efisiensi energi mengalami penurunan 35 dari
663.903.297 GJ pada tahun 2019 menjadi 430.244.918 GJ pada
tahun 2020. Upaya pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur
ulang Limbah B3 dan non B3 juga mengalami penurunan berturut-
turut 7,62% dan 49,33 % dari 17.756.918 Ton menjadi 16.403.947
Ton dan 9.925.613 Ton menjadi 5.029.181. Dana program
pemberdayaan masyarakat yang bergulir di masyarakat juga
mengalami penurunan dari 22,88 Triliun menjadi Rp 6,21 Triliun.

Hitam artinya belum melakukan wupaya pengelolaan
lingkungan hidup berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya
pengelolaan lingkungan hidup. Kartu merah berarti mereka

melakukan wupaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru

35 https://proper.menlhk.go.id/proper/berita/detail/329  Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.
460/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Hasil Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020.
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sebagian kecil yang hanya mencapai hasil sesuai dengan
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Hasil ini masih termasuk CSR di bagian lingkungan dan
belum terhadap pengembangan masyarakat. Hasil PROPER dapat
dijadikan sebagai data bagaimana perusahaan taat pada Peraturan
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, seperti
Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara,
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha
harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan
operasional perusahaan:3¢ Pertama, perusahaan adalah bagian dari
masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan
memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus
menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan
lingkungan masyarakat.

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila
perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada
masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan
pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Ketiga, kegiatan
CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan
menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal
akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat
kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara
masyarakat dengan komponen perusahaan.3”

Manfaat Corporate Social Responsibility akan lebih berdampak
positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi
dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah.
Studi Bank Dunia Howard Fox menunjukkan, peran pemerintah

yang terkait dengan Corporate social responsibility meliputi

36 Sri Rezeki, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Bandung, Mandar Maju,
hlm 103

37 Wibisono Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Fascho Publishing,
Gresik, 2007, hal 42
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pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan
sumber daya, dukungan politik bagi pelaku Corporate social
responsibility, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan
organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan
Corporate  Social  Responsibility = membutuhkan  dukungan
pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban
sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus
melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di
tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami
Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator
penanganan krisis melalui Corporate Social Responsibilty.
Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang penanganan yang
menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu,
pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan
pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini.
Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku
bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi
yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau
pengancaman satu pihak terhadap yang lain. Intinya manfaat
corporate social responsibility bagi masyarakat yaitu dapat
mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk
mencapai kesejahteraan tercapai.s3®
2.1.5. Responsibility dan Liability Theory

Perusahaan yang selalu berorientasi pada maksimalisasi
keuntungan/laba, juga seharusnya mempunyai tanggung jawab
dan kwajiban yang harus dipenuhi agar usaha yang dilakukannya
dapat berjalan dengan baik.

Menurut Andi Hamzah3® dikemukakan bahwa tanggung
jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk
melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan
kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban

38 Rahmatullah, Panduan Praktis Pengelolaan CSR, Samudra Biru, Jakarta, 2011,
hal 12

39 Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,
Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm 393
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negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat
perhatian, yaitu responsibility dan liability. Kedua istilah ini sering
digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada
maksud yang sama. Menurut Goldie*® dalam mengeluarkan untuk
tana perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa
istilah responsibility digunakan untuk kewajiban (duty), atau
menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang
ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability
digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu
kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban
atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah
ditetapkan.

Menurut Carroll*l (1979), didalam konsep CSR memuat
tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan seperti hal-hal
berikut:

1. Economic responsibilities. Yaitu tanggung jawab sosial utama
perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga
bisnis terdiri dari adanya aktivitas ekonomi yang menghasilkan
barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
Tanggung jawab sosial dan aktivtas CSR perusahaan dalam hal
ini dapat dilihat dalam pelaksanakan good corporate governance
yang memunungkinkan perusahaan memperoleh maksimalisasi
laba

2. Legal responsibility. Yaitu adanya harapan dari masyarakat agar
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus mentaati
hukum dan peraturan yang berlaku, yang pada hakekatnya
peraturan tersebut juga dibuat oleh masyarakat melalui lembaga
Legislatif sesuai perundang-undangan. Tanggung jawab sosial
dan aktivtas CSR perusahaan dalam hal ini dapat dilihat sebagai
Legal responsibility, (misalnya: taat membayar pajak, mantaati
peraturan dan perundang-undangan termasuk masalah ketenaga
kerjaan)

3. Ethical responsibilities. Masyarakat berharap perusahaan dalam
menjalankan aktivitas bisnis harus memperhatikan masalah etis.
Ada tanggung jawab moral yang dilakukan bisnis baik
perorangan atau kelembagaan. Berkaitan dengan hal itu harus
memperhatikan pilihan nilai untuk memberikan penilaian
apakah sesuatu yang dilakukan benar atau salah, adil atau tidak
adil atau juga memiliki keguanaan/manfaat atau tidak. Aktivitas

40 Heribertus U Setyardi, 2001, Pertanggungjawaban Negara terhadap

Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 1997, Tesis, Magister
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Imu- Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 45-46

41 Carroll A. B., 1979, A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance,
Academy of Management Review, Vol. 4, page 497-505.
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CSR dapat dilakukan misalnya dengan memprduksi makanan
yang bergizi aman bagi konsumen halal dst

4. Discretionary responsibility. Keberadaan perusahaan diharapkan
oleh masyarakat dapat memberikan manfaat terhadap
prikehidupan mereka. Ekspektasi/Harapan masyarakat dapat
dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat
filantropis. Dalam kaitannya dengan hal ini perusahaan juga
ingin dipandang sebagai warganegara yang baik, memberikan
kontribusi dalam peningkatan kehidupan masyarakat dan hal itu
juga akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Oleh sebab itu
aktivitas perusahaan juga adalah sebagai bentuk manifestasi
discreationary responsibility. Kegiatan CSR dalam hal ini
dilakukan dengan melakukan corporate giving/charity, corporate
citizenship, community development.

Dalam pelaksanaan CSR harus dilandasi oleh domain etika
bisnis dari para pelaku bisnis. Kemudian dalam perkembangannya
juga perlu memberi perhatian pada konsep stackholder management
yang mengakui adanya pemegang kepentingan diluar pemegang
saham dimana perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial
kepada para stakeholfder. Selain itu pelaksanaan CSR juga harus
didasari oleh adopsi sustainable development atau pembangunan
berkelanjutan dengan alat ukur triple bottom line yaitu adanya
pertumbuhan  ekonomi  (economic  growth), kesejahteraan
masyarakat (social walfare) dan perlindungan lingkungan hidup
(envorinmental protection). Ketiga dimensi ini harus dikelola dalam
satu management berkelanjutan.

Sudah menjadi fakta bahwa banyak resistensi atau penolakan
masyarakat sekitar karena adanya perusahaan yang dianggap tidak
memperhatikan masalah lingkungan hidup. Jadi keberlanjutan
operasional perusahaan hanya akan terjamin jika perusahaan juga
memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sementara
itu dalam perkembangannya isue pelaksanaan CSR, juga bergerak
dari kewajiban apa yang diharapkan masyarakat untuk dilakukan
perusahaan menjadi apa dampak apa yng ditimbulkan dari

kegiatan CSR bagi masyarakatnya, apakah benar telah membawa

perubahan perbaikan kondisi masyarakat.

Page | 34



Kerangka konseptual yang berkaitan dengan tiga pilar
pembangunan berkelanjutan yakni: generation of economic wealth
(pencapaian kesejahteraan ekonomi), environmental improvement
(Perbaikan lingkungan) dan Social responsibility (tanggung jawab
social). Selanjutnya CSR juga didefinisikan sebagai langkah
bagaimana suatu perusahaan harus melakukan kegiatan dalam
rangka memenangkan dan menikmati kepercayaan masyarakat,
mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan merespon dinamika
perkembangan lingkungan hidupnya. Dalam hal ini WBCSD
memposisikan CSR sebagai hal yang vital dalam upaya membentuk
perusahaan berwajah kemanusiaan yang mampu mengembangkan
nilai kemitraan dan dialog antara pengusaha, pemerintah dan
organisasi-organisasi. Adapun nilai-nilai utama yang terintegrasi
dalam CSR dan menjadi tanggung jawab perusahaan kepada
masyarakat adalah:

1. Human Right (hak azasi manusia)

2. Employee Right (Hak-hak pekerja)

3. Environment Protection (Perlindungan Lingkungan)

4. Community Development (Pengembangan /pembinaan
Masyarakat)
Supplier Relation (hubungan dengan pensuplai)

6. Monitoring (pemantauan)
Stakeholder Right (hak-hak para pihak terkait)

Sebagai responsibilitas perusahaan harus
mengimplementasikan kebijakan yang transparan dirumuskan dan
dilaksanakan bersama masyarakat. Perusahaan menjamin
perlindungan terhadap lingkungan tanpa kompromi dan
menanggung berbagai resiko karena kegiatannya. Perusahaan juga
harus dapat mendistribusikan sebagian dananya secara adil dan
merata kepada masyarakat. CSR bukan saja diharapkan
menjadikan perusahaan berprilaku etis tetapi juga merupakan
bentuk kesadaran para manager dan perusahannya. Dengan

melaksanakan nilai utama CSR perusahaan secara simultan juga
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memfasilitasi kondisi masyarakat yang akan memiliki kesehatan
dan pendidikan yang baik dan mengantarkan prusahaan untuk
mencapai kesejahtaraan bersama.

2.1.6. Corporate Responsibility Concept

Konsep CSR itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh
Howard R.Bowen%? pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa, “it
refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to
make those decisions, or to follow those lines of action which are
desireable in terms of the objectives and values of our society”l
Secara sederhana, Jhonatan Sofian menyebutkan CSR sebagai
suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan
memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan
operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud di
antaranya adalah para karyawan (buruh), kostumer, masyarakat,
komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM).432

CSR menurut Michael Comb (2002) adalah “The notion of
companies looking beyond profits to their role in sosiety is generally
termed corporate social responsibility (CSR).... It refers to a company
linking itself with ethical value, transparency, employee relation,
compliance with legal requirements and overall respect for the
communities in wich the operate. It goes beyond the occasional
community service action, however, as CSR is a corporate philosophy
that drieves strategic decision-making, patner selection, hiring
practices and, ultimately, brand development. (Keinginan
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan juga dapat dilihat
dari perannya di dalam masyarakat dengan melakukan
kegiatan /program CSR. Perusahaan sebenarnya juga
berkepentingan dengan masalah nilai etika, keterbukaan,
hubungan antar pekerja, penaatan terhadap aturan secara
keseluruhan, adanya keterbukaan untuk menerima hal itu, dalam
rangka operasionalnya. Untuk kesempatan itu perusahaan

melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, yang

42 Ismail Solihin, 2009, Corporate Social Responsibility: from Charity to
Sustainability, Jakarta, Salemba Empat, hlm 16

43 Jonathan Sofian Lusa, 2007, Mencari Bentuk Ideal Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan, http://jsofian.wordpress.com/2007/06/10/, Diakses pada tanggal 22 Juni
2021
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bagaimanapun juga kegiatan CSR sebagai philosophy perusahaan,
diarahkan untuk membuat keputusan strategis, menyeleksi mitra
kerja, praktek mengembalikan sebagian keuntungan yang pada
ahirnya dapat mengembangkan citra perusahaan).

Labih jauh menurut Ruth Lea (2002), CSR is about business
and other organizations going beyond the legal obligation to manage
the impact they have on the environment and society. In particular,
this could include how organizations interact with the employees,
suppliers, customers and the communities in which they operate, as
well as the extent they attempt to protect the environment (CSR
adalah berkaitan dengan masalah organisasi yang mengelola
dampak terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Secara khusus
hal itu termasuk bagaimana organisasi tersebut berinteraksi
dengan pegawai mereka, penyalur barang, pemakai produk dan
masyarakat sekitar didaerah operasi/kegiatannya berada, dalam
bentuk pengembangan masyarakat dan menjaga lingkungannya).
Dengan demikian dalam CSR terkandung makna yang menganalisis
tentang hubungan mendasar yang saling ketergantungan antara
sistem ekonomi dan bisnis dengan masyarakatnya.

Menurut Business for social responsibility (BSR) dalam Kartini
(2009) mendefinisikan CSR sebagai: “business practices that
strengthen accountability, respecting ethical value in the intererest af
all stakeholders”. (bahwa pelaku bisnis memiliki tanggung jawab
yang besar untuk menghormati nilai nilai etis didalam keinginan
para pihak secara luas). Dalam kaitannya dengan hal ini, juga
termaktub bertanggung jawab menghormati dan memelihara
lingkungan hidup serta membantu meningkatkan kualitas hidup
melalui pemberdayaan masyarakat dan melakukan investasi di
dalam masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Jadi CSR
mencakup hal-hal: business ethics, community investment,
environment, governance and accountability, human right,

marketplace, vision, mission and value, workplace
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Demikian pula menurut Dyllick dan Hockerts (2002),

Keberlanjutan operasional perusahaan tergantung pada 3 pilar
pendekatan yaitu:
(1) Economic sustainability, for example wealth creation through the
goods and service produced. (2) Environment sustainability for
example efficient environmental management and protection. (3)
Social sustainability, for example enhancement of social wellbeing
through corporate philanthropy (Keberlanjutan ekonomi contohnya:
mengembangkan kreativitas melalui barang produksi yang
dihasilkan. Keberlanjutan lingkungan contohnya: Pengelolaan
sumberdaya yang efisien dan perlindungan lingkungan.
Keberlanjutan social contohnya: meningkatkan kepedulian social
melalui kerelaan dan kebaikan/kebijakan perusahaan).

Thomas A Hemphill (2006), the importance of maintaining a
positive corporate reputation representing both corporate and social
performance, has become increasingly important goal of company
executives and bords or directors over decade. Corporate reputation,
reflecting the corporate social responsibility exhibited by a good
corporate citizen, requires that an affective non market strategy be
formulated and implemented for proper maintenance of this image
/brand with stake holders, especially consumers, government and
special interest group. (Sangat penting untuk menjaga
reputasi/citra positif perusahaan, dengan memperhatikan kinerja
perusahaan dan masyarakatnya, dalam rangka meningkatkan
tujuan yang akan dicapai. Reputasi itu dapat dilihat dari tanggung
jawab social yang ditandai dengan kerjasama yang baik dengan
masyarakat, adanya aktivitas dan strategi social yang
diformulasikan dan diimplementasikan untuk menjaga
kesan/image kesemua  stakeholder, hususnya konsumen,

pemerintah dan kelompok kepentingan lain).
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Rumusan CSR menurut the World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)#4, meyatakan pula bahwa
prioritas kegiatan CSR mencakup: Human rights, employee right,
environmental protection, supplier relation, community involvement,
stake holder right, CSR performance monitoring and assessment.
Lebih jauh dinyatakan bahwa CSR juga adalah kegiatan yang
berkelanjutan, bukan hanya sekedar memberi namun merupakan
bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan korporasi yang
membutuhkan pertimbangan penting.

CSR (Corporate Sosial Responsibility) merupakan sebuah
konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial
dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan
para pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin
menyadarkan ahwa perilaku bertanggung jawab mengarah pada
bisnis berkelanjutan4>

Menurut Worid Business Council for Sustainable Development,
CSR (Corporate Sosial Responsibility) didefinisikan sebagai
komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga
mereka dan masyarakat lokal.46.

Dalam kaitannya dengan perumusan CSR, yang merupakan
konsensus konsep yang berimplikasi pada prilaku bertanggung
jawab dari pemerintahan dan sector usaha terhadap masyarakat
dan lingkungan, terdapat Lembaga-lembaga yang berkompeten
tentang hal itu. Lembaga tersebut adalah the World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), the Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) dan the Dow Jones

Sustainability Group Indexs (DJSGI).*7

44

Mardikanto, 2014, SR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial
Korporasi). Bandung, Alfabeta, hlm 92

45 Mardikanto, ibid, hlm 92

46 Mardikanto, ibid, hlm 93

* Mardikanto, ibid, hlm 93
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World Business Council for Sustainable Development*8
menyebutkan bahwa “The World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) has defined corporate social responsibility as
“[tthe commitment of business to contribute to sustainable economic
development, working with employees, their families, the local
community and society at large to improve their quality of life.

Kaitannya dengan CSR adalah, seperti yang diungkapkan
oleh Wheeler, et al.49) bahwa Sustainability is an ideal toward which
society and business can continually strive, the way we strive is by
creating value, creating outcomes that are consistent with the ideal of
sustainability along social environmental and economic dimensions.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa kerangka konseptual yang
berkaitan dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni:
generation of economic wealth (pencapaian kesejahteraan ekonomi),
environmental improvement (Perbaikan lingkungan) dan Social
responsibility (tanggung jawab sosial). Selanjutnya CSR juga
didefinisikan sebagai langkah bagaimana suatu perusahaan harus
melakukan kegiatan dalam rangka memenangkan dan menikmati
kepercayaan masyarakat dalam menghasilkan kesejahteraan
ekonomi dan merespon dinamika perkembangan lingkungan.
Dalam hal ini WBCSD memposisikan CSR sebagai hal yang vital
dalam upaya membentuk perusahaan berwajah kemanusiaan yang
mampu mengembangkan nilai kemitraan dan dialog antara
pengusaha, pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat.

Demikian juga OECD menekankan perlunya pemerintah dan
perusahaan melakukan CSR. Hal itu akan menjamin kegiatan
perusahaan dalam keharmonisan dengan kebijakan pemerintah,
saling mempercayai dan menguntungkan dengan kontribusi

pembangunan  berkelanjutan. Tantangannya adalah pada

*®* The World Bank, 2002, Public Sector Roles In Strengthening Corporate Social
Responsibility: A Baseline Study, hlm 2

49 Wheeler, D., Colbert, B., & Freeman, R.E. 2003. Focusing on Value: Reconciling
Corporate Social Responsibility, Sustainability and a Stakeholder Approach in a Network
World. Journal of General Management, hlm 17
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implementasi kebijakan terbaik yang menjamin tercapainya sasaran
ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sedangkan DJSGI menggunakan sosial well-being (corporate
social responsibility) sebagai bagian dari prinsip-prinsip perusahaan
yang harus dipenuhi. Hal itu seperti terlihat pada daftar berikut:
Tabel 2.1.: Prinsip-Prinsip CSR

Prinsip

berkelanjutan Komponen

Technology Pengembangan, produksi dan pengiriman
(Teknologi) produk layanan didasari oleh teknologi dan
organisasi yang inovatif dengan
memanfaatkan  suberdaya alam  dan
masyarakat secara effisien, efektif dan
ekonomis dalam jagka panjang

Governance Sustainabilitas perusahaan dilandasi
(Tata Kelola) standart-standart tertinggi dalam
pengelolaan perusahaan termasuk
manajemen responsibilitas, kapasitas
organisasi, budaya  perusahaan  dan
hubungan-hubungan dengan stakeholders.
Shareholders Keinginan para pemegang saham harus
(Pemegang Saham) sesuai dengan keuntungan, kemajuan
ekonomi jangka panjang, peningkatan
produktivitas jangka panjang., penguatan
kemampuan kompetisi global dan
kontribusi bagi modal intelektual.

Industri Sustainabilitas perusahaan harus
mengarahkan industri mereka menuju yang
bersifat berkelanjutan dengan
melaksanakan komitment mereka dan
menunjukkan kinerja yang luar biasa
Masyarakat Sustainabilitas perusahaan harus
meningkatkan perhatian yang kuat bagi
kesejahteraan sosial bersama dari waktu ke
waktu dengan merespons perubahan yang
terjadi di masyarakat. Memberi perhatian
terhadap masalah kependudukan, aliran
migrasi yang membentuk pola-pola budaya
dan juga perubahan peningkatan
kebutuhan.

Sumber : Natufe (2001).

The Comisson for European Communities (1993) juga

merumuskan CSR sebagai konsep yang penting dimana
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perusahaan mengambil keputusan dengan sukarela untuk
berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan terciptanya
lingkungan hidup yang baik. Dalam rumusan-rumusan mengenai
tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan pelaku bisnis adalah
juga sebagai bentuk pelaksanaan derma/amal (charity), sebagai
wujud kecintaan, kepedulian sesama manusia (philantrophy) yang
dilakukan. Kemudian dalam perkembangannya muncul prinsip
stewardship yang bersifat memberikan pelayanan/perhatian.
Mengenai rumusan hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Pertama, perusahaan diharapkan dapat melakukan berbagai
aktivitas yang tidak hanya baik untuk perusahaan tetapi juga baik
untuk lingkungan sekitar. Perusahaan dalam hal ini adalah pihak
yang dipercaya oleh masyarkat untuk mengelola sumberdaya alam,
dengan menghasilkan produk bagi konsumennya, dan dapat
memberikan dampak yang positif bagi para pemangku kepentingan
Kedua, Para manager memiliki kwajiban untuk dapat
menyeimbangkan kepentingan berbagai konstituen. Dalam
kaitannya dengan hal ini, manager memilki tanggung jawab
operational dan juga tanggung jawabnya sebagai warga
Masyarakatnya. Tanggung jawab operasional dengan memandang
berbagai standar yang harus dicapai perusahaan dalam
pelaksanaan usahanya secara normal. Termasuk dalam hal ini
adalah perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja,
perlakuan yang adil terhadap semua karyawan dan lainnya,
Sedangkan tanggung jawab sebgai warga masyarakat adalah
mencakup tanggung jawab memelihara dan menjaga lingkungan
hidup, menyediakan produk yang berkualitas dan harganya
terjangkau, serta ketaatan membayar pajak-pajak dan lainnya
Ketiga, manager juga memililki tanggung jawab untuk
melayani masyarakat. Dalam hal ini mereka berkeyakinan bahwa
manager berkwajiban untuk melaksanakan serangkaian program-

program dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakatnya
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Menurut Kartini, D (2009:54), kinerja kunci dalam
implementasi CSR yang paling efektif, dapat dilihat dari 8 indikator
yang digunakan yakni:50
1. Leadership (kepemimpinan).
Program CSR yang baik/dikatakan berhasil, jika mendapatkan
dukungan dari top management perusahaan. Terdapat
kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar
pelaksanaan program.

2. Proporsi Bantuan
CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja,
melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya
apabila areanya luas, maka anggarannyapun harus lebih besar.
Tidak dapat dijadikan tolok ukur, apabila anggaran besar pasti
menghasilkan program yang bagus.

3. Transparansi dan akuntabilitas.
Terdapat laporan tahunan (annual report). Selain itu
mempunyai mekanisme audit social dan financial dimana audit
social terkait dengan pengujian sejauh mana program-program
dapat dijtujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat,
perusahaan mendapat umpan balik dari masyarakat secara
benar dengan melakukan interview bagi para penerima manfaat.

4. Cakupan Wilayah (coverage Areq).
Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan
rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.

5. Perencanaan dan mekanisme Monitoring dan Evaluasi
Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan
multistakeholder pada setiap siklus pelaksanaan proyek.
Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek lokalitas (local
wisdom), pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman
dan penerimaan terhadap budaya local yang ada. Terdapat Blue-

print policy yang menjadi dasar pelaksanaan program.

50 Kartini,Kartono.(2009). Patologi Sosial, Jilid 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo,
Persada, 54
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6. Pelibatan Stakeholder
Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan stakeholder,
utamanya masyarakat. Terdapat Mekanisme yang menjamin
partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek

7. Keberlanjutan (Sustainability)
Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat. Tumbuhnya
rasa memiliki program dan hasil program pada diri masyarakat,
sehinga masyarakat ikut andil dalam menjaga dan memelihara
program dengan baik. Adanya pilihan partner program yang bisa
menjamin bahwa tanpa keikutsertaan perusahaan, program
bisa tetap dijalankan sampai selesai dengan patner tersebut.

8. Hasil Nyata (Outcome).
Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya
angka kesakitan (dalam bidang kesehatan), berkurangnya angka
kemiskinan, atau meningkatkan SDM atau parameter lain
sesuai bidang yang dipilih oleh perusahaan.

Terjadinya perubahan pola pikir positif masyarakat,
memberikan dampak ekonomi yang dinamis, dan terjadi
penguatan/pemberdayaan komunitas (community empowerment).
Lebih lanjut, konsep CSR yang sangat mendasar adalah berkaitan
pula dengan pemberdayaan masyarakat (Empowerment) sebagai
bentuk strategi dalam rangka pembangunan masyarakat. Hal itu
muncul karena adanya kegagalan yang dialami dalam proses
pembangunan yang cenderung sentralistis. Menurut Freidmann
(1992), pemberdayaan dengan focus utama pemberdayaan adalah
berkaitan dengan sumberdaya local, dengan tidak mengabaikan
unsur lain yang ada diluar kelompok masyarakat, bukan hanya
ekonomi juga politik, agar masyarakat mempunyai posisi tawar
menawar yang seimbang, baik ditingkat local nasional maupun
internasional.

Strategi pemberdayaan menurut Charles Elliot (1987) dapat

dilakukan melalui pendekatan:
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1. The Welfare Approach; pendekatan yang mengarah pada
pendekatan manusia.

2. The Development Approach; pendekatan untuk mengembangkan
proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan,
kemandirian dan keswadayaan masyarakat

3. The Empowerment Approach; pendekatan yang melihat bahwa
kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha
untuk memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi
ketidak berdayaan masyarakat.

Kemudian Freidmann (1992), melihat bahwa strategi
pembangunan mempunyai makna yang lebih luas dari hanya
sekedar pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat,
atau menyediakan mekanisme untuk mencegah terjadinya proses
pemiskinan lebih lanjut, tetapi berusaha untuk meningkatkan
pertumbuhan masyarakat yang berkeadilan social. Hal ini disebut
dengan alternative development, yang menghendaki adanya:
“inclusive democracy appropriate economic growth, gender equality
and intergenerational equity”.

Selanjutnya konsep empowerment menurut Freidmann
(1992), adalah merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik
ditingkat ideologis maupun praktis. Ditingkat ideologis konsep
tersebut merupakan hasil interaksi antara konsep top down dan
bottom-up, antara growth strategy dan people-centered strategy.
Sedangkan di tingkat praktis, interaktif akan terjadi lewat
pertarungan antar otonomi.

Menurut Narayan,D (2002), lebih jauh ditegaskan bahwa :
"Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor
people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold
accountable institution that affect their lives” (Pemberdayaan adalah
pengembangan modal dan kemampuan masyarakat yang miskin
untuk dapat berpartisipasi, melakukan negosiasi untuk dapat
memberikan pengaruh, kontrol dan tanggung jawab Lembaga yang

mempunyai dampak terhadap kehidupan mereka). Permasalahan
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utamanya adalah berkaitan dengan strategi pemberdayaan yang
akan dilakukan terhadap level individu dan masyarakat, untuk
skala besar dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan. Undang-
Undang, peraturan, norma, organisasi, dan nilai-nilai mempunyai
pengaruh penting untuk semua level , apakah hal itu dapat
dilakukan dengan baik. Hubungan antara pemberdayaan
masyarakat dengan efektivitas pengembangan dalam terminalogi
tatakelola pemerintahan adalah juga membela kepentingan
masyarakat kecil. Hal itu merupakan tantangan moral di negara
berkembang, dengan upaya bagaimana mereduksi ketidak
mampuan masyarakat dan pengembangkan partisipasi masyarakat.
Menurut Ife (1995), perinsip-prinsip dalam pengembangan
masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Integrated Development
Kegiatan pengembangan masyarakat haruslah merupakan
sebuah pembangunan yang terintegrasi, yang mencakup
berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu social, ekonomi,
politik, budaya lingkungan dan spiritual. Dengan kata lain,
ketika kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada
satu aspek maka kegiatan itu harus memperhatikan dan
memperhitungkan keterkaitannya dengan aspek lainnya.
2. Human Right
Kegiatan pengembangan harus dapat jaminan adanya
pemenuhan hak bagi manusia untuk hidup secara layak dan
baik.
3. Sustainability
Kegiatan pengembangan masyarakat harus memperhatikan
keberlangsungan lingkungan sehingga penggunaan bahan-
bahan yang non renewable harus diminimalisir. Hasil kegiatan
pengembangan masyarakat tidak menimbulkan dampak buruk
bagi lingkungan hidup manusia. Sustainability mengandung

pengertian bahwa kegiatan pengembangan tidak hanya
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kepentingan sesaat, namun harus memperhatikan sifat
keberlanjutan dari kegiatan yang direncanakan.

Empowerment

Perberdayaan  merupakan tujuan dari pengembangan
masyarakat yang mengandung arti menyediakan sumber-
sumber kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kapada
warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar
dapat menentukan masa depannya dan dapat berpartisispasi
dalam  kehidupan masyarakat. Termasuk didalamnya
menghilangkan berbagai hambatan yang akan menghalangi
perkembangan  masyarakat. Hal ini  berarti  bahwa
pengembangan masyarakat menjadi proses Dbelajar bagi
masyarakat untuk meningkatkan dirinya, sehingga kegiatan
pengembangan masyarakat dapat berkelanjutan.

Self reliance

Kegiatan pengembangan masyarakat sedapat mungkin
memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki oleh masyarakat
dari pada menggantungkan kepada dukungan luar. Adapun
sumber yang berasal dari luar haruslah hanya sebagai
pendukung saja.

Organic Development

Kegiatan pengembangan merupakan proses yang kompleks dan
dinamis. Selain itu masyarakat sendiri mempunyai sifat yang
organis. Oleh karena itu, wuntuk bisa berkembang
membutuhkan lingkungan dan kondisi yang sesuai dengan
keadaan masyarakat yang wunik. Untuk itu percepatan
perkembangan masyarakat hanya bisa ditentukan oleh
masyarakat sendiri, dalam pengertian ditentukan oleh kondisi
dan situasi pada masyarakat tersebut.

The Integrity of Process

Pengembangan masyarakat tidak hanya mementingkan hasil,
namun juga prosesnya itu sendiri. Proses di dalam

pengembangan masyarakat akan melibatkan berbagai pihak,
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berbagai teknik, berbagai strategi yang kesemuanya harus
terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk belajar.
8. Cooperation
Pengembangan masyarakat lebih membutuhkan struktur yang
kooperatif, mengingat proses pengembangan masysrakat
dilakukan dalam kondisi harmonis dan tanpa kekerasan.
Kerjasama akan dapat lebih menguntungkan karena dalam
prosesnya terjadi saling melengkapi dan saling belajar.
9. Participation
Pengembangan masyarakat sedapat mungkin memaksimalkan
partisipasi masyarakat dengan tujuan agar setiap orang dapat
terlibat secara aktif dalam aktivitas dan proses masyarakat.
Partisipasi juga harus didasarkan kapada kesanggupan masing-
masing. Artinya bahwa setiap orang akan berpartisipasi dengan
cara yang berbada-beda dengan demikian perlu diperhatikan
adanya upaya-upaya yang dapat menjamin partisipasi dari
berbagai kelompok masyarakat. Namun demikian partisipasi
juga bukanlah kenyataan yang dapat terjadi begitu saja. Tetapi
perlu persyaratan yaitu adanya kebebasan berpartisipasi,
adanya kemampuan nyata untuk berpartisipasi dan kehendak
untuk berpartisipasi.
Menurut Anwas (2019), lebih lanjut menyebutkan bahwa
CSR  perusahaan hendaknya  dilakukan dalam  bentuk
pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang perlu diberdayakan,
ditumbuhkan kesadarannya untuk mau dan mampu membangun
dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya kea rah yang lebih baik.
CSR harus menggali potensi yang ada di masyarakat dan
dikembangkan. Potensitersebut dapat dilihat dari sumberdaya
manusianya, potensi sumber daya alamnya, potensi budayanya dan
potensi social kemasyarakatannya. Kegiatan ini harus mampu
memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di

daerah.
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Pengembangan /pemberdayaan masyarakat sebagai
implementasi CSR, menurut Deptan, 2002, dalam Mardikanto dan
Soebianto (2019), merupakan implikasi strategi pembangunan yang
berbasis pada masyarakat (people centered development).
Sedangkan tujuan pemberdayaan diarahkan pada perbaikan
kehidupan masyarakat yang antara lain adalah :

1). Perbaikan kelembagaan pertanian, demi terjalinnya kerjasama
dan kemitraan antar stake holders.

2). Perbaikan kehidupan masyarakat, tercermin dari perbaikan
pendapatan, stabilitas keamanan dan politk yang sangat
diperlukan bagi terlaksananya pembangunan

3) Perbaikan usaha dan lingkungan hidup, demi kelangsungan
usaha. Pengalaman menunjukkan, misalnya dibidang pertanian
penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan juga berpengaruh
negatif terhadap produktivitas dan pendapatan serta
menyebabkan masalah lingkungan hidup dan mengancam
keberlanjutannya

2.1.7. Authority Concept

a. Pengertian

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu
adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo
dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya
berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang
memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled)>!

Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa
kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar
Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga
Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan
berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi
kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah

kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk

51 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008, hlm. 35
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mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan
dan tujuan dari orang atau Negara52

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan
penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai
himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-
jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan
kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban53
Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek
politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek
hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari
konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi
(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan
kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai
pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis
berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian
yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan
merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang,
sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan,
artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan
oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan
sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
b. Sumber Kewenangan

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan
kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi)
pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang
independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari
kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan
kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan
sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan

52 Tbid
53 4Rusadi Kantaprawira, 1998, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas
Islam Indonesia, Jogjakarta, hlm 39
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atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ
lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan)
dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan
pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi
pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ
lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil
suatu tindakan atas namanya.

c. Sifat Kewenangan.

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam,
yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang
bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan
pembuatan dan penerbitan keputusankeputusan (besluiten) dan
ketetapan-ketetapan (beschikingen) oleh organ pemerintahan
sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.
d. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi
pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang
dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan
kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara
hukumdan sistem kontinental5* Philipus M Hadjon mengemukakan
bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus,
delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui
pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar,
kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang
berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau
materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat
menimbulkan cacat kewenangan

Konsep kewenangan dalam konteks CSR adalah terkait
dengan tanggungjawab sosial yang sebenarnya telah diatur

berdasarkan undang-undang. Menurut Crowther David (2008),

54 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah,
Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar
Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65
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prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dapat diuraikan menjadi tiga

hal sebagai berikut:

1.

Sustainability. yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan
dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga
memberikan arahan bagaimana pengunaan sumber daya
sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian,
sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya
bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap
memperhatikan generasi masa datang. Sustainability therefore
implies that society must use no more than can be regeneraged.
This can be defined in term of the carrying capacity of the
ecosystem (Hawken, 1993).

Accountability. Merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
Akuntabilitas  dibutuhkan  ketika  aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep
ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan
terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008).
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan
membangun image dan network terhadap para pemangku
kepentingan. Nor Hadi (2009), menunjukkan bahwa tingkat
keleluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki
konsekuensi social maupun ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan
tanggung jawab perusahaan menentukan legitimasi stakeholder
eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan.
Transparency. Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal.
Tranparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas
perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Crowther
David (2008) menyatakan: Transparency, as a principle, means
that the external impact of the actions of the organization can be

ascertained from that organisation’s reporting and pertinent facts
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are not disguised within that reporting...... the effect of the action
of the organization, including external impacts, should be
apparent to all from using the information provided by the
organisation’s reporting mechanism. Tranparansi merupakan
satu hal yang amat prinsip dan penting bagi pihak eksternal,
berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalah
pahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban
berbagai dampak dari lingkungan.

Selain berkaitan dengan sustainability, accountability dan

transparency yang mengandung makna kewenangan, keberadan

perusahaan juga mimiliki nilai penting bagi pertumbuhan ekonomi

di daerah, dimana perusahaan tersebut beroperasi. Radyati (2008)

juga menyebutkan terdapat enam kegiatan bisnis perusahaan yang

juga dapat menciptakan dampak ekonomi paling besar adalah:

1.

Facilities sitting and Management

Lokasi kegiatan yang dapat memberi dampak ekonomi melalui
penciptaan pendapatan dengan tersedianya lapangan kerja,
pajak pendapatan, retribusi. Selain itu, dengan adanya
perusahaan juga dapat menarik investor lain untuk berinvestasi
di lokasi yang sama.

Employment

Terbukanya lapangan kerja yang dapat diciptakan perusahaan.
Sedangkan yang tidak langsung dapat berupa pembelian bahan
baku kepada pemasok lokal dan lainnya.

Product and service development, use and delivery

Melalui kebijakan penetapan harga dan penjulan, perusahaan
dapat mengelola permintaan atas produk dan jasa yang dijual.
Saluran distribusi yang dipergunakan dapat menciptakan
dampak ekonomi.

Sourcing and Procurement

Kegiatan prolehan dan pembelian sumberdaya melalui pemasok
dapat memberikan manfaat ekonomi secara tidak langsung

kepada masyarakat.
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5. Financial Investment and Fiscal Contribution
Investasi keuangan dapat dalam bentuk modal yang
ditanamkan untuk pengembangan komunitas dan organisasi
venture capital atau membantu pembentukan koperasi.
Kemudian ada kontribusi fiscal pajak, subsidi yang dibayarkan
kepada pemerintah yang dapat memberikan sumbangan
pengembangan ekonomi.
6. Philanthropy and Community Investment
Kegiatan bagi kepentingan masyarakat oleh perusahaan dapat
menimbulkan dampak ekonomi masyarakat secara luas.
MIsalnya, inisiatif community involvement (pelibatan masyarakat)
atau kegiatan pengembangan masyarakat yang mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan
lapangan kerja
2.1.8. Pentingnya Peranan Pemangku kepentingan
(Stakeholder) Perusahaan di Kota Bontang Sebagai
Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial
Dikenalkan oleh R. Edward Freeman dan Thomas Donaldson.
pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai komunitas atau
perorangan yang terstruktur yang dapat mempengaruhi atau
dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam teori ini
perusahaan, melakukan kegiatan berusaha bukan hanya
mementingkan profit semata tapi juga perusahaan harus
memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan bahkan
mendominasi. Keberadaan dan keberlangsungan perusahaan
sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh pemgamgku
kepentingan.>> Agar supaya dapat berlangsung dengan baik

perusahaan harus memperhatikan keadaaan alam/ lingkungan

55 Premis dasar dari teori ini bahwa semakin kuat hubungan korporasi dengan
pemangku kepentingan di Kota Bontang maka, bisnis berjalan dengan mudah.
Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi dengan pemangku kepentingan, maka
akan semakin sulit perusahaan itu maju.
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sekitar dan juga dampaknya terhadap masyarakat yang ada di
sekitar wilayah kerja perusahaan.>%®

Teori ini digunakan dengan ketat dalam suatu organisasi arah
terpusat (centered-way  organization). Diungkapkan bahwa
lingkungan sosial perusahaan merupakan sarana sukses bagi
perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan
stakeholdernya. Berdasarkan asumsi stakeholder theory, maka
perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial.
Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta
mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan
keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian
tujuanperusahaan, yaitu  stabilitas usaha dan jaminan
kelangsungan usaha.>”

Dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi dan hukum
saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada
tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan
kegiatan ekonorni untuk menciptakan profit demi kelangsungan
usahanya, Suatu problematika dalam melakukan kegiatan usaha,
perusahaan juga memiliki kewajiban kepada Shareholders
(pemegang saham), namun juga memenuhi harapan para
pemangku kepentingan, yakni karyawan, mitra kerja, otoritas,
dan masyarakat sekitar yang bertanggung jawab terhadap aspek
sosial dan lingkungannya, karena dalarn kegiatannya aktivitas
ekonomi berkembang sangat tidak seimbang®® Untuk
memulihkan keadaan tersebut maka, CSR sepatutnya dikerjakan
dengan sepenuh hati sebagai bentuk tanggungjawab Pemangku

kepentingan.>®

56 Misahardi Wilamarta, 2002, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam
Rangka Good Corporate Governance, Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 260.

57 Budi Untung, CSR Dalam Dunia Bisnis, (ANDI: Yogyakarta, 2014) hlm 39

58 J. Thomas Lindblad, et.al, 2002, Fondasi Historis Ekonomi Indonesia,
diterjemahkan oleh S. Nawianto, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm 26

59 Sukandarrumidi, 2012, Corporate Social Responsibilty (CSR) Usaha Meredam
Unjukrasa Akibat Gangguan Lingkungan, Bajawa Press, Yogyakarta, him 61
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2.1.9. Legistimasi Perusahaan Sebagai Harapan Besar
Mewujudkan Kepastian Tanggung Jawab antara Otoritas,
Perusahaan dan Masyarakat

Organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk
menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang
berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu
perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika
manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan
komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat
“kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan tersebut beroperasi.

Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan
sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana
seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial
ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini
menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan
dimana mereka beroperasi.®® Pencitraan suatu perusahaan sangat
menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan mempengaruhi
hubungan dengan Pemangku kepentingan. Dengan mengacu pada
teori legitimasi, apabila perusahaan dapat memberikan nilai-nilai
yang bermanfaat bagi stakeholders, maka perusahaan akan
memperoleh pencitraan baik dan dapat mempertahankan
legitimasinya atau izin beroperasinya.

Hal ini akan membantu perusahaan untuk bertahan dan
sukses dalam menjalankan bisnisnya.®? Definisi tersebut
mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan
perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat,
pemerintah, individu, dan kelompk masyarakat. Untuk itu, sebagai

suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada

60 Ang Swat Lin Lidawati dan Marsella Eka Puspita, Corporate Social

Responsibility: Implikasi Stakeholders dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja
Perusahaan, Jurnal Akuntasi Multi Paradigma, Volume 6, Nomor 1, April 2015, Hlm.163

61 Nurna Aziza, Anteseden Pengungkapan Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap

Image Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia),
Jurnal Fairness, Volume 4 Nomor 1, Maret Tahun 2014, hlm 6

Page | 56



masyarakat maka dalam menjalankan kegiatan usahanya
perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Suatu
organisasi mungkin akan menerapkan 4 (empat) strategi legitimasi
ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi contohnya
kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan serius atau
skandal keuangan organisasi yaitu :
a) Mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi
untuk meningkatkan kinerja.
b) Mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu
kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
c) Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah menjadi
perhatian.
d) Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerja.
e) Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan
penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan.
Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan
bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi. Sebagai
misal, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial
perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku
organisasi dibandingkan dengan elemen negatif.
2.1.10.Kontrak Sosial sebagai Perwujudan dan Kepastian dalam
Tanggung Jawab Oleh  Otoritas, Perusahaan Kepada
Masyarakat dan Lingkungan
Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan
sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan
merupakan kelompok orang memiliki kesamaan tujuan dan
berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari
masyarakat dalam lingkungan lebih besar. Keberadaannya sangat
ditentukan oleh masyarakat, dimana antara kedua saling
pengaruhmempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan
(equality), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik

secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan
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saling melindungi kepentingan masing-masing. Kontrak sosial
dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan
hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat. Di sini,
perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat
untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan
dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan
mematuhi aturan dan norma-norma berlaku di masyarakat,
sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang sah. Dalam
perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial
menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk
masyarakat dibentuk berdasarkan kesepakatan saling
menguntungkan anggota®2. Hal ini sejalan dengan konsep
Legitimacy Theory bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala
terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak
menganggu atau sesuai (congruence) dengan eksitensi sistem nilai
dalam masyarakat dan lingkungan. Konsep kontrak sosial (social
contract) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan
kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada:

a) Hasil akhir (output) secara sosial dapat diberikan kepada

masyarakat luas.
b) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada
kelompok sesuai dengan kekuatan dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat,
serta tidak adanya power institusi bersifat permanen, maka
perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus
melebarkan tanggungjawab tidak hanya sekedar tanggung jawab
ekonomi lebih diarahkan kepada stakeholder (pemilik perusahaan),
namun perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak
melanggar dan bertanggungjawab kepada Pemerintah dicerminkan
dalam peraturan dan perundang-undangan Dberlaku (legal

responsibility). Di samping itu, perusahaan juga tidak dapat

62 Nor Hadi, 2011, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011,
hlm. 95
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mengesampingkan tanggung  jawab kepada masyarakat,
dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai
persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (social responsibility).63
2.1.11.Konsep Tanggung Jawab yang menjadi Dasar Pengikat

Perusahaan dan Otoritas Setempat

Menurut Kamus hukum tanggung jawab adalah kewajiban
menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung
jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya® Menurut
hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi
kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan
etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.®®> Selanjutnya
menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai
dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi
seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang
melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member
pertanggungjawabannya®®

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi
menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian
dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability
without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan
yang dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung
jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liability)°” Prinsip
dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti
bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan
kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip

tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak

63 Tbid hlm 96

64 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

65Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
hlm 23

66 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi
Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

67 Ibid hlm 49
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diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung

jawab sebagai risiko usaha nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam
perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa
teori®8, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat
harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga
merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang
dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan
pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan
moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum
tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan
pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja,
artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab
atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

2.1.12.Konsep Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan yang Menjadi Model Komitmen Perusahaan
dengan Masyarakat dan Lingkungan

Konsep dari CSR mengandung arti bahwa organisasi bukan
lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri
(selfish). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat
mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib
melakukan adaptasi cultural dengan lingkungan sosialnya.konsep
ini menyediakan jalan bagi setiap perusahaan untuk melibatkan
dirinya dengan dimensi sosial dan memberikan perhatian terhadap

dampak-dampak sosial yang ada®?

68 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
2010, hlm. 503

69 Ujang Rusdianto, CSR Communications: A Framework for PR Practitioners
(Yogyakarta: Graha

IImu, 2013), hlm. 7.
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CSR lebih lanjut dimaknai sebagai komitmen perusahaan
atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis,
beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan
ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari
karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas
komuniitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Konsep CSR
merupakan konsep yang sulit diartikan. Disadari masih terdapat
perbedaan perspektif dalam memandang CSR dan mengakibatkan
munculnya berbagai rumusan CSR dan berbagai elemen atau
program yang terkandung di dalam aktivitas CSR. Lebih luasnya
cakupan yang terkandung dalam terminologi CSR ini dapat dilihat
dari beberapa pihak yang kemudian mendefinisikan CSR tersebut.
Dalam ISO 26000, CSR didefinisikan sebagai: “Tanggung jawab
suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya
terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang
transparan dan etis, yang: konsisten dengan pembangunan
berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan
kepentingan dari para stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan
konsisten dengan norma-norma internasional; terintegrasi di
seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik
kegiatan, produk maupun jasa’?

Sementara itu lembaga The World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), mendefinisikan CSR sebagai :
“Corporate social responsibility is the continuing commitment by
business to behave ethical and contribute to economic development
while improving the quality of life of the workforce and their families
as well as of local community and society at large””! (Tanggung
jawab sosial perusahaan adalah komitmen yang berkelanjutan oleh
pelaku bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap

pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup tenaga

70 ISO 26000, Working Draft 4.1, ISO/TMB/WGSRIDTF, 2007, NO5S0

71 WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) dalam CSR
Communications: A Framework for PR Practitioners (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),
hlm. 7
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kerja serta keluarga mereka dan masyarakat lokal serta masyarakat
pada umumnya)

Berangkat dari pemikiran Milton Friedman dalam kritiknya
lewat The New York Time Magazine yang berjudul “The Social
Responsibility of Business is to Increase its Profits”. Dalam artikel
tersebut Friedman menyatakan bahwa :“there is one and only one
social responsibility of business- to use its resources and engage in
activities designed to increase its profits so long as it stays within the
rules of the game, which is to say, engages in open and free
competition without deception or fraud” “satu-satunya tanggung
jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaanyaitu menggunakan
segala sumber daya yang ada dan terlibat dalam kegiatan yang
dirancang dalam rangka meningkatkan keuntungan sebesar-
besarnya bagi perusahaan, selama tetap dalam aturan main yang
sesuai, yakni dalam persaingan yang terbuka dan bebas tanpa
penipuan atau kecurangan” Friedman menyatakan bahwa satu-
satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan
keuntungan bagi perusahaan. 72

Tanggung jawab itu diletakan pada tangan manajer yang
sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam masyarakat,
hukum maupun kebiasaan etis. Manajer tidak memiliki tujuan lain
dan tidak terikat dengan tujuan-tujuan sosial selain dari tugasnya
tersebut. Apabila manajer melaksanakan program CSR atas nama
perusahaan, berarti manajer telah memungut pajak dari pemilik
perusahaan, sedangkan memungut dan menggunakan uang pajak
bukanlah tugas manajer perusahaan melainkan tugas pemerintah.
Dengan demikian apabila manajer tetap melaksanakan program
CSR, berarti manajer dapat dianggap telah menyalahgunakan
posisinya. 73 Pandangan ini beranggapan bahwa doktrin CSR telah

merusak sistem ekonomi pasar bebas dan akan mengakibatkan

72 Milton Friedman, The Social Responsibility of Businessman is to Increas its
Profits, The New York Times Magazine, 13 September 1970 hlm 38

73 Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip,
Pengaturan, dan Implementasi, Malang: Setara Press, 2008, hlm 67

Page | 62



sistem ekonomi terjerumus kearah ekonomi berencana seperti di
negara negara sosialis dan komunis.
2.2. Empiris
2.2.1 Gambaran Umum
2.2.1.1. Kondisi Kota Bontang
2.2.1.1.1. Letak Geografis Kota Bontang

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai
dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47
tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-
sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai
Kertanegara.

Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 159,0303 km? tersebut
terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km? (70,30%) dan wilayah
darat seluas 147,80 km?2 (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota
Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan
Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan
Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan
Bontang Selatan seluas 109,24 kmZ2, Kecamatan Bontang Utara
seluas 31,85 km2, dan Bontang Barat seluas 17,93 km?2. Kelurahan
yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 87,20 km?2.

Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38'
Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara. Wilayah
Kota Bontang disebelah Utara dan Barat berbatasan dengan
Kabupaten Kutai Timur sebelah Timur dengan Selat Makassar dan
sebelah Selatan dengan Kabupaten Kutai kartanegara.

Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di
pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat
Makasar yang dengan panjang pantai + 24,4 km. Wilayah tersebut
merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan
Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya

interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam

Page | 63



skala nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini
menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya:
3 (tiga) terminal khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu)
pelabuhan pendaratan ikan.74

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah
berupaya membangunan pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses
keluar masuk Kota Bontang. Dengan ketersediaan tersebut Kota
Bontang akan menjadi jalur transportasi penumpang dan barang
bagi Kaltim untuk wilayah tengah.

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan
keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya.
Untuk menarik investor agar berinvestasi di Kota Bontang maka
pemerintah menyiapkan kawasan industri baru serta membangun
bandara umum.

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap
karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu
karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga
memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata mangrove selain
perikanan. Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat
dikembangkan untuk lokasi diving dan snorkling. Hutan mangrove
memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT tiap
Kelurahan di Kota Bontang

Bontang Selatan 109,2422

1. |Berbas Pantai 0,5918 24
2. |Berbas Tengah 0,8835 62
3. |Tanjung Laut Indah 3,0592 33
4. |Satimpo 16,1215 25
5. |Tanjung Laut 1,3774 38
6. |Bontang Lestari 87,2088 19
Bontang Utara 31,8542 205
1. |Api Api 2,1530 42
2. |Bontang Baru 2,2163 28
3. |Bontang Kuala 7,8948 20
4. |Guntung 11,1869 18
5. |Gunung Elai 5,0164 45
6. |Loktuan 3,3868 52

74 Badan Pusat Statistik diakses pada 24 Agustus 2020
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Bontang Barat 17,9339 93

1. |Belimbing 9,6141 51

2. |Kanaan 6,0167 12

3. |Telihan 2,3031 30
Jumlah 159,03

Sumber: Kecamatan-Kecamatan, BPS Dalam Angka 2018

2.2.1.1.2.Topografis Kota Bontang

Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi 'oleh
permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan
ketinggian antara 0 — 106 m di atas permukaan laut. Mayoritas
wilayah (48%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar,
sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai, dan
bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.
Tabel 2.3. Sebaran Luas Kota Bontang Berdasarkan Ketinggian

No Kecamatan Kelurahan Luas berdasarkan Kelas Jumlah
Ketinggian (Ha)
0-15 15-25 | 25-100 | 100-
M m m 500
m
1 Bontang
Utara Loktuan 86 166 178 - 430
Belimbing 1.025 428 552 - 2.005
Bontang Baru 303 487 100 - 890
Bontang Kuala | 579 6 - - 585
Jumlah 1.993 1.087 830 - 3.910
Satimpo 486 782 8 - 2.122
Tanjung Laut 573 127 - - 700
2 | Bontang | Berbas Tengah | 26 208 - - 234
Selatan Berbas Pantai 102 3 - 20 105
Bontang
Lestari 2.235 1.415 4.893 20 | 7.709
Jumlah 3.442 | 2.535 4.901 10.870
Bontang | Jumlah 5.415 | 3.622 | 5.723 20 |14.780

Sumber : BPS Kota Bontang , 2018
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Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Bontang
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Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kota Bontang
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Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub
bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat
Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan
sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai
Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri
dari enam formasi batuan, yaitu:

» Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung
dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.

» Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa
dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan
mudah hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah
Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai aquifer
berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan
pasir lempung.

» Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir
kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal,
batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan
formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-
selatan.

» Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa,
batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.

» Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan
Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan
lempung lanauan dan sedikit napal.

» Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih
dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.

Struktur geologi daerah Bontang adalah struktur perlipatan
antiklin dan sinklin serta sesar dan kekar. Struktur batuan tersebut
terjadi pada umur Tersier awal sampai Tersier akhir, yang terlihat
oleh bentuk bentang alamnya pada beberapa lokasi, tapi di tempat
lain hanya dapat diketahui dari pola sebaran batuan atau dari hasil

penafsiran pengukuran bidang perlapisannya.
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Sebagian struktur lipatan berarah baratdaya-timurlaut. Antiklin
Api-api pada Formasi Pulau Balang melandai kearah barat dan
timur, dengan kemiringan lapisan berkisar dari 5-200, mendekati
puncak antiklin kemiringan lapisan mencapai 500. Struktur sesar
berupa patahan naik dan sesar geser jurus. Sesar naik terdapat di
bagian barat berarah barat daya -timur laut melewati Gunung
Lobang batik. Sesar naik ini diduga merupakan kelanjutan proses
dari pembentukan antiklin. Pada peta geologi (GTL Bandung, 1990),
maka pelurusan sesar naik masih diduga sebagai kelurusan sumbu
antiklin.

Adapun Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning,
aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning
(top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk
pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan
pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan
pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air
tanah tetap terjaga.

Gambar 2.4. Peta Geologi Kota Bontang
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2.2.1.1.3. Penggunaan Lahan
Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar

sebesar 6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan
sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha
(7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19%), pekarangan seluas 972,87
ha (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas, 1.355,56 ha (9,170%)
dan fasilitas umum seluas 562,43 ha (3,13%). Jenis penggunaan
lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.4. Penggunaan Tanah di Kota Bontang Tahun 2018

. Luas

No Jenis Penggunaan Lahan (Ha) %
1 | Akomodasi dan Rekreasi 6,362274 0,039
2 | Danau/Situ/Waduk 33,358284 0,209
3 | Hutan 5031,424112 31,531
4 | Industri Non Pertanian 654,25035 4,100
5 | Jalur Hijau 209,382323 1,312
6 | Jasa Kesehatan 13,287204 0,083
7 | Jasa Pelayanan Umum 85,6024 0,536
8 | Jasa Pemerintahan 89,184852 0,558
9 | Jasa Pendidikan 38,057412 0,238
10 | Jasa Peribadatan 13,810398 0,086
11 | Lembaga Usaha 10,586322 0,066
12 | Makam 5,165476 0,032
13 | Mangrove 2640,872567 16,549
14 | Pasar 2,562649 0,016
15 | Perdagangan Umum 19,20737 0,120
16 | Pergudangan 3,523926 0,022
17 | Perikanan 387,385324 2,427
18 | Pertanian Tanah Basah 17,864009 0,111
19 | Pertanian Tanah Kering 1220,904831 7,651
20 | Perumahan Teratur 646,132635 4,049
21 | Perumahan Tidak Teratur 1114,305013 6,983
22 | Prasarana Transport 55,865816 0,350
23 | Semak 3501,315426 21,942
24 | Sungai 3,359954 0,021
25 | Tanah Kosong 141,543666 0,887
26 | TPA 11,642346 0,072
Jumlah 15956,95694 100

Sumber : Bapelitbang Kota Bontang, 2019

Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup
kompleks. Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas

masyarakat maupun swasta yang menjadikan potensi pengembangan
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wilayah lautnya sangat sempit. Penggunaan ruang laut yang terbesar
adalah untuk alur pelayaran, sebagaimana pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang

No Penggunaan Luas (Ha) %
A | Flat

- Gosong karang 940 2,69

- Pasir 158 0,45

- Pasir lumpur 100 0,29
B | Terumbu karang 2.799 8,00
C | Alur pelayaran

- PT. Badak NGL 1.311 3,75

- PT.PKT 3.464 9,90
D | Area efektif untuk kegiatan perikanan 9.384 26,83

‘ Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung

E | laut, & 16.821,0 | 48,092

Luas Total Wilayah Laut 34.977,00 | 100,00

Sumber : RTRW Kota Bontang, 2012-2032

Kota Bontang merupakan kota pesisir yang terlihat dari luasan
wilayah lautnya yang dominan sekitar 70,30%. Namun demikian
dengan melihat karakteristik fisik laut dan banyaknya kegiatan yang
sudah ada di wilayah tersebut menjadikan potensi pengembangan
wilayah laut sangat sempit. Potensi untuk kegiatan perikanan sekitar
9.384 ha atau sekitar 26,83% dari luas wilayah laut Kota Bontang,
sedangkan pengunaan lahan terbesar di wilayah laut Kota Bontang
adalah untuk alur pelayaran, baik alur pelayaran swasta, rakyat
maupun alur pelayaran nasional.
2.2.1.2. Kependudukan
e Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, bahwa Jumlah penduduk Kota Bontang
pada tahun 2015 sebesar 163.326 jiwa dengan laju pertumbuhan
2,32%. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2015
terdapat di Kecamatan Bontang Utara sebesar 2.700 jiwa per km?2
disusul Kecamatan Bontang Barat sebesar 1.625 jiwa per km? dan
Kecamatan Bontang Selatan sebesar 619 jiwa per km?.

Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2015 terdiri atas laki-
laki 85.522 jiwa dan perempuan 77.804 jiwa. Selama lima tahun
terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih

banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Sex Rasio atau
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Rasio jenis kelamin pada tahun 2015 adalah 110 atau dengan kata
lain setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 110 orang
penduduk laki-laki di Kota Bontang. Jumlah penduduk pada tahun
2010-2018 dapat disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2018

Tahun Laki-laki Perempuan JumlahPert:‘:;]l;luhan Sex(‘z?sm
2010 75.422 68.261 143.683 4,61 110
2011 77.714 70.697 148.411 3,29 110
2012 79.723 72.366 152.089 2,48 111
2013 81.718 74.062 155.780 2,43 110
2014 83.641 75.974 159.614 2,46 110
2015 85.522 77.804 163.326 2,33 110
2016 87.297 79.571 163.326 2,30 109
2017 89 280 81 331 170 611 2,33 110
2018 91.021 83.185 174.206 2,36 109

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2019

Pertumbuhan penduduk Kota Bontang didominasi oleh
penduduk wusia produktif. Hal ini sebagai gambaran bahwa
pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan penduduk
alami tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis kelamin tergambar bahwa
pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan
petumbuhan penduduk perempuan. Ini menjadi petunjuk bahwa
banyaknya pendatang yang datang untuk mengadu nasib di Kota
Bontang sebagian besar pendatang adalah penduduk laki-laki.

Gambar 2.5. Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-

2018
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e Struktur Umur
Selanjutnya, gambaran perkembangan penduduk berdasarkan

kelompok umur dapat disampaikan pada Tabel 2.7. berikut.
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Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur dan Rasio
Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun

2010-2018

Tahun Umur /Tahun Jumlah RBK

2010 45.942 95.806 1.591 143.683 49,61
2011 50.198 97.514 1.518 149.230 53,03
2012 49.319 102.819 1.926 154.064 49,59
2013 51.141 110.432 2.078 163.651 48,20
2014 52.345 113.015 2.136 167.494 48,21
2015 49.805 111.282 2.239 163.326 47,00
2016 49.640 114.784 2.442 166.868 45,37
2017 50.169 117.795 2.647 170.611 44,84
2018 50.650 120.681 2.875 174.206 44,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota
Bontang tahun 2010-2018 rata-rata didominasi oleh migrasi
penduduk usia produktif. Pertumbuhan tersebut diduga terkait
dengan kondisi Kota Bontang yang merupakan daerah industri yang
cenderung menjadi tujuan bagi penduduk usia produktif untuk
mendapatkan pekerjaan.

Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke Kota
Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen baik dari segi
suku maupun agama. Menurut agama yang dianut, penduduk Kota
Bontang mayoritas beragama Islam yang jumlahnya mencapai
88,96%. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Kristen
sebanyak 8,95%, Katholik sebanyak 1,82 %, Hindu sebanyak 0,20 %
dan Budha 0,07 %. Perbedaan suku dan agama tersebut
menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan
daerah.

e Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja berfluktuasi dalam 5 tahun
terakhir menunjukkan peningkatan, khususnya pada tahun 2015
dengan rasio meningkat lebih 100 persen dibandingkan dengan
tahun 2014. Hal ini tentu mencerminkan perkembangan

perekonomian dan investasi di Kota Bontang. Meningkatnya jumlah
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penduduk yang bekerja ini mengindikasikan bahwa adanya
peningkatan lapangan pekerjaan baru yang menyerap angkatan
kerja. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja

selama 8 tahun (2011-2018) seperti tercantum dalam tabel 2.8

berikut:
Tabel 2.8 Rasio Penduduk Bekerja Kota Bontang Tahun 2011-
2018
No | Uraian Tahun
2011 [2012 [2013 [2014 (2015 [2016 [2017 [2018
L. | Penduduk g, 3,6 66 399/63.899 (68.526 69.371 69.059|68.190(73.039
yang Bekerja
2 Qrelélgatan 70.264 [77.557(71.838 |75.621(78.895 [78.595(77.882 80.807
3. | Rasio 85,84 (85,61 88,95 (90,62 [87,93 [87,86 87,55 (90,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 2.6 Grafik Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2011-2018
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Ditinjau dari pola distribusi tenaga kerja menurut lapangan
usaha di Kota Bontang, pada tahun 2015 untuk tiga sektor tertinggi
adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar
17,47 persen, jasa-jasa sebesar 17,12 persen dan industri

pengolahan 9,97 persen. Distribusi tenaga kerja menurut lapangan

kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Penduduk Berumur >15 Tahun Bekerja Menurut
Lapangan Usaha (orang), Tahun 2011 - 2015

Pertanian
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2. | Pertambangan dan
penggalian
6.203 5.301 S5.707 5.589 4.710
3. | Industri Pengolahan 6.558 6.718 2.197 5.485 9.997
4. | Listrik, gas dan air 1.234 173 290 190 460
5. | Bangunan 5.730 5.038 7.318 6.192 8.624
6. | Perdagangan
besar,eceran, rumah
makan dan hotel
14.326 | 17.964 | 19.035 | 23.468 17.474
7. | Angkutan,
penggudangan dan
komunikasi
2.873 2.695 2.931 2.043 3.726
8. | Keuangan, asuransi,
usaha sewa bangunan
,tanah &jasa Perusahaan
2.620 6.855 2.197 4.529 4.496
9. | Jasa Kemasyarakatan 15.272 10.490 | 15.370 13.221 17.126
10. | Lainnya 4.583 4.398 - - -
Jumlah 63.982 | 65.480 | 64.417 | 68.526 | 69.371

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2016

2.2.2.1.5. Ekonomi Wilayah

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi
yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah
dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Nilai tambah yang disumbangkan oleh sektor industri pengolahan
tidak terlepas dari aktifitas dua perusahaan yaitu PT. Badak LNG
sebagai industri pengolah gas alam cair berpengaruh terhadap
pembentukan PDRB migas dan PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai
produsen pupuk berpengaruh terhadap PDRB tanpa Migas.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan

menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar
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harga konstan (ADHK). Angka sementara nilai PDRB dengan migas
atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 tercatat sebesar 59,85
trilyun rupiah. Sedangkan PDRB dengan migas atas dasar harga
konstan sebesar 40,24 trilyun rupiah. Berdasarkan komposisi nilai
PDRB dengan migas baik atas dasar harga berlaku maupun atas
dasar harga konstan diketahui bahwa sektor industri pengolahan
merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota
Bontang.

PDRB secara sektoral, PDRB tanpa Migas juga sangat di
dominasi oleh sektor industri pengolahan dalam hal ini sub sektor
industri pengolahan pupuk, amonia dan industri kimia lainnya.

Dilihat dari sisi laju pertumbuhan, perekonomian Kota Bontang
mengalami pertumbuhan dengan tren positif khususnya untuk laju
pertumbuhan ekonomi dengan migas. Perekonomian Kota Bontang
mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode tahun 2011-
2015, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat dari -7,4 persen
pada tahun 2011 menjadi tumbuh positif 3,4 persen pada tahun
2015. Tingkat pertumbuhan tersebut merupakan yang dicapai
tertinggi selama sepuluh tahun terakhir dimana pertumbuhan
ekonomi dengan migas mengalami pertumbuhan negatif cukup
signifikan. = Sebagaimana  ditampilkan pada gambar 3.13,
pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2015 tumbuh 5,5
persen mengalami peningkatan setelah pada tahun 2014 mengalami
pelambatan dengan tingkat pertumbuhan 3,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang cenderung mengalami
peningkatan tersebut utamanya ditopang oleh adanya peningkatan
kontribusi sektor dominan dalam hal ini sektor industri pengolahan.
Berdasarkan data pembangunan Kota Bontang Tahun 2016, sektor
industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4 persen pada
tahun 2015. Tren positif pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat
terus dipertahankan agar dapat menopang sektor-sektor ekonomi
masyarakat khususnya yang bersentuhan langsung dengan sektor

mikro dan UKM.
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Tabel 2.10. Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bontang Tahun 2013-2017%)

1 | Pertanian,

Kehutanan, dan

Perikanan 366.597,49 453.171,89 514.228,13 482.379,82 563.785,32
2 | Pertambangan dan

Penggalian 1.432.541,39] 1.117.139,80 810.849,10 360.513,30 483.336,62
3 | Industri Pengolahan 45.286

48.067.921,86| 50.518.892,07 | 49.731.812,61 429,16 49.349.646,97

4 | Pengadaan Listrik

dan Gas 6 .705,76 7.599,13 12.295,44 13.607,13 16.175,77
5 | Pengadaan Air,

Pengelolaan

Sampah, Limbah dan

Daur Ulang 8.103,65 8.687,23 9.289,88 10.024,91 12.453,69
6 | Konstruksi 2.230.742,65| 2.407.377,97 | 2.528.473,04 2.590.489,35 2.886.704,45
7 | Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi

Mobil dan sepeda

motor 1.180.323,20] 1.276.902,84 | 1.365.676,59 1.413.299,15 1.468.937,81
8 | Transportasi dan

Pergudangan 552.126,60 587.972,51 618.703,02 654.813,37 701.316,55
9 | Penyediaan

Akomodasi dan

Makan 186.647,77| 203.618,12 219.928,70 223.162,47 257.512,46
10 | Informasi dan

Komunikasi 318.264,41 348.125,10 368.233,97 391.721,68 401.215,31
11 | Jasa Keuangan dan

Asuransi 358.489,96 387.396,91 403.136,96 420.690,51 400.030,94
12 | Real Estate 184.504,20 198.778,07 208.759,22 220.878,55 234.353,14
13 | Jasa Perusahaan 191.931,02 211.229,93 219.231,42 225.568,75 231.199,91
14 | Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan dan

jaminan Sosial Wajib 533.874,92 583.551,41 655.250,88 717,769,33 743.142,96
15 | Jasa Pendidikan 323.691,46 369.590,83 422.869,14 464,711,21 513.588,38
16 | Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 228.364,88 256.768,49 278.208,26 303,153,33 343.631,78
17 | Jasa lainnya 107.247,53 118.511,08 135.756,96 156,595,79 180.599,99

PDRB dengan Migas |56.278.078,73 59.055.313,39 58.502.703,3253.935.807,81 58.787.632,05

PDRB tanpa Migas

20.800.710,07

21.155.525,24

23.931.760,69

24.563.777,98

25.755.125,60

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018

Tabel 2.11. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di
Kota Bontang (persen) 2013-2017

Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2 ‘ Pertambangan dan Penggalian

3 Industri Pengolahan

4 ‘ Pengadaan Listrik dan Gas

) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang

2013 2014

0,65 0,77
2,55 ‘ 1,89
85,41 85,55
0,01 ‘ 0,01
0,01 0,01

2016x

X

2017x
X

0,88 0,89 0,96

‘ 1,39 ‘ 0,67 0,82

85,01 83,96 83,95

‘ 0,02 ‘ 0,03 ‘ 0,03
0,02 0,02

0,02
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6 Konstruksi ‘ 3,96 ‘ 4,08 ‘ 4,32 ‘ 4,80 ‘ 491

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 2,10 2,16 2,33 2,62
dan sepeda motor

2,50
8 Transportasi dan Pergudangan 0,98 1,00 1,06 1,21 1,19
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 0,33 0,34 0,38 0,41 0,44
10 | Informasi dan Komunikasi 0,57 0,59 0,63 0,73 0,68
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,64 0,66 0,69 0,78 0,68
12 | Real Estate 0,33 0,34 0,36 0,41 0,40
13 Jasa Perusahaan 035 0,36 0,37 0,39 0,39
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 0,95 0,99 1,12 1,33
jaminan Sosial Wajib
1,26
15 Jasa Pendidikan 0,58 0,63 0,72 0,86 0,87
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,41 0,43 0,48 0,56 0,58
17 Jasa lainnya 0,19 0,20 0,23 0,29 0,31
PDRB 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota

Bontnang (Juta Rupiah), 2013-2017
No Lapangan Usaha 2013 2014 2015= 2016x= 2017=x

1 Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan 294 318,78 | 353 995,35 374 762,10 352 552,01 368 363,58
2 Pertambangan dan

Penggalian 964 493,94 665 860,47 621 654,10 395 075,64 441 268,46
3 Industri Pengolahan 36 256 075,49 34 869 242,97 |36 530 201,98 |36 081 538,57 | 36 125 004,62

4 Pengadaan Listrik dan
Gas 7 645,97 9 038,30 11 852,69 12 548,78 13 685,05

) Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 7 247,75 7 480,24 7 790,20 8 215,68 9 230,91
6 Konstruksi 1950 847,19| 1991 244,34 | 2 029 310,53 | 2 000 216,95 | 2 137 033,43
7 Perdagangan Besar dan 999 537,87| 1039 278,32 | 1068 436,46 | 1 052 298,36

Eceran; Reparasi Mobil

dan sepeda motor 1 055 022,39
8 Transportasi dan

Pergudangan 496 846,30 516 466,81 529 136,77 548 752,76 569 228,45
9 Penyediaan Akomodasi 150 709,19 155 377,73 159 432,26 156 437,83 173 661,36

Page | 79


https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/
https://bontangkota.bps.go.id/

dan Makan
10 | Informasi dan
Komunikasi 312 480,85 339 822,49 358 143,65 379 586,63 379 397,84
11 | Jasa Keuangan dan
Asuransi 296 961,30 304 999,72 305 009,03 309 688,18 301 278,42
12 | Real Estate 169 842,71 175 203,28 181 384,19 187 691,51 189 607,78
13 | Jasa Perusahaan 177 556,57 192 842,58 197 376,94 197 261,20 197 401,53
14 | Administrasi
Lremeintelam, 406 625,56| 428 262,12 451 576,78 | 459 150,60 455 053,44
Pertahanan dan jaminan ’
Sosial Wajib
50 [felesa e idich ke 245 132,86| 277 125,45 302 045,51 323 605,00 357 136,24
16 | Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 181 486,11 195 058,97 199 987,85 208 933,95 232 558,57
17 | Jasa lainnya 94 527,90 100 834,28 106 455,34 113 375,96 123 365,35
PDRB dengan Migas 43 012 336,3541 622 133,43 (43 434 556,36 |42 786 929,62 | 43 128 297,41
PDRB tanpa Migas 16 576 778,32 (17 190 529,54 |18 196 640,67 |18 214 614,28 | 18 472 201,13
Sumber: BPS Kota Bontang, 2018
Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar harga Konstan 2010 Menurut lapangan Usaha di Kota
Bontang (persen), 2013-2018 _
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 17,91 2,78 | 7,33 | -0,29| 5,69 | 4,94
2 | Pertambangan dan Penggalian -30,78 | 12,96 -22,26 -34,05 11,69 6,32
3 | Industri Pengolahan | -6,39| 928 -583 -5,39 | -0,01 | 4,07 |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 7,95 -4,13 20,09 5,58
5,45 | 10,73
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,84 3,87 2,68 2,32
Limbah dan Daur Ulang 11,68 3,42
6 | Konstruksi 2,01 5,73 3,06 3,93 6,34 9,69
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; 3,93 4,05 4,02 5,04
Reparasi Mobil dan sepeda motor 0,78 4,09
8 | Transportasi dan Pergudangan 4,79 2,45 2,71 1,75 3,72 5,81
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan | 4,02 5,81 | 5,27 3,54 | 8,71 6,75 |
10 | Informasi dan Komunikasi 7,10 0,58 0,37 0,37 -0,05 6,49
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9,51 5,22 | 1,35 0,52 | -1,92 4,42 |
12 | Real Estate 5,58 4,44 1,44 2,25 1,02 2,46
13 | Jasa Perusahaan | 10,80 1,33 0,01 191 | 2,32| 5,78 |
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 5,76 3,78 6,49 7,95
dan jaminan Sosial Wajib -0,89 2,06
1153 || ESE EEienarlen | 16,14 1,00 4,11 2,56 | 8,73 | 3,62 |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,14 4,61 6,05 4,32 5,87 3,77
17 | Jasa lainnya | 7,09 3,59 8,50 831 | 8,81 | 4,87
PDRB dengan Migas -5,72 8,44 -4,92 -4,41 0,68 4,50
PDRB tanpa Migas | 8,64 -1,93| 7,29 3,15| 1,36 | 5,77 |

Sumber: BPS Kota Bontang, 2019
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2.2.1.2. Hasil Riset

Hasil Penelitian yang telah dilakukan para pakar telah
menggambarkan adanya dinamika dan beragam kegiatan
CSR/COMDEV perusahaan di daerahnya masing-masing dengan
berbagai pola kegiatannya yang juga beragam. Bahkan dinamika
tersebut juga menunjukkan berbagai problem dan kendala dengan
beragam respon dari lingkungan sosial sekitarnya.

Hal lain yang menarik dari berbagai kajian tersebut adalah
terjadinya dinamika dan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan
politik sebagai akibat pengelolaan sumberdaya alam. Perubahan-
perubahan itu tidak hanya berdampak pada perubahan tatakelola
pemerintahan, akan tetapi dinamika yang berlangsung sangat
dipengaruhi oleh tatakelola pemerintahan (governance) itu sendiri.
Apakah tata kelola tersebut sesuai dengan arah laju pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) atau tidak. Model tata
kelola seperti apapun yang terjadi kemudian, ini mengindikasikan
bahwa bahwa kehadiran perusahaan menghadirkanm artikulasi
kepentingan yang sangat beragam. Namun demikian, kehadiran
perusahaan dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam dengan
berbagai program yang ada, harus direspon oleh pemerintah
dengan tata kelola yang memberikan kontribusi terhadap
kesejahteraan social ekonomi masyarakat di sekitarnya. Karena
faktanya, tidak sedikit respon pemerintah atas hadirnya
perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya alam justru tidak
memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat sekitarnya
atau bagi daerah itu sendiri. Sebagaimana hasil kajian berikut :

1. Congleton, R (1992), “Political Institution and Pollution Control”.
Lokasi di negara Amerika Serikat
Hasil Penelitian:
Menunjukkan perlunya kemitraan yang dibangun antara
Negara, pihak Swasta dan Masyarakat dalam perumusan

pengelolaan sumberdaya alam tanpa memarginalisasikan
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masyarakat. Penelitian ini juga berupaya mencari akar dari
kondisi perubahan lingkungan dan degradasi kehidupan sosial
akibat pengelolaan sumberdaya alam, yang dikaitkan dengan
Tatakelola Pemerintahan (governance) yang sesuai dengan
pembangunan yang berkelanjutan. Terlihat adanya peran
masyarakat, dalam system demokrasi dengan pengelolaan
sumberdaya alam yang lebih baik yang juga meningkatkan
terhadap kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat
sekitarnya.

Sardjono, A. (1999), dalam penelitiannya ”Perkembangan
Sosial Ekonomi Masyarakat Di Daerah Sekitar Perusahaan
Pengusahaan Hutan (HPH), Di Kabupaten Kutai”. Lokasi desa-
desa Pantai dan desa-desa pedalaman di Kabupaten Kutai .
Hasil penelitian:

Program Community Development yang diharapkan dapat
mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat ternyata dari
hasil penelitian menunjukkan adanya hasil seperti yang tidak
diharapkan. Hal itu antara lain, karena program-program dibuat
tidak berdasarkan kebutuhan masyarakatnya, tetapi lebih
banyak dibuat menurut kemauan pihak perusahaan yang pada
gilirannya menciptakan tingkat partisipasi masyarakat dalam
program community development rendah (pasip), yang juga
tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti
yang diharapkan.

Kenneth M. Amaeshi, Bongo C Adi, Christ Ogbechie and Olufemi
O Amao (2006), "Corporate Social Responsibility (CSR) in Nigeria:
Western mimicry or indigenous practices?”.

Hasil Penelitian:

Adanya kompetisi antara perusahaan asing multinasional dan
perusahaan lokal yang terjadi pada sektor-sektor minyak dan
gas serta telkom. Ahirnya kondisinya seperti negara kolonial,
perusahaan asing dan lokal tidak membangun masyarakat dan

budayanya. Hal ini tidak mengherankan karena perusahaan
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tersebut berpandangan bahwa Perogram CSR yang diberikan
kepada masyarakat adalah merupakan bentuk belas kasihan
(philantropy) belaka, bukan merupakan tanggung jawab sosial
perusahaan.

Tim Coccannon (2004), ” Shell Fight Fires Over Niger Delta Oil
Spil”, dengan lokasi penelitian di Delta Niger, Nigeria

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menunjukan adanya upaya mengabaikan peran
dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mangarah pada
adanya kekuatan negara yang berperan kuat dalam
memecahkan persoalan di masyarakat dengan alasan keamanan
dengan mengabaikan kehadiran masyarakat, sementara
tanggung jawab sosial perusahaan juga tidak ada.

Joel Bisinu (2004), ” Oil and Corporate Recklesness in Negeria’s
Niger Delta Region”. Dengan lokasi kawasan kilang minyak di
wilayah delta niger

Hasil Penelitian:

Telah terjadinya marginalisasi masyarakat dan kekerasan dalam
upaya pengelolaan sumberdaya alam minyak.

Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kekuatan
ekonomi yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang secara
langsung menikmati eksploitasi sumberdaya alam tersebut
dengan kebijakan efektif dan effisien. Melalui pendekatan
keamanan, pemerintah menganggap sebagai langkah yang
efektif dan efisien tanpa memperhitungkan biaya yang
ditanggung masyarakat

Yee Keong Choy (2004) dengan penelitiannya “Sustainable
Development and the Social and Cultural Impact of Dam-Indiced
Development Strategy: The Bukun Experience”. Lokasi di waduk
Serawak Malaysia.

Hasil Penelitian:

Pengelolaan sumberdaya air merupakan model yang harusnya

mampu meningkatkan ekonomi dan kelestarian budaya asli
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masyarakat di sekitar proyek dan bukan sebaliknya, yang
menyebabkan masyarakat tercabut dari akar sejarah dan
ekosistemnya. Hal itu terjadi akibat tindakan otoriter
pemerintah dengan alasan kepentingan yang lebih besar. Selain
itu pembangunan harus juga tidak mengorbankan nilai budaya
masyarakat lokal.

I Gusti Nyoman Yudiana (2008), “ Pengelolaan Sumberdaya
Alam Berkelanjutan (Kajian Pengembangan Model Pengelolaan
Pertambangan Batubara dalam Upaya Pemeliharaan Kualitas
Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten
Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan).

Hasil Penelitian:

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam
sangat minim, sekedar pihak yang dipergunakan bagi upaya
memperoleh dukungan perizinan, tanpa memperoleh hak
untuk mempengaruhi secara kuat dalam proses pemberian izin
maupun dalam pengawasan dan mengevaluasi jalannya
kegiatan. Tidak ada kesetaraan dan kemitraan sebagai mana
yang dimaksudkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Pengembangan kapasitas pemberdayaan masyarakat tidak
disiapkan untuk mampu mengembangkan diri bagi peningkatan
kehidupan sosial ekonominya. Penegembangan pendidikan tidak
terlaksana dengan baik. Pihak perusahaan dalam melakukan
program comdev bekerja sama dengan pihak LSM . Dalam
praktek pelaksnaan program LSM yang selalu mendominasi,
sementara masyarakat (termasuk tokoh masyarakat) hanya
menjadi bagian proses kegiatan yang diseleksi oleh LSM.
Kegiatan lebih mengarah pada pencapaian kuantitas dan
menciptakan imej adanya kepedulian perusahaan.

Marten Apuy (2008), “Evaluasi Pelaksanaan Program
Pengembangan Masyarakat Desa sekitar Kawasan
Pertambangan Batubara PT Mahakam Sumberjaya, Kabupaten

Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda”.
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Hasil Penelitian:

Program Comdev perusahaan pada umumnya dirasakan
bermanfaat bagi masyarakatnya. Kagiatan telah menyasar bidang
pendidikan, kesehatan sosial budaya infrastruktur dan lainnya,
tetapi masih dirasakan kurang untuk kegiatan pengembangan
ekonomi dan pertanian. Demikian pula dalam merumuskan
kebutuhan masyarakat, pada tahap perencanaan relatif masih
kurang baik. Peran Pemerintah Daerah (Kutai Kartanagera),
dirasakan sangat kurang, sementara diharapkan aktif sebagai
fasilitator, regulator dan dinamisator dalam pelaksanaan perogram
Comdev.

2.2.2 Data Perusahaan yang izinnya dikeluarkan di Kota Bontang

Jika menginventarisir seluruh jenis perusahaan yang izinnya
dikeluarkan oleh pemerintah kota Bontang pada tahun tahun
terakhir, jumlahnya cukup banyak dengan berbagai jenis bidang
usahanya. Dari data tersebut dapat dilihat antara lain nama
preusan, alamat, daerah/areal beroperasinya dan lainnya yang
dapat memberikan informasi nantinya bahwa preusan-perusahaan
ini nantinya harus melaksnakan program-program CSR/Comdev
yang lebih berfocus pada pemberdayaan masyarakat. Adapun

daftar dan jumlah perusahaan dimaksud adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.14. Jumlah Badan Usaha yang perizinannya dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Bontang tahun 2020

STATUS
NAMA JUMLAH TENAGA JENIS
e PERSEROAN R RR ORI U INVESTASI KERJA PERSEROAN PEI:,I‘:)ILITL\I\EAN oy
1 ggg‘;@? BORNEO| 51 Gunung Rinjani Nomor 1 BSD GUEIES\IG 500.000.000 4 Teif:far;’a(‘;n PMDN
2 | ARMADA TANJUNG Perseroan
FADHILAH SANTAN| Jl. Sutan Syahrir Gang Mas LAUT 917.000.000 1 T PMDN
erbatas (PT)
INDAH
3 | ASROF Commanditaire
Jl. HM ARDANS NOMOR 02 SATIMPO 600.000.000 10 Vennootschap PMDN
(CV)
4 | BIAS Commanditaire
Jalan Mangga Nomor 15 TANJUNG 550.000.000 1 Vennootschap PMDN
LAUT V)
5 | BIMBINGAN
BELAJAR WIDYA | JL Kalimantan API-API .415.000.000 15 B;?g:;‘ (LBJ[SJaT};a (PMi‘jl;ﬁDN)
UTAMA
6 | BIRU MANDIRI BELIMBIN Commanditaire
Perum PBS Blok D 1 Nomor 27 G 125.000.000 2 Vennootschap PMDN
(CV)
7 | BORNEO BONTANG Commanditaire
KONSULTAN Jl. Cut Nyak Dien Gang Kerikil 7 225.000.000 4 Vennootschap PMDN
KUALA V)
8 | CAHAYA AMANAH | PERUM PESONA BUKIT SINTUK BELIMBIN
MANDIRI REGENCY MANDIRI BLOK B G 450.000.000 8 PMDN
NOMOR 08
9 | CAHAYA TIGA BONTANG Commanditaire
BERLIAN JL. BIOLA NO. 63 700.000.000 2 Vennootschap PMDN
BARU V)
10 | CANDRA SURYA BONTANG Perseroan
MANDIRI JL.KS TUBUN GG. BREKSI KUALA 50.000.000 11 Terbatas (PT) PMDN
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11 | CARITAS GUNUNG Commanditaire
JL. BRIGJEND. KATAMSO 150.000.000 S Vennootschap PMDN
ELAI (V)
12 | CHANDRA UTAMA Perseroan
TEHNIK Jalan Senam Nomor 26 API-API 420.000.000 1 Terbatas (PT) PMDN
13 | CITRA LESTARI TANJUNG Commanditaire
MANDIRI Jalan Sultan Syahrir Nomor 04 LAUT 160.000.000 1 Vennootschap PMDN
INDAH (CV)
14 | COMNET Badan Hukum
INDONESIA JL. SELAT SELAYAR TANJUNG 300.000.000 6 (selain PT, PMDN
LAUT Yayasan dan
Koperasi)
15 | CV DAFIKA TANJUNG Ba((i;r; iil,;lfrum
J1. Tongkol LAUT 160.000.000 1 ’ PMDN
Yayasan dan
INDAH .
Koperasi)
16 | CV KARAJA Badan Hukum
. BONTANG (selain PT,
J1. Granit Blok E No.0.1 LESTARI 10.000.000 1 Yayasan dan PMDN
Koperasi)
17 | CV KARYA Badan Hukum
BEKESAH TANJUNG (selain PT,
Jl. Gunung Slamet LAUT 250.000.000 10 Yayasan dan PMDN
Koperasi)
18 | CV. GALANG JAYA Badan Hukum
PERTAMA J1. Gunung Lokon No.34 BSD GUNUNG 150.000.000 2 (selain PT, PMDN
ELAI Yayasan dan
Koperasi)
19 | CV. MUDA Badan Hukum
NUSANTARA GUNUNG (selain PT,
J1. MT. Haryono Gg. Kol 16 No.A1l ELAI 150.000.000 2 Yayasan dan PMDN
Koperasi)
20 | CV. RAMA Badan Hukum
TANJUNG (selain PT,
J1. IR. H. Juanda No.18 LAUT 150.000.000 2 Yayasan dan PMDN
Koperasi)
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21 | CV. SILMI Badan Hukum
BERLIAN JL. DEWI SARTIKA PERUM BONTANG (selain PT,
SERATON NO 13 BARU 200.000.000 2 Yayasan dan PMDN
Koperasi)
22 | CV. SUMBER JAYA Badan Hukum
MANDIRI BERBAS (selain PT,
Jl. Zamrud No.25 TENGAH 150.000.000 2 Yayasan dan PMDN
Koperasi)
23 | DONELLEY Perseroan
INDONESIA JL.KRAKATAU HOP II NO.15 SATIMPO 150.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
24 | FARAKA TRIWIRA | Jl. Selat Karimata I Gang TANJUNG Perseroan
BORNEO Permata No. 08 LAUT 50.000.000 3 Terbatas (PT) PMDN
25 | GEMILANG KARYA| Jalan Karya Bakti Nomor BONTANG Perseroan
ENERGI Kavlingan 9 LESTARI -350.000.000 S Terbatas (PT) PMDN
26 | GOLDINDO PRIMA GUNUNG Commanditaire
JAYA JALAN BHAYANGKARA 300.000.000 0 Vennootschap PMDN
ELAI V)
27 | HALIM PERDANA Commanditaire
JL. PATTIMURA NO.75 API-API 10.000.000 2 Vennootschap PMDN
(CV)
28 | INDAH MULIA Commanditaire
PERKASA Jalan Kapal Pinisi 5 No. 37C LOKTUAN 500.000.000 2 Vennootschap PMDN
(V)
29 | JASA SENTOSA TANJUNG Commanditaire
JL. MAWAR NO. 18 400.000.000 2 Vennootschap PMDN
LAUT (V)
30 | JAYA MULIA Perseroan
SEJAHTERA JLN. HM. ARDANS NO. 02 SATIMPO 1.100.000.000 13 Terbatas (PT) PMDN
31 | JOEDA Commanditaire
BARATAMA JALAN SELAT MALAKA NOMOR TANJUNG 300.000.000 2 Vennootschap PMDN
48 LAUT V)
32 | KARYA ABADI BONTANG Commanditaire
SENTOSA JLN. AWANG LONG 2.000.000 2 Vennootschap PMDN
KUALA (V)
33 | KARYA ADHIGUNA| JL. PAKU AJI WISMA KIE LANTAI .
SEJAHTERA I KAV 79 NO 040 GUNTUNG 0 Koperasi PMDN
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34 | KASIH IBU HENNY Jl. Ahmad Yani No.05 IZPP)’II_ 300.000.000 Yayasan PMDN
35 | LEMBAGA Badan Hukum
PENITIPAN ANAK Jl. WR Soepratman No. 21 RT. TANJUNG (selain PT, PMDN
FAMUS KIDS 027 LAUT Yayasan dan
Koperasi)
36 | LIMBANG JENE TANJUNG Commanditaire
ABADI Jalan Tongkol 1 LAUT 50.000.000 Vennootschap PMDN
INDAH (CV)
37 | LISAGA Badan Hukum
. (selain PT,
J1. RE Martadinata No.05 LOKTUAN 1.700.000.000 PMDN
Yayasan dan
Koperasi)
38 | LPK ERA JAYA Badan Hukum
Jalan A Yani No 01 API-API 100.000.000 (selain PT, PMDN
Yayasan dan
Koperasi)
39 | MEMO
MEDIATAMA JLN. LETJEN SUPRAPTO NO. 02 | DONTANG |4 540.000.000 Perseroan PMDN
BARU Terbatas (PT)
PRIMA
40 | MITRA PIPOSS BERBAS Commanditaire
JLN. PANGANDARAN NO.167 10.000.000 Vennootschap PMDN
PANTAI V)
41 | MULYA JAYA Badan Hukum
BONTANG (selain PT,
PERUM GRIYA WISATA H No. 12 KUALA 275.000.000 Yayasan dan PMDN
Koperasi)
42 | NISWA UTAMA Commanditaire
KARYA Jalan Catur 3, Nomor 14, Rt.07, APL-API 50.000.000 Vennootschap | PMDN
Perumahan Bontang Permai (CV)
43 | OPTIK WIJAYA GUNUNG Commanditaire
JL. LETJEN. S. PARMAN NO.17 TELIHAN 250.000.000 Vennootschap PMDN
(CV)
44 | PENDIDIKAN
DARUL ULUM Jl. Tari Enggang GUNTUNG 405.000.000 Yayasan PMDN
BONTANG
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45 S'III*JAA;;AMANDIRI TANJUNG Ba(dalr;1 El;k’rum
J1. Pelabuhan 3 LAUT 5.000.000 2 S¢ ’ PMDN
Yayasan dan
INDAH .
Koperasi)
46 | QUEEN BORNEO BONTANG Commanditaire
JLN. MULAWARMAN NO. 75 150.000.000 2 Vennootschap PMDN
BARU V)
47 | SARANA Perseroan
PERDANAJAYA J1. Kalimantan Blok E No. 06 API-API 925.000.000 20 PMDN
Terbatas (PT)
UTAMA
48 | SILVIA RUSMANA JALAN IR. H. JUANDA GANG TANJUNG Commanditaire
TONGKOL NOMOR 01 LAUT 250.000.000 4 Vennootschap PMDN
INDAH (CV)
49 | STAKA JASA . Commanditaire
J1. Bulu Tangkis 4 Perum API-API 206.000.000 1 Vennootschap PMDN
Bontang Permai Blok G No.6 (V)
50 | TECHNO MURNL | ;o571 TAN HASANUDDIN NO. BERBAS Commanditaire
15.000.000 2 Vennootschap PMDN
26 TENGAH V)
51 | WISNU PRADANA Commanditaire
BONTANG JL. R. SOEPRAPTO API-API 300.000.000 1 Vennootschap PMDN
(V)
52 | WISS JAYA TANJUNG Commanditaire
NUSANTARA JALAN SELAT ROTE 250.000.000 6 Vennootschap PMDN
LAUT (V)
53 | ALESCO PUTERA BONTANG 634.628.190.00 150 Perseroan
INFANTRI ENERGI | Desa Pagung LESTARI 0 Terbatas (PT) PMDN
54 | ANDIPA Commanditaire
JALAN AIP II KS TUBUN GANG API-API 1.000.000 2 Vennootschap
BERSAMA 2 NO. 72 (CV) PMDN
55 | ANGKASA CIPTA Perseroan
MADANI J1. Perjuangan, No.011 GUNTUNG 50.000.000 1 Terbatas (PT) PMDN
56 | AUFAR FADILLAH TANJUNG Commanditaire
KARYA Jalan Sutan Syahrir gang Ikan LAUT 250.000.000 2 Vennootschap
Mas INDAH (CV) PMDN
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LAUT Terbatas (PT)
INDAH
58 | BERKAH CAHAYA Commanditaire
BARU JALAN GUNUNG SEMERU HOP II SATIMPO 75.000.000 3 Vennootschap
NO. 69 (CV) PMDN
59 | BERSAMA GROUP TANJUNG Commanditaire
LAUT 6.000.000 3 Vennootschap
JI. IR. H. Juanda (CV) PMDN
60 | BONTANG Commanditaire
MANDIRI JAYA %JSI[{JES 50.000.000 1 Vennootschap
J1. Soekarno Hatta (CV) PMDN
61 | CENDANA GRAHA BERBAS Commanditaire
' PANTAI 200.000.000 2 Vennootschap
J1. Diponegoro No. 77 (CV) PMDN
62 | CV. BANGUN Badan Hukum
BUNGA KENCANA TANJUNG (selain PT,
LAUT 0
J1l. KS. Tubun Gg. Bersama 2 INDAH Yayasan dan
No.72 Koperasi) PMDN
63 | CV. SAHABAT Badan Hukum
BERSAMA TANJUNG (selain PT,
LAUT 150.000.000 2 Yayasan dan
J1. Selat Gaspor No.77 Koperasi) PMDN
64 | DHARMA JAYA BERBAS Commanditaire
MANDIRI TENGAH 300.000.000 2 Vennootschap
Jl. A.P. Mangkunegoro No. 21 (CV) PMDN
65 | DWI PERSADA Commanditaire
RAYA TA&][IJJTNG 18.000.000 0 Vennootschap
J1. Imam Bonjol No. 54 (CV) PMDN
66 | EDELWEISS o
BUANA Commanditaire
ABICARAKA LOKTUAN 100.000.000 3 Vennootschap
INDONESIA Jalan Kapal Feri No. 19 (CV) PMDN
67 | FLORIE ANDOR JL. GUNUNG SLAMET NOMOR GUNUNG 1.000.000.000 10 Perseroan
JAIJA 08 BSD ELAI ) ) ) Terbatas (PT) PMDN
68 | IKHLAS JAYA JL. GUNUNG KALIMUTU NO. 07 GUNUNG 125.000.000 1 Commanditaire
BSD ELAI ) ) Vennootschap PMDN
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(CV)
69 | INOVASI PELANGI Commanditaire
INDONESIA API-API 1.750.000.000 3 Vennootschap
jalan tennis 1 nomor 24 (CV) PMDN
70 | ISHANUDIN NUR JL A. YANI API-API 50.000.000 2 Perorangan PMDN
71 | JAYARI INDAH Commanditaire
JALAN KALIMANTAN BLOK A API-API 130.000.000 4 Vennootschap
BTN KCY (CV) PMDN
72 | KARYA SOLUSI GUNUNG Commanditaire
CONSULTANT ELAI 560.000.000 6 Vennootschap
Jalan Sriwijaya HOP 6 Nomor 16 (CV) PMDN
73 | KARYAWAN BARA .
MANDIRI Jalan Ir Juanda SATIMPO 200.000.000 2 Koperasi PMDN
74 | KLINIK PERMATA Badan Hukum
HATI GUNUNG (selain PT,
ELAI 2.200.000.000 3 Yayasan dan
JL. BHAYANGKARA NO.18 Koperasi) PMDN
75 | KOPERASI IKATAN
WELDER BELg’[BIN 5.000.000 27 Koperasi
BONTANG jalan Pupuk RayaPesona Sintuk PMDN
76 | KOSMAN o
BROTHER Commanditaire
ENGINEER JALAN TENNIS KOMP. PERUM API-API 50.000.000 2 Venn("(‘:’\t/‘;'Chap
CONSULTAN TMI BLOK C6 PMDN
77 | KUMALA SANGGA TANJUNG Commanditaire
BUANA Jalan samratulangi, Gang Pesut LAUT 10.000.000 2 Vennootschap
01, INDAH (CV) PMDN
78 | LEMBAGA Badan Hukum
PELATIHAN DAN (selain PT,
KURSUS SATIMPO 10.000.000 3 Yayasan dan
"ADJIERADJA" Jl. HM. Ardans RT. 25 Koperasi) PMDN
79 | LEMBAGA Badan Hukum
PELATIHAN KERJA (selain PT,
SASANA WIDYA APLAPL 0 Yayasan dan
J1. Pattimura Atletik 15 no 30 Koperasi) PMDN
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80 | MAHAKAM
PERKASA TANGING | 150.000.000 2 T;f:f;;""(‘;n
BERSAUDARA Jl. Kenangan PMDN
81 | MANDALA Commanditaire
PROJECT B%IE‘QP{ING 50.000.000 ) Vennootschap
Jalan DI Panjaitan (CV) PMDN
82 | MASRINDO Commanditaire
API-API 20.000.000 1 Vennootschap
Jl. Senam No. 26 (CV) PMDN
83 | MAWAR MEKAR TANJUNG Commanditaire
INDAH LAUT 2.500.000 3 Vennootschap
Jalan Mawar II Nomor 62 INDAH (CV) PMDN
84 | MUHADI BELIMBIN
JL. S. PARMAN G 90.000.000 2 Perorangan PMDN
85 | MUHAJIRIN Jalan RE Martadinata LOKTUAN 20.000.000 7 Yayasan PMDN
86 | MULTI Commanditaire
STAMPLASSTING LOKTUAN 15.000.000 2 Vennootschap
TEKNIK JALAN KAPAL PINISI 2 GANG IV (CV) PMDN
87 | MUTIARA BERBAS Commanditaire
KALIMANTAN Jalan Sultan Hasanuddin Nomor PANTAI 10.000.000 1 Vennootschap
60 (CV) PMDN
88 | PERUSAHAAN Jalan RE. Martadinata, Nomor
BONGKAR MUAT | 56, Rukun Tetangga 006, Perseroan
TERAS MARITIM Kelurahan Loktuan, Kecamatan LOKTUAN 50.000.000 1 Terbatas (PT)
Bontang Utara PMDN
89 | PRATAMA SUKSES Commanditaire
JAYA BELgABIN 60.000.000 6 Vennootschap
Jalan Tanjung Blok, AA 03 (CV) PMDN
90 | RAHWANA Commanditaire
MANDIRI %gﬂggﬁ 100.000.000 2 Vennootschap
Jalan Pontianak (CV) PMDN
91 | RIZKY MEGAH Commanditaire
JAYA BELI\JI}EEG 15.000.000 2 Vennootschap
JLN. KERIKIL 7 (CV) PMDN
92 | SEGAR BONTANG | JL.MT. HARYONO NOMOR 09 GUNUNG 1.000.000.000 11 Perseroan
MANDIRI KOTA BONTANG ELAI ) ) ) Terbatas (PT) PMDN
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93 | SELAYAR MAPAN Badan Hukum
MANDIRI (selain PT,
JL RE MARTADINATA RT 12 NO LOKTUAN 350.000.000 Yayasan dan
33 Koperasi) PMDN
94 | SOLO BONE TANJUNG Commanditaire
LAUT 75.000.000 Vennootschap
J1. Belanak No. 14 INDAH (CV) PMDN
95 | SULUNG AGRI Commanditaire
MANDIRI BANGKIT SATIMPO 15.000.000 Vennootschap
J1. Mangga No. 1 (CV) PMDN
96 | SURYA LOGAM JALAN BRIGJEN KATAMSO, NO BELIMBIN 350.000.000 Perseroan
MANDIRI 38 G ) ) Terbatas (PT) PMDN
97 | UNIT GAWE Commanditaire
DIGITAL BELIé:/[BIN 60.200.000 Vennootschap
PROMOSINDO JL. PUPUK RAYA RT. 38 (CV) PMDN
98 | WEZAR INDO Perseroan
MEDIA JL. Damai KANAAN 550.000.000 Terbatas (PT) PMDN
99 | YUDISTIRA JL.MT.HARYANTO GUNUNG P
BORNEO MANDIRI | GG.TELKOM,RT.09,KEL.GUNUNG ELAI 500.000.000 o e]:;*steroag’r
ELAI erbatas (PT) PMDN
100| AKASINDO Commanditaire
SURYATAMA B%\}}EXG 200.000.000 Vennootschap PMDN
JLN. KS TUBUN Gg. WAKAF I (CV)
101| AMTAZA SYAHLA Commanditaire
GI]{:IEXF G 180.000.000 Vennootschap | PMDN
JALAN BROKOLI 2 (CV)
102| ANDHINI TANJUNG 0 Perseroan PMDN
SAMUDERA JAYA | Jl. Muncang Blok O No. 26 LAUT Terbatas (PT)
103| ANUGERAH AAKIF BONTANG Commanditaire
Jl. Dewi Sartika Gang Kulintang 25.000.000 Vennootschap PMDN
3 BARU V)
104| ASIA MANDIRI Commanditaire
,II?EI;:I\I? gﬁg 2.000.000 Vennootschap PMDN
JLN. ZAMRUD (CV)
105| ASLI BONTANG BONTANG Badan Hukum
JL. SENAM BARU 140.000.000 (selain PT, PMDN
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Yayasan dan
Koperasi)
106 BERKAH Perseroan
SAMUDERA JL. CATUR KOMP BTG PERMAI API-API 100.000.000 Terbatas (PT) PMDN
BERJAYA BLOK D NO.15
107| BERKAT TIGA GUNUNG 0 Perseroan PMDN
PUTRI JL. MT. HARYONO NO. 198 ELAI Terbatas (PT)
108| BINA PEMUDA Commanditaire
JALAN SLAMET RIYADI NOMOR LOKTUAN 50.000.000 Vennootschap PMDN
015 (CV)
109| CIPTA JAYA Commanditaire
KONSTRUKSI LOKTUAN 500.000.000 Vennootschap PMDN
Jalan Slamet Riyadi Nomor 07 (CV)
110| CK DUA TIGA Commanditaire
?,iﬁ?,ﬁls 100.000.000 Vennootschap | PMDN
JL. MANUNGGAL PASAR BARU (CV)
111| CV PENA CAHAYA Commanditaire
KONSULTAN LOKTUAN 20.000.000 Vennootschap PMDN
JALAN KAPAL LAYAR NOMOR 52 (CV)
112| EDDY ANTO BONTANG
JL GUNUNG AGUNG HOP I1/83 LESTARI 6.000.000.000 Perorangan PMDN
113| ENERGY LIMA JL. GUNUNG SLAMET NO. 08 GUNUNG Perseroan
PERUM BSD TAHAP IV ELAI 50.000.000 Terbatas (PT) PMDN
114| ERA JAYA BARU Commanditaire
?gggﬁﬁ 100.000.000 Vennootschap PMDN
JLN. S. Parman No. 1 KM 6 (CV)
115| FAJAR TRI Commanditaire
AKSARA API-API 50.000.000 Vennootschap PMDN
JL. PENCAK SILAT I NO. 14 (CV)
116| KALTIM CIPTA Commanditaire
MANDIRI BELEABIN 80.000.000 Vennootschap PMDN
J1. Meranti BTN PKT (CV)
117 KARYA CENTRAL GUNUNG Commanditaire
PRIMA TELIHAN 7.500.000 Vennootschap PMDN
JL. S. PARMAN (CV)
118| KARYA MEDIA JL. PATTIMURA GANG ATLETIK API-API 9.000.000 Perseroan PMDN
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MANDIRI 20 A NO. 99 Terbatas (PT)
119| KOP TENAGA
R LOKTUAN |  100.000.000 2 Koperasi PMDN
DERMAGA" J1l. RE Martadinata 53
120| KUDA HITAM Commanditaire
TA&][IJJTNG 2.000.000 2 Vennootschap PMDN
JL. SELAT KARIMATA I (CV)
121| MATAHARI Commanditaire
PILARTI ’?];JSIE[JE]EI} 15.000.000 2 Vennootschap PMDN
JL. PATTIMURA NO. 141 (CV)
122 ’llil/{\]*li\/ICAA REZKI TANJUNG Ba(csla(;lll';1 Elipk'rum
LAUT 70.000.000 3 ’ PMDN
INDAH Yayasan dgn
JL. BELANAK Koperasi)
123| MITRA MUDA BERBAS Commanditaire
BERKARYA TENGAH 10.855.460.000 2 Vennootschap PMDN
J1. AP Mangkunegoro (CV)
124| NAULI JAYA BONTANG Commanditaire
BORNEO JLN. DI. PANJAITAN GANG BARU 200.000.000 3 Vennootschap PMDN
PIANO 8 NO. 088 (CV)
125| NAYAR ABADI Commanditaire
API-API 30.000.000 0 Vennootschap PMDN
Jl. Tennis Gg. Milik Bersama (CV)
126| NURIS CAHAYA GUNUNG 0 Perseroan PMDN
ENERGI Jalan Gunung Selamet No.08 ELAI Terbatas (PT)
127| ORSA Commanditaire
JL. MT. HARYONO GANG API-API 200.000.000 2 Vennootschap PMDN
SELANCAR 1 (CV)
128| PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN ’?];JSII{JES 50.000.000 26 Yayasan PMDN
ZEBAOTH J1. Tarakan
129| RAODAH BERBAS Commanditaire
JLN. SULTAN HASANUDDIN NO. 100.000.000 2 Vennootschap PMDN
PANTAI
33 (CV)
130| SINAR ARTAH JALAN IR. H. JUANDA NO. 20 TANJUNG 150.000.000 2 Commanditaire PMDN
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SASTA LAUT Vennootschap
INDAH (CV)
131| SINAR TEKNIK Commanditaire
TALII\IAJI}JTNG 240.000.000 Vennootschap PMDN
JLN. SELAT KARIMATA NO. 74 (CV)
132| SURYA ENERGI BONTANG Perseroan PMDN
BONTANG JL. MH. THAMRIN NO. 11 BARU Terbatas (PT)
133| TANIA ABADI BELIMBIN Commanditaire
JALAN MANGGIS H4 NOMOR 12 G 900.000.000 Vennootschap PMDN
BTN PKT (CV)
134| ANMAR Commanditaire
G%IEX%\I G 120.000.000 Vennootschap
JALAN PAPRIKA NOMOR 05 (CV) PMDN
135| BERKAH ABADI Commanditaire
LESTARI MANDIRI ?gl;’,}:ﬁg? 100.000.000 Vennootschap
J1. Abdi Negara No. 17 (CV) PMDN
136| BERKAH Perseroan
BERDAYA UTAMA | Jalan HM Ardans SATIMPO 40.000.000 Terbatas (PT) PMDN
137| BORNEO BERBAS Commanditaire
PARAHYANGAN JALAN MANUNGGAL GANG PANTAI 150.000.000 Vennootschap
KUTA 3 No.96 (CV) PMDN
138| BUKIT Commanditaire
TANGKILING ]i%g,}ﬁg? 450.000.000 Vennootschap
Jl. Batubara Blok C-18 (CV) PMDN
139| CARITAS VERITA GUNUNG 100.000.000 Perseroan
AGUNG Jl. Brigjend. Katamso No. 15 ELAI ) ) Terbatas (PT) PMDN
140| CITRA REZEKI Commanditaire
JAYA i%g:}:ﬁg? 170.000.000 Vennootschap
J1. Linmas II (CV) PMDN
141| CV AKSARA BILA Commanditaire
KONSULTAN LOKTUAN 2.000.000 Vennootschap
JALAN PUPUK RAYA (CV) PMDN
142| DELIMA SANJAYA BELIMBIN Commanditaire
JALAN MAWAR BLOK C NOMOR G 15.000.000 Vennootschap
17 (CV) PMDN
143| DITRACO KRIAD J1. Pattimura Gg. Pencak Silat I API-API 2.000.000 Commanditaire PMDN
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UTAMA Blok A7 Vennootschap
(V)
144| HARISHADI BERBAS Commanditaire
PRADANA JL. AP MANGKUNEGORO TENGAH 15.000.000 2 Vennootschap
GG.MUTIARA 4. (CV) PMDN
145| HEGARD PUTRA BONTANG Commanditaire
PERSADA Jalan Jambu Blok F nomor 4 KUALA 100.000.000 6 Vennootschap
Perumahan Griya Wisata (CV) PMDN
146| HIKMAH BONTANG Commanditaire
PERJUANGAN Jalan Jambu Blok F Nomor 4 KUALA 100.000.000 6 Vennootschap
Perumahan Griya Wisata (CV) PMDN
147| MADANI REJEKI TANJUNG Commanditaire
JALAN SELAT KARIMATA 1 LAUT 60.000.000 3 Vennootschap
GANG KARYA NO. 019 (CV) PMDN
148| MAJU JAYA Commanditaire
MAPAN GUNTUNG 150.000.000 2 Vennootschap
Jl. Tari Dewa-Dewa I (CV) PMDN
149| MULTI RAHAYU BONTANG Commanditaire
PERSADA Perum Griya Wisata Blok H KUALA 5.000.000 0 Vennootschap
Nomor 04 (CV) PMDN
150 MULTITECH BERBAS 2.000.000 9 Perseroan
MITRA MANDIRI J1. Zamrud Gg. Zamrud 17 TENGAH ) ) Terbatas (PT) PMDN
151| OMARINDO Commanditaire
INDUSTRI B%IX;%NG 168.900.000 3 Vennootschap
JALAN GENDANG 2, NOMOR 109 (CV) PMDN
152| PANRITA Commanditaire
TA&][}JTNG 150.000.000 2 Vennootschap
Jalan WR Supratman (CV) PMDN
153| PUTRA MULIA Commanditaire
MANDIRI BEII\JI[’I\‘QEG 150.000.000 2 Vennootschap
Jl. Kapt. Piere Tendean (CV) PMDN
154| PUTRA WAJO JL.JENDRAL SUDIRMAN NO.27. Perseroan
MANDIRI DS.GUNUNG SARI TANJUNG SATIMPO 3.500.000.000 10 Terbatas (PT)
LAUT PMDN
155| RIZEIN JL. PERUM PESONA BUKIT BELIMBIN 2.000.000 9 Commanditaire
BERSAUDARA SINTUK BLOK G1 NO. 08 G ) ) Vennootschap PMDN
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(CV)
156| SINAR MUSTIKA TANJUNG Perseroan
ENERGI J1. Sultan Syahrir No. 78 Gang LAUT 50.000.000 10 Terbatas (PT)
TEKNOLOGI Pesut 2 INDAH PMDN
157| ADZKAN MANDIRI Commanditaire
JL. KALIMANTAN BLOK I API-API 10.000.000 2 Vennootschap PMDN
NOMOR 8 (CV)
158| AJIRA ILHAM BERBAS Commanditaire
ABADI JLN. AP. MANGKUNEGORO GG. TENGAH 50.000.000 2 Vennootschap PMDN
MUTIARA III NO. 09 (CV)
159| ANDIKA Commanditaire
?gﬁgﬁg 100.000.000 7 Vennootschap PMDN
Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 (CV)
160| ANUGRAH TANJUNG Perseroan
BONTANG LAUT 200.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
SEJAHTERA JL. IR. H. Juanda Nomor 07 INDAH
161| BERKAH MANDIRI Commanditaire
SUKSES KANAAN 150.000.000 2 Vennootschap PMDN
Jalan Damai Gang Araudah (CV)
162| BINA KARYA JAYA Commanditaire
BERSAMA Jalan Catur Blok D/17 Bontang API-API 150.000.000 2 Vennootschap PMDN
Permai (CV)
163| BONTANG SOLO BERBAS Commanditaire
BERSAMA JL. ANGKASA GG MERPATI NO 1.000.000 1 Vennootschap PMDN
TENGAH
10A (CV)
164| BORNEO JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. TANJUNG Perseroan
KOESNODO 04, RT. 023, KEL. TANJUNG LAUT 2.000.000.000 9 Terbatas (PT) PMDN
ENERGI LAUT
165| HEFAN KALTIM Commanditaire
SOLUSINDO B%IE‘QP{JNG 10.000.000 1 Vennootschap PMDN
Jalan Piano 11, Nomor 82 (CV)
166| JALUR CIPTA TANJUNG Perseroan
GEMILANG JL. SELAT BONE NO. 24 LAUT 5.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
167| KR MANDIRI Commanditaire
TA&EJTNG 300.000.000 0 Vennootschap PMDN
J1. IR H Juanda Nomor 62 (CV)
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168| PERKASA JAYA GUNUNG Commanditaire

LESTARI ELAI 1.000.000 Vennootschap PMDN
J1. Gunung Rinjani No. 19 BSD (CV)

169| PKBM CERDAS Badan Hukum

BERSAMA LOKTUAN 15.000.000 (selain PT, PMDN
Yayasan dan
J1. Kapal Pesiar 50 Koperasi)

O Beraaar TANJUNG eain P
MASYARAKAT III\JI%[P{;I 15.000.000 Yayasan dan PMDN
MELATI MEKAR J1. Cumi-Cumi 3 No.133 Koperasi)

171| RIZKY BRILIAN TANJUNG Perseroan
KONSTRUKSI Jl. Ahmad Yani No. 036 LAUT 200.000.000 Terbatas (PT) PMDN

172| SALWA JAYA TANJUNG Commanditaire
ABADI JALAN SUTAN SYAHRIR GANG LAUT 150.000.000 Vennootschap PMDN

MASJID AL HUDA INDAH (CV)

173| SARI JATI JL. SEMBOJA BLOK DD NO. 08 BELIMBIN Perseroan
DANADYAKSA BTN PKT G 15.000.000 Terbatas (PT) PMDN

174| TAMAN CAHAYA Commanditaire
MULYA LOKTUAN 200.000.000 Vennootschap PMDN

J1. Laks. RE. Martadinata No.17 (CV)

175| TIGA PUTRA Commanditaire

MANDIRI BESXQEG 150.000.000 Vennootschap PMDN
JALAN KS TUBUN GANG BREKSI (CV)

176 WALUKU INVESCO Perseroan
INDOSULUTION JL. Slamet Riyadi No. 20B LOKTUAN 5-000.000 Terbatas (PT) PMDN

177| YUNME BANGKIT TANJUNG Commanditaire
BERSAMA Jalan Sutan Syahrir Gg.Bawis LAUT 5.000.000 Vennootschap PMDN

RT.07 INDAH (CV)

178| ZUNQO Commanditaire
Jl. Ahmad Yani Perum Halal API-API 350.000.000 Vennootschap PMDN
Square Blok Ruko No. 04 (CV)

179| ARBEL NATUR Commanditaire
BORNEO TA&ISJTNG 150.000.000 Vennootschap

JALAN KENANGAN NO. 27 (CV) PMDN
180] AS-SALAAM jalan pangeran antasari BERBAS 50.000.000 Commanditaire |  pMDN
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BERKAH ABADI PANTAI Vennootschap
(V)
181| ASIA TEKNIK Commanditaire
B%IE‘QP{JNG 1.000.000.000 Vennootschap
JL. PARIKESIT (CV) PMDN
182| BERKAH ADIL Commanditaire
SEJAHTERA API-API 1.000.000 Vennootschap
JLN. CATUR V NO. C11 (CV) PMDN
183| BERKAH UTAMA BELIMBIN Commanditaire
KARYA PERUMAHAN PESONA BUKIT G 5.000.000 Vennootschap
SINTUK A-02 (CV) PMDN
184| BONTANG Perseroan
TELEMEDIA JL. KALIMANTAN BLOK H/10 APL-API 3.000.000 Terbatas (PT) PMDN
185| BUDI ARYAGUNA GUNUNG 1.000.000.000 Perseroan
SEJAHTERA J1. Gunung Latuk No. 01 BSD ELAI ) ) ) Terbatas (PT) PMDN
186 BUNGA JAYA Commanditaire
ABADI LOKTUAN 150.000.000 Vennootschap
Jl. RE. Martadinata No.06 (CV) PMDN
187| DOLOG SIGOTOM BONTANG 630.000.000 Perseroan
JAYA JL. KRIKIL GANG KRIKIL II KUALA ) ) Terbatas (PT) PMDN
188| DUTA BANGUN JALAN AP. MANGKUNEGORO BERBAS 4.000.000 Perseroan
SARANA NOMOR 7 TENGAH ) ) Terbatas (PT) PMDN
189| DWI WIRA BHAKTI Commanditaire
TA&][?TNG 200.000.000 Vennootschap Bukan
Jl. Jendral Sudirman 01 (CV) (PMA/PMDN)
190| EMPAT Commanditaire
BERSAUDARA TAIIJ\IAJ[T}JTNG 150.000.000 Vennootschap
JALAN MANGGA NO.15 (CV) PMDN
191| ENGGANG BELIMBIN Commanditaire
BORNEO GRAFIKA | Jalan Arif Rahman Hakim Km. 3 G 130.000.000 Vennootschap
Gang Sentosa (CV) PMDN
192| GENERASI FAMILY Commanditaire
JAYA TA&I[?TNG 15.000.000 Vennootschap
Jl. IR. H . Juanda Nomor 7 (CV) PMDN
193| HANDOYO HALIM GUNUNG
JL A YANI NO 58 ELAI 150.000.000 Perorangan PMDN
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194| INBIS PERMATA Commanditaire
BUNDA API-API 50.000.000 10 Vennootschap
Jl. Panahan Gang Aren Nomor 13 (CV) PMDN
195| INDO TEKNIK TANJUNG 300.000.000 9 Perseroan
MITRA PRATAMA Jl. Ahmad Yani LAUT ) ) Terbatas (PT) PMDN
196| JAYA TIGA Commanditaire
BERSAUDARA TA&][IJJTNG 15.000.000 2 Vennootschap
Jl. Selat Bangka (CV) PMDN
197| KIRANI MAKMUR Commanditaire
KANAAN 1.000.000 2 Vennootschap
J1. Pongtiku (CV) PMDN
198| LEMB.PENDIDIKA Badan Hukum
N KETERAMPILAN (selain PT,
(LPK) KECANTIKAN APL-APL 20.000.000 2 Yayasan dan
AISYAH Jl. Kalimantan No. 66 Koperasi) PMDN
199| LINTAS ARA Commanditaire
MANDIRI Hop II Nomor 012 Komp SATIMPO 10.000.000 0 Vennootschap
PT.Badak (CV) PMDN
200| LISAGA Commanditaire
LOKTUAN 1.700.000.000 6 Vennootschap
J1. R.E. Martadinata No. 5 (CV) PMDN
201| LKP TRI DEWI Badan Hukum
UTAMA GUNUNG (selain PT,
TELIHAN 15.000.000 S Yayasan dan
Jl. Balikpapan 2 RT.14 Koperasi) PMDN
202| LPK/LKP ALIFCOM Badan Hukum
INSTITUTE LOKTUAN 20.000.000 5 (selain PT,
Yayasan dan
Jalan Re martadinata Koperasi) PMDN
203| MAT NOOR SALAM Commanditaire
API-API 5.000.000 0 Vennootschap
Jl. M.T. Haryono (CV) PMDN
204| MEGA PUTRA Commanditaire
BELI(I;/IBIN 5.000.000 2 Vennootschap
Jalan Brigjen Katamso Nomor 23, (CV) PMDN
205| MICHAEL JI. Bandung IV GUNUNG 1.000.000 2 Commanditaire PMDN
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ANUGERAH JAYA TELIHAN Vennootschap
(V)
206| MINANG MENANTI GUNUNG Commanditaire
GROUP JALAN BROKOLI GANG ELAI 100.000.000 Vennootschap
BROKOLI 6 (CV) PMDN
207| MUTHIA JAYA Commanditaire
UTAMA BELI(I;/IBIN 15.000.000 Vennootschap
jalan brigjen katamso,nomor 38 (CV) PMDN
208| NENTO Commanditaire
ANUGERAH API-API 5.000.000 Vennootschap
MANDIRI jalan pattimura gang atletik 20a (CV) PMDN
209| PAREWALI TAMAN | Jl. Kapal Pinisi 3 Gang Mata Air Perseroan
MEDIA No. 49 LOKTUAN 1.000.000 Terbatas (PT) PMDN
210| PRIMA SOLID Perseroan
ENERGIK Jalan Kapal Pinisi 7 No. 05 LOKTUAN 1.000.000.000 Terbatas (PT) PMDN
211| PRODUSEN
PEMUDA ?ggﬁgf’ 10.000.000 Koperasi
BONTANG LESTARI Jl. Moh Roem blok 000 PMDN
212| PUPUK KALTIM BELIMBIN
(YPK) J1. Dahlia PC.VI Komplek PKT G 150.000.000 Yayasan PMDN
219) PUSAT KEGIATAN Badan Hukum
MASYARAKAT ggggzﬁ 15.000.000 Y(ase:ﬂs‘iign
(PKBM) PALOS Ig’o erasi
MANJU JL. Surabaya75 No.34 p PMDN
214| RAKHA PRATAMA BELIMBIN Commanditaire
Jalan Pesona bukit sintuk, G 415.000.000 Vennootschap
perumahan vany cluster, Blok A (CV) PMDN
215| RAVA MULIA JAYA BERBAS Commanditaire
TENGAH 250.000.000 Vennootschap
Jalan Zamrud No 36A RT 048 (CV) PMDN
216| RIYANTO TANJUNG
SULISTIO JL. A. YANI NO. 23 LAUT 30.000.000 Perorangan PMDN
217| SAKTI JAYA Commanditaire
GROUP TA&I[T}JTNG 450.000.000 Vennootschap
JALAN SELAT BONE NO. 30 (CV) PMDN
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218| SALU BAJO BONTANG Commanditaire
JL. MULAWARMAN GG ARUMBIA BARU 15.000.000 Vennootschap
1 NOMOR 2 (CV) PMDN
219| SAWERIGADING JLN. MULAWARMAN GANG BONTANG 15.000.000 Perseroan
BORNEO UTAMA | ARUMBIA 1 NOMOR 2 RT 27 BARU ) ) Terbatas (PT) PMDN
220| SEPTIAN PUTRA BONTANG Commanditaire
GEMILANG jalan Letjend Urip Sumoharjo , LESTARI 15.000.000 Vennootschap
nomor 52 (CV) PMDN
221| SURYA PRATAMA | Jl. Gunung Galunggung Nomor GUNUNG 50.000.000 Perseroan
BLASTINDO 10 Bukit Sekatup Damai ELAI ) ) Terbatas (PT) PMDN
222| TEKNIK MANDALA Commanditaire
JAYA B%IXII‘QJNG 20.000.000 Vennootschap
Jalan DI Panjaitan Nomor 8 (CV) PMDN
223| TUNAS TOBU TANJUNG 1.000.000 Perseroan
RAYA JIn. Selat Karimata NO. 74 LAUT ) ) Terbatas (PT) PMDN
224| VANESHA Commanditaire
MANDIRI ?’iﬁ?ﬁls 1.000.000 Vennootschap
Jl. Pangandaran (CV) PMDN
225| YAYAK SANTOSA GUNUNG Commanditaire
ELAI 5.000.000 Vennootschap
J1. Durian Nomor 18 RT.45 (CV) PMDN
226| ANGKASA JL. AHMAD YANI PENCAK SILAT Perseroan
KREATIF USAHA INO.16 API-APL 15.000.000 Terbatas (PT) PMDN
227| ANUGRAH Commanditaire
BORNEO JAYA TAIlJ\IAJ[T}JTNG 20.000.000 Vennootschap PMDN
Jalan Sutan Syahrir, No.012 (CV)
228| AQILA PUTRI TANJUNG Commanditaire
J1. Selat Bone Gang. Satelit No. LAUT 15.000.000 Vennootschap PMDN
64 RT. 018 (CV)
229| ASAH KARYA Perseroan
ABADI Jl. Tennis Gg. Milik Bersama APL-API 10.000.000 Terbatas (PT) PMDN
230| BERKAT Commanditaire
BERDIANO GI]JEI}_IK%\I G 10.000.000 Vennootschap PMDN
MEDIKA JL. BHAYANGKARA NO.32 (CV)
231| CAHAYA YUHYI BONTANG Commanditaire
ABADI Loktunggul LESTARI 500.000 Vennootschap PMDN

Page | 104




(CV)
232| CV. GASTRA Badan Hukum
BONTANG (selain PT,
J1. Kapt. Piere Tendean Perum KUALA 150.000.000 Yayasan dan PMDN
Griya Wisata Blok H No.2 Koperasi)
233| ENERGI PILAR J1. Ahmad Yani Kawasan Halal Perseroan
ABADI Square Ruko Blok E No. 9 APL-APIT 1.000.000 Terbatas (PT) PMDN
234| FAEZYA Commanditaire
ABHIPRAYA INDAH API-API 300.000.000 Vennootschap PMDN
JALAN A YANI NOMOR 3 (CV)
235| FELEPET KITAM GUNUNG Commanditaire
TELIHAN 1.000.000 Vennootschap PMDN
J1. Pontianak 8 No. 03 (CV)
236| GALIGO MANDIRI TANJUNG Commanditaire
J1. Selat Bone Gang. Satelit RT. 20.000.000 Vennootschap PMDN
LAUT
018 (CV)
237! GREGORIA SISILIA
NYINAQ JL MT HARYONO APL-API 500.000 Perorangan PMDN
238| HASNUR JAYA Commanditaire
MEDIKA JALAN TENNIS KOMPLEK API-API 1.000.000 Vennootschap PMDN
PERUMAHAN TMI BLOK C-6 (CV)
239| KOP PRAJA BONTANG
SEJAHTERA Jl. Awang Long Nomor 1 RT.17 BARU 1.500.000.000 Koperasi PMDN
240| Konsumen
Gemilang Lapas ]i%l;?ﬁg? 2.000.000 PMDN
Bontang Jalan Prestasi Rt 007 Koperasi
241| LEMBAGA
PENDIDIKAN Badan Hukum
KETERAMPILAN %};ﬂgﬁg 15.000.000 (selain PT, PMDN
PUTRI JAYA JL. SOEKARNO HATTA GG. Yayasan dan
MANDIRI KALIMUTU NO 3 Koperasi)
242| LKP DIAMORT Badan Hukum
API-API 15.000.000 (selain PT, PMDN
Yayasan dan
J1. Tenis 1 Gg. Pro XL Nomor 19 Koperasi)
243| LPK CIPTA JASA J1. KS Tubun Nomor 06 APL-API 15.000.000 Badan Hukum PMDN
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MANDIRI (selain PT,
Yayasan dan
Koperasi)
244| LPK TRI DEWI Badan Hukum
UTAMA GUNUNG (selain PT,
TELIHAN 15.000.000 Yayasan dan PMDN
JL. Balikpapan 2 Koperasi)
245| LPK/ LKP AYULIA Badan Hukum
TRAINING CENTER BONTANG (selain PT,
BARU 10.000.000 Yayasan dan PMDN
JL. MULAWARMAN NO 30 Koperasi)
246| MEDIA KALTIM GUNUNG Perseroan
PROMOSINDO Jalan Gunung Kawi Nomor 3 ELAI 10.000.000 Terbatas (PT) PMDN
247| MULTI SEMESTA GUNUNG Commanditaire
JAYA TELIHAN 50.000.000 Vennootschap PMDN
Jl. Denpasar 2 (CV)
248| ORANGE BELIMBIN Commanditaire
ARTAHSASTA JALAN MANGGIS BLOK I-4 G 70.000.000 Vennootschap PMDN
NOMOR 15 BTN PKT (CV)
249| PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JAYA BELICI;/IBIN PMDN
RESKI J1. Effendy Blok P nomor 05 Yayasan
250| PKBM KAKAP Badan Hukum
MERAH APL-API 22.000.000 (selain PT, PMDN
Yayasan dan
Jl. Pattimura Gg. Atletik 10 Koperasi)
251| PONDOK
PESANTREN TANJUNG
DARUL FURQON LAUT 5.000.000 PMDN
BONTANG JL. Habibon Yayasan
252| PUTRA TAMAN Commanditaire
G%TK?I G 100.000.000 Vennootschap PMDN
J1. Mataram HOP VI-469 RT. 023 (CV)
253| PUTRI CAHAYA Commanditaire
ABADI HOP II No. 050 Komplek PT. SATIMPO 500.000 Vennootschap PMDN
Badak (CV)
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254| RAFAEYZA JAYA GUNUNG Commanditaire
PERKASA ELAI 50.000.000 3 Vennootschap PMDN
J1. Kol No. 14 (CV)
255| RAYFATH BONTANG Commanditaire
MANDIRI Jl. Awang Long Perumahan GGA BARU 150.000.000 2 Vennootschap PMDN
Blok IV No. D3 (CV)
256| REDHAZKA JAYA TANJUNG Commanditaire
JALAN SULTAN SYAHRIR LAUT 150.000.000 2 Vennootschap PMDN
NOMOR 01 INDAH (CV)
257| RIDHA UTAMA BONTANG Commanditaire
JAYA JALAN KAPT PIERE TENDEAN KUALA 1.000.000 3 Vennootschap PMDN
NOMOR 11 (CV)
258| RUMAH BERSALIN BERBAS
AN'AM jl wr soepratman TENGAH 15.000.000 10 Yayasan PMDN
259| RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BELIMBIN
TAMAN HUSADA G 0 PMDN
KOTA BONTANG J1. S. Parman No. 1 BLU
260| SALSABILA
ADITYA MT. HARYONO NO.053 APL-APL 150.000.000 2 BLU PMDN
261| SAMPOERNA Commanditaire
MOTOR B%IX’;%NG 70.000.000 2 Vennootschap PMDN
Jl. Seruling (CV)
262| SAVIRA MULIA Commanditaire
TA&II}JTNG 20.000.000 2 Vennootschap | PMDN
JL. SELAT ROTE I (CV)
263| SEKAYU RAYA Commanditaire
?ggﬁgﬁ 150.000.000 2 Vennootschap PMDN
Jl. Denpasar No. 32 (CV)
264| SINAR MAHAKAM Perseroan
MEDIKA JL. PONGTIKU NO. 13 KANAAN 510.000.000 5 Terbatas (PT) PMDN
265| SINERGI TANJUNG Perseroan
PRIORITAS UTAMA | JL. SELAT GASPOR II NO. 49 LAUT 50.000.000 0 Terbatas (PT) PMDN
266| TESTINDO Perseroan
ENERGI SOLUSI Jl. Kalimantan Blok E Nomor 9 APL-API 15.000.000 6 Terbatas (PT) PMDN
267| TRI DAYA BERKAT| 51 qnoai Mahakam No. 121 KANAAN 500.000 2 Commanditaire PMDN
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SEJAHTERA Vennootschap
(V)
268| WASILAH CAHAYA Perseroan
GEMILANG JL. MT. HARYONO APL-APL 10.000.000 Terbatas (PT) PMDN
269| WINANDA DUTA GUNUNG Commanditaire
UTAMA ELAI 300.000.000 Vennootschap PMDN
J1. Kol No. 11 (CV)
270 WINARA ETAM BONTA NG Perseroan
MEDIA Jln. Seruling No. 74 BARU 5.000.000 Terbatas (PT) PMDN
271| ANNISA BERKAH | Jln. Brokoli Raya gang Brokoli 5 GUNUNG Perseroan
BUANA MANDIRI | No. 14 ELAI 1.000.000 Terbatas (PT) PMDN
272| AURA JAYA . TANJUNG Perseroan
BERSAUDARA Jalan Jendral Sudirman LAUT 1.000.000 Terbatas (PT) PMDN
273| BANGUN BUNGA Commanditaire
KENCANA J1. KS Tubun Gg. Bersama 2 No. | TANJUNG 600.000.000 Vennootschap PMDN
57 LAUT V)
274 ﬁi\ll\?DIfl%SIH J1. Soekarno Hatta RT 001 KANAAN 25.000.000 Yayasan PMDN
275| BONTANG TRANS | JALAN SELAT BADUNG NOMOR TANJUNG Perseroan
SERVICE 01 LAUT 1.150.000.000 Terbatas (PT) PMDN
276| BORNEO JAYA BERBAS Commanditaire
J1. Sultan Hasanuddin 1.000.000 Vennootschap PMDN
PANTAI V)
277 BORNEO NUSA JALAN AHMAD YANI GANG Perseroan
PRIMA ANGGAR I APLAPI 165.000.000 Terbatas (PT) PMDN
278| BORNEO BELIMBIN Commanditaire
NUSANTARA JL MANGGIS NO.18 BTN PKT G 1.000.000 Vennootschap PMDN
PRIMA (CV)
279| DAMAI Commanditaire
CEMERLANG JALAN BRIGJEN KATAMSO NO. GUNUNG 200.000.000 Vennootschap PMDN
02 TELIHAN (V)
280| DUA BERJAYA . BONTANG Perseroan
ABADI JL. MH. Thamrin No. 11 BARU 100.000.000 Terbatas (PT) PMDN
281| HESRIT BORNEO . Commanditaire
JAYA Jalgn AR Hakim Perum Lembah BELIMBIN 300.000.000 Vennootschap PMDN
AsriD 70 G (V)
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282| KARAWATU MULTI TANJUNG Commanditaire
PERKASA JL. SELAT BONE 1 No.70 7.500.000 2 Vennootschap PMDN
LAUT V)
283| KURNIAWAN GUNUNG
SANTOSO JL GUNUNG LATUK NO 01 BSD ELAI 5.000.000 1 Perorangan PMDN
284| LKP TOIBIN Badan Hukum
FAMILT'S J1. Kapal Selam 1 No. 13 RT 018 | LOKTUAN 385.000.000 5 (selain PT, PMDN
Yayasan dan
Koperasi)
285| LPK MULTI Badan Hukum
TRAINING J1. Pattimura No. 11 API-API 40.000.000 13 (selain PT, PMDN
Yayasan dan
Koperasi)
286 MASOED AMONG . BERBAS Perseroan
MITRO Jalan Sultan Hasanuddin PANTAI 50.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
287| MITRA JAYA Commanditaire
BERSAMA Jl. Slamet Riyadi nomor 07 LOKTUAN 420.000.000 4 Vennootschap PMDN
(CV)
288 | PERUSAHAAN
UMUM DAERAH .
ANEKA USAHA J1. RE. Martadinata No. 06 LOKTUAN 370.000.000 35 Perumda PMDN
DAN JASA
289 REKAYASA JL. KS TUBUN Gg. BASALT NO. BONTANG Perseroan
TEKNIK PRATAMA | 56 KUALA 500.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
290| RIFQI BERBAS Commanditaire
PASAR MALAM BERBAS BLOK A 65.000.000 2 Vennootschap PMDN
PANTAI (V)
291| SRI PRATAMA Jl. Sulawesi Blok E 14 Perum TANJUNG Perseroan
MANDIRI BTN-KCY LAUT 500.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
292| SRIKANDI . .
KAWASAN ]‘jl' ‘:‘n.lrznoma Kav. 79 Wisma KIE | qyntuNG 100.000.000 3 Tpfsfroa(‘g,r PMDN
INDUSTRI antai erbatas )
293| TAHTA INDONESIA TANJUNG Perseroan
MUDA Jalan Sutan Syahrir Nomor 01 LAUT 1.000.000 1 PMDN
Terbatas (PT)
INDAH
294| TREBCON Jalan Surabaya GUNUNG 60.000.000 2 Commanditaire PMDN
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MANDIRI UTAMA TELIHAN Vennootschap
(V)
295| ADZKIYA MANDIRI TANJUNG Commanditaire
JL. BELANAK NO. 28 500.000.000 2 Vennootschap PMDN
LAUT V)
296! ALMAHYRA Saleba Jalan Dewi Sartika, BONTANG Perseroan
BORNEO JAYA Nomor 08 KUALA 600.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
297| ARAY JAYA Commanditaire
J1l. Taman Siswa II KANAAN 2.000.000 2 Vennootschap PMDN
(CV)
298| ARIFINO ABDY JL A YANI NO 4 API-API 25.000.000 7 Perorangan PMDN
299| ARSY BONTANG BELIMBIN Commanditaire
SEJAHTERA Jalan AR. HAKIM NO. 47 G 300.000.000 0 Vennootschap PMDN
(CV)
300| ARSY MITRA BELIMBIN Commanditaire
MANDIRI Jalan AR HAKIM NO.47 G 300.000.000 0 Vennootschap PMDN
(V)
301| ATIRA KARYA Commanditaire
PERMATA JALAN RE. MARTADINATA LOKTUAN 500.000.000 2 Vennootschap PMDN
(CV)
302| BERDAYA
DINEGERI J1. Imam Bonjol TAIXLI]JTNG 100.000.000 10 Tpfsfma;r PMDN
SENDIRI erbatas (P1)
303 }]E?’I\];:ERIIQ{SIH MANDIRT| 51 Ir. H. Juanda Gang. Maluku 3 | TANJUNG 16.000.000 ) %Zﬁgiﬁgif;e PMDN
No. 32 RT. 006 LAUT R V) p
304| BINTANG GUNUNG Commanditaire
CEMERLANG J1. MH Thamrin ELAI 1.000.000 2 Vennootschap PMDN
PRIMA (CV)
305| BONTANG BERBAS Commanditaire
BORNEO Jl. Zamrud 10 No. 37 TENGAH 5.000.000 0 Vennootschap PMDN
INDONESIA (CV)
306| CAHAYA PARE Commanditaire
PERUMAHAN GREEN VILLAGE
UTAMA HARMONI BLOK G NO. 10 LOKTUAN 10.000.000 2 Venn;ag\t]?chap PMDN
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307| DUADAYA JAYA Commanditaire
PERKASA J1. Beringin No. 34 HOP I SATIMPO 200.000.000 2 Vennootschap PMDN
(V)
308| FADHILAH MEDIA BONTANG Commanditaire
PRATAMA JL. A. YANI NO. 10 780.000.000 3 Vennootschap PMDN
KUALA (V)
309| FAIRUZZAMAN BONTANG Commanditaire
PRATAMA JL. KS. TUBUN 800.000.000 3 Vennootschap PMDN
KUALA V)
310 GOZWA ABADI Commanditaire
Jalan Gendang 3 BONTANG 1.000.000 2 Vennootschap PMDN
BARU V)
311| HURABIE GUNUNG Commanditaire
MANDIRI Jl. Tarakan 2 No. 45 RT. 022 200.000.000 17 Vennootschap PMDN
TELIHAN V)
312| KALTIM NUSA TANJUNG
ANUGRAH JL. SUTAN SYARIR GANG IKAN LAUT 950.000.000 31 Perseroan PMDN
MAS Terbatas (PT)
INDAH
313| KSPPS BMT MITRA| jl. Parikesit PC06-113A Komplek .
AMANAH PTB SATIMPO 361.000.000 9 Koperasi PMDN
314| MEDIA TIGA TANJUNG Perseroan
KARYA JL. IR. JUANDA NO. 5 LAUT 40.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
o1 lg/lAligﬁ BUANA JL. KEJORA GANG WAKAP 3 BONTANG 100.000.000 ) (i/c:errr:rriz)aértlgé?;re PMDN
NOMOR 60 KUALA YV V) p
316| MEGA ENERGI Perseroan
INDOTAMA J1. Kapal Layar 5 LOKTUAN 767.000.000 6 Terbatas (PT) PMDN
317| MERAINDO MEDIA BONTANG Perseroan
PARTWARA JL. MULAWARMAN NO. 66 BARU 15.000.000 1 Terbatas (PT) PMDN
318| MITRA BAHARI BERBAS Commanditaire
MANDIRI JL. PANGANDARAN 350.000.000 1 Vennootschap PMDN
PANTAI (V)
319 MUSTHAFA BERBAS Commanditaire
MANDIRI Jl. Zamrud I No.18 15.000.000 2 Vennootschap PMDN
TENGAH V)
320 NANA ULFIANA JL. RE. Martadinata No.28 LOKTUAN 200.000.000 4 Perseroan PMDN
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BERSAUDARA Terbatas (PT)
321 NASYWA BERBAS Commanditaire
JL. RUBY NO. 17 360.000.000 Vennootschap PMDN
TENGAH V)
322| NESTA JAYA BERBAS Commanditaire
MANDIRI JL. MELAWAI NO. 03 500.000.000 Vennootschap PMDN
PANTAI V)
323| NUR AZIZAH TANJUNG Commanditaire
INDAH JL. BAWAL LAUT 1.000.000 Vennootschap PMDN
INDAH (CV)
324| PAIMIN JL. KS. TUBUN GG.PLN API-API 429.000.000 Perorangan PMDN
325| PIPOSS JAYA BERBAS Perseroan
GROUP Jln. Pangandaran No. 167 PANTAI 900.000.000 Terbatas (PT) PMDN
326| RUANG MEDIA BERBAS Perseroan
UTAMA JL. SELAT MALAKA TENGAH 5.000.000 Terbatas (PT) PMDN
327| SINAR UTAMA BONTANG Commanditaire
SEJAHTERA jalan kapten piere tendean KUALA 10.000.000 Vennootschap PMDN
INTERNASIONAL (CV)
328| TRI SAKA MANDIRI Commanditaire
Jalan Danau Tondano HOP 3 SATIMPO 500.000.000 Vennootschap | PMDN
No.38 (V)
329 WADAH MUDA Commanditaire
BERADAB Jl. Sion KANAAN 150.000.000 Vennootschap PMDN
(CV)
330| YAYASAN
PENDIDIKAN KOMP. GEREJA HKBP GUNUNG
NOMMENSEN JL.BHAYANGKARA NO.16 ELAI 15.000.000 Yayasan PMDN
HKBP BONTANG
331| ZHAFRAN ABADI TANJUNG Commanditaire
MANDIRI fé Pelabuhan III Gang Udang No LAUT 17.500.000 Vennootschap | PMDN
INDAH (CV)
332| ABDUL KARIM GUNUNG
JL. DENPASAR TELIHAN Perorangan PMDN
333| ANUGERAH JL. MT. Haryono Gg. Tennis 2 RT. : Commanditaire
TUNAS JAYA 37 No. 104 A APL-APL 110.000.000 Vennootschap PMDN
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(CV)
334| ARRA JALAN SULTAN HASANUDDIN BERBAS 15.000.000 %Ommart‘dlg’ure PMDN
GANG LOSARI 15 NO. 64 PANTAI R enn(ocov‘;'c ap
335| ARSISA TANJUNG Commanditaire
J1. Cumi-Cumi LAUT 100.000.000 Vennootschap PMDN
INDAH (CV)
336| BERKAH INSANI TANJUNG Commanditaire
MANDIRI JL. KENANGAN 250.000.000 Vennootschap PMDN
LAUT V)
337| CAKRAWALA
MEDIA J1. Mulawarman No. 14 RT. 010 B%IXE%NG 500.000.000 Tpfsfroag,r PMDN
KREASINDO erbatas (PT)
338| CITRA AKAWY GUNUNG Perseroan
PRATAMA JL.MT.HARYONO ELAI 150.000.000 Terbatas (PT) PMDN
339| GLORIA TEHNIK Commanditaire
UTAMA JALAN PERINTIS ,NO 39 KANAAN 15.000.000 Vennootschap PMDN
(V)
340| INDAH SIFFON BELIMBIN Commanditaire
J1I. BEKANTAN NO 20 BTN PKT G 10.000.000 Vennootschap PMDN
(CV)
341| INTAN PUTRI
SUNDORO JLMAWAR BLOK B-16 BTN PKT SATIMPO Perorangan PMDN
342| KARYA USAHA Commanditaire
BAROKAH J1. Urea LOKTUAN 5.000.000 Vennootschap PMDN
(CV)
343| MADINAH TANJUNG Commanditaire
SENTOSA JALAN PELABUHAN III 5.000.000 Vennootschap PMDN
LAUT V)
344 MARIO MEGA TANJUNG Perseroan
GEMILANG JALAN SELAT GASPOR I, NO.31 LAUT 25.000.000 Terbatas (PT) PMDN
345| OXY MITRA TANJUNG Commanditaire
MAHAKAM JL. SIDRAP. LAUT 150.000.000 Vennootschap PMDN
INDAH (CV)
346| PARADASE CAKRA| Jl. Catur Blok G Lantai 2 Nomor Perseroan
MEDIA 07 API-API 10.000.000 Terbatas (PT) PMDN
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347| PIJAR TIMUR TANJUNG Commanditaire
JL. Sutan Syahrir No.58 LAUT 200.000.000 Vennootschap PMDN
INDAH (CV)
348 SUMAKAL SUKSES GUNUNG Commanditaire
Perum Lembah Kencana Permai 30.000.000 Vennootschap PMDN
ELAI (V)
349| WISH MULIA Commanditaire
ABADI g‘fLAN A. YANI BLOK 00 Nomor API-API 75.000.000 Vennootschap PMDN
(CV)
350| ABICO TANJUNG Ccv/
ENGINEERING LAUT 10.000.000 Commanditaire PMDN
J1. Sultan Syahrir RT. 18 INDAH Vennootschap
351| ANAK BORNEO Ccv/
LOKTUAN 300.000.000 Commanditaire PMDN
jalan Kapal Pinisi II Gang 1 Vennootschap
352| ARIS SUGIARTO J1 Sultan Hasanudin Gg. Merah BERBAS
Delima 1 RT31 g TENGAH 179.000.000 Perorangan PMDN
353| AWAL MULIA TANJUNG Ccv/
MUNAZRIL J1. Belanak Rt. 021 No. 65 Rawa LAUT 50.000.000 Commanditaire PMDN
Indah INDAH Vennootschap
354| BERKAH USAHA Ccv/
BORNEO G%IEX%\I G 200.000.000 Commanditaire PMDN
J1. Kol No. 131 RT. 008 Vennootschap
355| BORNEOMANDIRI Ccv/
' GUIDNG | 105.000.000 Commanditaire | PMDN
Jl. Iman Bonjol Vennootschap
356| CAHAYA BELIMBIN cv /
ADVERTISING JALAN DR. CIPTO G 80.000.000 Commanditaire PMDN
MANGUNKUSUMO Vennootschap
357| DIGITAL POS Perseroan
MEDIA Jalan Tari Enggang Rt. 11, No. 39 GUNTUNG 10.000.000 Terbatas (PT) PMDN
358| GADIS BELIMBIN Ccv/
KHATULISTIWA J1. Gajah Blok SS-03 BTN PKT G 100.000.000 Commanditaire PMDN
RT. 23 Vennootschap
359| GALANG MITRA TANJUNG Cv/
PRATAMA JL. MAWAR 4 NO 102 RT 36 LAUT 10.000.000 Commanditaire PMDN
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Vennootschap
360| JAYA ANUGRAH Ccv/
PRATAMA JALAN PERINTIS NO 14,RT 06 KANAAN 30.000.000 2 Commanditaire PMDN
Vennootschap
361| JAYA RESKY . . Ccv/
gL Dewi Sartiia No.79 Perum RSO 2.000.000 1 Commanditaire | PMDN
Vennootschap
362| KARUNIA ABADI Cv/
JL. KAPAL LAYAR NO 45 RT 21 LOKTUAN 50.000.000 2 Commanditaire PMDN
Vennootschap
363| KHANA BERBAS Ccv/
BERSAUDARA JLN. SULTAN HASANUDDIN NO. PANTAI 5.000.000 0 Commanditaire PMDN
180 RT. 02 RW.00 Vennootschap
364| MAHAD
FITYATUNNAJAAH GUNTUNG 25.000.000 14 Yayasan PMDN
AL ISLAMIY JL. TARI ENGGANG
365| NAUFAL SURYA Ccv/
ABADI SATIMPO 71.000.000 2 Commanditaire PMDN
J1. Beringin Hop 1 No.66 Vennootschap
366| NAURAH Ccv/
%ﬁﬁ?ﬁls 500.000.000 3 Commanditaire PMDN
JL. KH. AGUS SALIM Vennootschap
367| NUR HASANAH J1 Sultan Hasanudin Gg Merah BERBAS
Delima 1 Rt31 No12 g TENGAH 153.000.000 1 Perorangan PMDN
368| RAFASYA BIHAN BERBAS Ccv/ o
JAYA PANTAI 250.000.000 3 Commanditaire PMDN
J1. Diponegoro No. 17 RT. 016 Vennootschap
369| RUMAH PINTAR Badan Hukum
KHAZANAH API-API 5.000.000 3 (selain PT, PMDN
Yayasan dan
JL. PANAHAN NO 3 RT 22 Koperasi)
370 RUSDYANNUR TANJUNG
LAUT 0 Perorangan PMDN
INDAH
371| SLOVENIA Jalan Cut Nyak Dien Perum Villa BONTANG Ccv/
CAHAYA ABADI R4 Blok Al No.4A Rt.008 BARU 21.000.000 2 Commanditaire PMDN
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Vennootschap
372| SUMPIT BORNEO | HOP 1 JL. CENDANA KOMPLEK Perseroan
NUSANTARA PT. BADAK NO. 48 RT. 020 SATIMPO 1.500.000.000 PMDN
RW.000 Terbatas (PT)
373| TELAGA ALAM BELIMBIN Ccv/
KALTIM J1. Pupuk Raya Perum Pesona G 500.000.000 Commanditaire PMDN
Bukit Sintuk Blok F2 No 18 Vennootschap
374| YUSA MANDIRI TANJUNG Cv/
LAUT 500.000.000 Commanditaire PMDN
JL. TONGKOL INDAH Vennootschap
375| ABDITAMA Ccv/
CORPORINDO API-API 250.000.000 Commanditaire PMDN
jalan tarakan LL 02 KCY Vennootschap
376| DWI PUTRA GUNUNG Ccv/
MANGGIHAN Jalan Balikpapan II, Nomor 030, TELIHAN 250.000.000 Commanditaire PMDN
RT 015 Vennootschap
377| ARITLINAWA Ccv/
API-API 15.000.000 Commanditaire PMDN
JL. CATUR BLOK A.6 RT.07 Vennootschap
378| ENERGI Ccv/
KALIMANTAN B%IXI};%NG 1.000.000 Commanditaire PMDN
ABADI Jl. Biola A No. 32B RT. 05 Vennootschap
379| INA BERSAUDARA GUNUNG Ccv/
jalan mayjen DI panjaitan rt 4 no ELAI 30.000.000 Commanditaire PMDN
44 A Vennootschap
380| ALIKA JAYA BONTANG Ccv/
PERSADA J1. DI Panjaitan GG. Piano 8 RT 2 15.000.000 Commanditaire PMDN
BARU
No 14 Vennootschap
381| YUDHA DHARMA BONTANG Ccv/
UTAMA Jl. Kapten Piere Tendean Gg. KUALA 15.000.000 Commanditaire PMDN
Batu Sahasa No.11 Vennootschap
382| PRISMATIC Ccv/
G%IEX%\I G 15.000.000 Commanditaire PMDN
JALAN DURIAN 3, RT. 45 Vennootschap
383| AMANAH RODA Ccv/
PRIMA JL. RE MARTADINATA RT 006 LOKTUAN 50.000.000 Commanditaire PMDN
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Vennootschap
384| BAYU ENERGY
SUPPLY JL. ARIF RAHMAN HAKIM BLOK BELgABIN 50.000.000 2 T;%r:far;)?;n PMDN
COOPERATION C NO 37 RT 051
385| BORNEO JAYA Jalan Arif Rahman Perum DL1 BELIMBIN 0 Perseroan PMDN
TRANSPORTASI NO 9 KOTA BONTANG G Terbatas (PT)
386 BORNEO MULTI Ccv/
PRIMA Jl. Ahmad Yani Perum. Halal API-API 250.000.000 2 Commanditaire PMDN
Square Blok. C1 Vennootschap
387| BUANA INTAN GUNUNG Cv/
GEMILANG Jalan Ir. Simon Tampubolon TELIHAN 1.000.000 1 Commanditaire PMDN
Nomor 100 HOP IV, RT 001 Vennootschap
388| CAHAYA BORNEO Cv /
MANDIRI API-API 150.000.000 3 Commanditaire PMDN
JL A YANI GG RAWA INDAH Vennootschap
389| CAHAYA Jl. RE Martadinata Pelabuhan Perseroan
NARENDRA JAYA | Laut Loktuan LOKTUAN 15.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
390| KUTIM PRIMA Ccv/
SN | 150.000.000 0 Commanditaire | PMDN
Jl. Tarakan 3 RT 22 Vennootschap
391| LIARA JAYA Ccv/
J1l. Awang Long Perum Villa R4 BES?\%EG 5.000.000 2 Commanditaire PMDN
Blok A4 No.06 Vennootschap
392| MATABA Cv /
ANUGERAH ILAHI LOKTUAN 5.000.000 2 Commanditaire PMDN
J1l. RE. Martadinata RT.03 Vennootschap
393| MONELLE JALAN CIPTO MANGUNKUSUMO BELIMBIN Perseroan
INDONESIA JAYA | RT 36 G 100.000.000 2 Terbatas (PT) PMDN
394| MULFA MEDIKA BERBAS Cv /
J1. Sultan Hasanuddin No. 34 RT. 40.000.000 14 Commanditaire PMDN
TENGAH
27 Vennootschap
395| NOER JAYA Ccv/
G%TK?I G 15.000.000 ) Commanditaire PMDN
JL. BROKOLI RT. 14 Vennootschap
396| RODA MAS J1. M. Effendi Blok A3 No. 05 RT. BELIMBIN 150.000.000 3 Cv /‘ . PMDN
36 G Commanditaire
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Vennootschap

397

SEEOIL LINES

TANJUNG

LAUT 15.000.000 2 Tif:fama;T PMDN
Jl. KS Tubun Gg Arwana I RT.17 | INDAH erbatas (PT)
398| SHAQEENA SINAR BERBAS Perseroan
INDONESIA J1. Gatot Subroto No.166 RT.24 PANTAI 80.000.000 4 Terbatas (PT) PMDN
399 SYAKAM JAYA CV/
B G 5.000.000 2 Commanditaire | PMDN
Jl. Batu Sahasa 3 No.23 RT.03 Vennootschap
TOTAL 422
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2.3. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan
Jika sebelumnya CSR adalah sebuah pemberian atas sikap

kedermawanan (philanthropy) atau sumbangan sukarela (voluntary)
dari perusahaan, maka sejak dikeluarkannya Undang-undang
no.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas terutama yang
tertuang pada pasal 74 yang menyatakan bahwa “ perseroan yang
menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan
sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggungjawab social dan
lingkungan” telah merobah paradigma CSR menjadi kewajban
(mandatory) perusahaan. Kewajiban ini adalah untuk memberikan
kontribusi social, budaya dan ekonomi terhadap masyarakat
sekitarnya. Kewjiaban ini tidak karena paksaan, akan tetapi atas
dasar nilai etis dan kewajiban moral bagi perusahaan atas
keberlangsungan perusahaan itu sendiri dan keberlangsungan
hidup bagi masyarakat sekitar yang berdampak hadirnya
perusahaan tersebut. Selain itu keberadaan perusahaan
diharapkan dapat melakukan berbagai aktivitas yang tidak hanya
baik untuk perusahaan tetapi juga baik untuk lingkungan sekitar.
Perusahaan dalam hal ini adalah pihak yang dipercaya/diberi
kepercayaan oleh masyarkat untuk mengelola sumberdaya alam,
dengan harapan dapat memberikan dampak yang positif bagi para
pemangku kepentingan, terutama masyarakat sekitar.

Lahirnya undang-undang perseroan tersebut, jika melihat
rentang waktu ke belakang sejak hadir dan beroprerasinya berbagai
perusahaan-perusahaan besar dan kecil yang bergerak dibidang
eksploitasi sumberdaya alam terutama di Daerah Kalimantan Timur
yang sudah berlangsung sejak tahun 1920an (sebelum merdeka)
hingga semakin pesat perkembangannya pada tahun 1980-an, bisa
dikatakan terlambat. Apalagi jika merujuk pada lahirnya konsepsi
dan perdebatan ilmiah tentang CSR sejak tahun 1930-an di
Amerika hingga masuk di Indonesia sejak tahun 1980-an hingga

tahun 2003. Meskipun disebut terlambat, akan tetapi lahirnya
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undang-undang perseroan adalah merupakan wujud niat baik dan
keberpihakan negara/pemerintah terhadap masyarakatnya. Bisa
dipastikan bahwa hadirnya undang-undang tersebut merupakan
respon terhadap berbagai kekurangan yang selama ini telah
berlangsung dan banyaknya pengalaman selama ini yang
menunjukkan bagaimana dampak aktivitas eksploitasi sumberdaya
alam yang hanya memberikan sedikit keuntungan bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat sekitarnya sementara juga terjadi maslah
lingkungan hidup yang menyertainya.

Meskipun telah menjadi sebuah kewajiban, namun pada
kenyataannya juga masih ada kecenderungan beberapa
perusahaan dalam prakteknya tetap mempraktekkan paradigma
lama tentang CSR. Mereka seringkali abai dari kewajiban etis dan
moral tersebut dengan tidak mempertimbangakan ataupun
melibatkan masyarakat sekitarnya dalam memutuskan berbagai
program dan kegiatan. Padahal secara teoritis dan konseptual,
pelibatan masyarakat merupakan bagian penting dari sebuah
proses pelaksanaan CSR secara efektif sebagaimana dikatakan oleh
Kartini, D ( 2009: 54), dan Ife (1995) .

Selain itu, pelaksanaan CSR yang telah berlangsung selama
ini lebih mengedepankan prinsip ekonomi dan charity semata
dimana pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek menjadi
prioritas. Padahal dalam pelaksanaan CSR tidak semata mata
menggunakan pendekatan welfare semata, akan tetapi juga harus
menggunakan pendekatan pengembangan dan pemberdayaan
(Eliot, 1987), yang lebih mengedepankan pembinaan masyarakat
desa sekitar operasional perusahaan yang harusnya juga bersinergi
dengan program-program pemerintah

Jika mencermati hasil kajian teoritis dan empirik tentang CSR
di atas, muncul kecenderungan bahwa dalam praktek CSR masih
bersifat top down dimana masyarakat sasaran tidak dilibatkan
(minim partisipasi) dalam pengambilan keputusan kegiatan dan

pelaksanaan. Selain itu, ada kecenderungan atau pengabaian
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budaya dan marginalisasi budaya local masyarakat dalam
pelaksanaan CSR. Kecenderungan lainnya adalah, kegiatan CSR
lebih cenderung bersifat charity dan terkesan sebagai pemadam
kebakaran saja atau pemberian sembako ketimbang pengembangan
dan penguatan kemandirian secara berkesinambungan pada
masyarakat, hingga abainya perusahaan dalam menjaga
keseimbangan dan kelestarian ekologis. Sebagaimana ditegaskan
oleh Crowther David (2008) bahwa selain nilai akuntabilitas dan
tranparansi dalam pelaksanaan CSR, nilai sustainability atau
keberlanjutan/kesinambungan sumberdaya alam juga perlu
menjadi pertimbangan.

Jika fenomena di atas dikaitkan dengan apa yang uraikan
oleh Ife (1995), terkait dengan prinsip-prinsip dalam pengembangan
masyarakat maka apa yang selama ini dilakukan oleh beberapa
perusahaan justru tidak menjalankan prinsip-prinsip tersebut.
Perusahaan lebih menekankan pada hasil ketimbang proses,
program bersifat parsial ketimbang integrated development dan
minimnya pelibatan masyarakat dalam penentuan dan pelaksanaan
program kerja dalam CSR. Terkait dengan hal ini, maka
perusahaan harus lebih bisa menjalankan prinsip-prinsip
pengembangan masyarakat dalam pelaksanaan CSR, dengan juga
mempertimbangkan nilai historis dan etik masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal itu, kegiatan bisnis suatu perusahaan di
daerah oleh masyarakat diharapkan memberi dampak ekonomi
melalui penciptaan pendapatan masyarakat dengan tersedianya
lapangan kerja, peluang berusaha karena perkembangan kemajuan
wilayah. Demikian pula harapan kegiatan Community
Developmenet juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara langsung dan dapat membangun kemandirian
masyarakat.

Dari data banyaknya jumlah perusahaan yang beroperasi di
Kota Bontang menunjukkan bahwa nantinya kegiatan CSR dengan

Community Developmen perusahaan sebagai pihak yang telah
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diberi kewenangan dan kepercayaan untuk mengelolan keberadan
sumberdaya alam didaerah juga akan semakin berkembang.
Namun demikian juga harus dipilah-pilah mana perusahaan yang
mengelola sumber daya alam dan yang tidak, karena sesuai aturan
maka perusahaan yang mengelola sumberdaya alam wajib
melakukan kegitan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial
perusahaan. Dari data menunjukkan pula banyaknya
desa/kampung yang di daerahnya terdapat beberapa perusahaan,
sehingga memungkinkan sata Desa akan mendapatkan prioritas
program pemberdayaan masyarakat lebih dari satu perusahaan.
Namun demikian hal itu wajar sebagai bentuk
kompensasi/kontribusi karena didaerahnya pasti muncul adanya
dampak lingkungan karena pengelolaan sumberdaya alam. Dengan
banyaknya suatu desa menerima program-program Pemberdayaan
masyarakat asumsinya masyrakat di daerah tersebut akan lebih
cepat menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri.
Keberadan perusahaan di daerah harapannya dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Perusahaan
dengan aktivitasnya untuk  memanfaatkan sumberdaya alam
sebenarnya adalah karena mendapatkan kepercayaan dari
pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga dalam hal ini,
pendekatan Stakeholders yang luas, bagi masyarakat dan
kepentingan pemerintah di daerah akan lebih bermakna dengan
memberikan prioritaskan pada kebutuhan masyarakatnya (local
community), dengan pendekatan kemanusiaan. Selanjutnya perlu
pengembangannya dengan pendekatan the development approach
untuk meningkatkan kemandirian serta keswadayaan masyarakat.
Lebih jauh lagi CSR akan lebih bermakna ketika dapat
berkontribusi nyata terhadap pembangunan di daerah. Dengan
demikian pendekatan the empowerment approach, merupakan hal
yang sangat bermakna karena diartikan sebagai pemberdayaan
masyarakat, terutama pemberdayaan bagi masyarakat miskin di

daerah.
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Berdasarkan pada data perusahaan yang ada di Kota Bontang
sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.1. Jumlah Badan Usaha
yang perizinanannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang
tahun 2020, maka dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Data Bentuk Badan Usaha
Badan Usaha di Kota Bontang yang ada berdasarkan data tahun

2020 dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu Perseroan Terbatas,
CV. Koperasi, dan Yayasan. Berikut disajikan data bentuk badan
usaha dan berbadan hukum, di Kota Bontang 2020, berikut ini:

Tabel 2.15. Data Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum di Kota
Bontang, 2020:

No Bentuk Badan Usaha Jumlah
(Perusahaan)

1 | Perseroan Terbatas (PT) 94

2 | Commanditaire Vennootschap (CV) 242

3 | Firma -

4 | Yayasan 10

S5 | Koperasi 8

6 | Perumda 1

7 | BLU 2

8 | Perorangan 11

9 | Bentuk Lain (tetap) 31
Jumlah 399

Sumber: Diolah Tim, 2021

Berdasarkan pada tabel ini, maka porsi

dalam persentase,

sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini:

Perusahaan BLU
2 Perorangan

11

Koperasi; 8

Yayasan; 10

Firma: O/

Perseroan

Bentuk Lain Terbatas (PT)

94

Commanditaire
Vennootschap
(CV); 242
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Data ini menunjukkan bahwa dari 399 perusahaan yang ada di
Kota Bontang dan memang izinnya diberikan oleh Pemerintah Kota
Bontang. Bahwa perusahaan dengan badan hukum berbentuk
Commanditaire Vennootschap (CV) menempati urutan pertama
karena terbanyak dari badan usaha lainnya, yaitu sebanyak 242
buah. Sedangkam Perseroan Terbatas (PT( merupakan badan usaha
berbadan hukum yang menempati urutan kedua yaitu sebanyak 94
buah. Dengan demikian maka kebijakan mengenai TJSLP Kota
Bontang, bagi Pemerintah Kota Bontang telah memiliki gambaran
mengenai rencana dan langkah apa saja yang seharusnya
dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut juga
merencanakan dan melaksanakan bina sosial dan lingkungan.

2. Data Badan Usaha berdasarkan Tempat beroperasi

Selanjutnya terkait dengan lokasi tempat dimana perusahaan itu
berlokasi baik dalam menjalankan usahanya atau sebagai temapt
berkantornya perusahaan tersebut. Untuk itu, maka dapat
disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16. Data Lokasi Perusahaan Berada di Wilayah Kota Bontang,

2020:
Kecamatan Kelurahan e
Perusahaan
Bontang Utara Bontang Kuala 25
Bontang Baru 28
Lok Tuan 33
Guntung 7
Gunung Elai 39
Api-Api 52
Jumlah 184
Bontang Selatan Tanjung Laut 51
Berebas Tengah 20
Berbas Pantai 19
Satimpo 17
Bontang Lestari 11
Tanjung Laut Indah 31
Jumlah 149
Bontang Barat Belimbing 34
Gunung Telihan 22
Kanaan 10
Jumlah 66
Jumlah 399

Sumber: Diolah Tim, 2021
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Berdasarkan pada tabel 2.16. di atas ini, maka persebaran
perusahaan di wilayah Kota Bontang di dominasi di wilayah
Kecamatan Bontang Utara sebanyak 184 perusahaan. Sedangkan
persebaran perusahaan per kelurahan terbanyak berada di
kelurahan Api-Api sebanyak 52 perusahaan.
3. Data Badan Usaha Berdasarkan Investasi/Modal

Terakhir dalam mengukur kegiatan pelaksanaan TJSLP di
wilayah Kota Bontang, maka perlu juga mengetahui sampai
seberapa besar modal atau investasi perusahaan-perusahan
tersebut. Agar lebih memudahkan dalam melakukan klaster
perusahaan tersebut, maka dilakukan klaster berdasarkan besaran
modal dalam kelipatan 1 berbanding 4, arti Rp.1.000.000.000,00
berkelipatan dibagi 4 jadi kelipatan Rp.250.000.000,00

Tabel 2.17.: Data Klaster Jumlah Modal/Investasi Perusahaan
Kota Bontang, 2020

No Skala Investasi Jumlah
Perusahaan
1 0 — Rp.250.000.000,00 324
2 | Rp.250.000.100,00 - Rp. 500.000.000,00 |37
3 | Rp.500.000.100,00 - Rp. 750.000.000,00 | 10
4 | Rp.750.000.100,00 — Rp.1.000.000.000,00 | 12
S | Rp.1.000.000.100,00 - lebih 16
Jumlah Perusahaan 399

Sumber: Diolah Tim, 2021

Ternyata setelah diolah data yang diperoleh dari perizinan
Kota Bontang, maka klaster modal dengan kelompok Nomor 1.
menempati urutan terbanyak yaitu sebanyak 324 perusahaan.
Untuk klater modal/investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ada sebanyak 16 perusahaan.
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ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  BAB Il

LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan beberapa perundang- undangan terkait
tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR dan kewenangan
Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan penyusunan
Peraturan Daerah terkait yang dimaksud terhadap beberapa
peraturan perundang undangan yang terkait. Evaluasi dan analisis
perundang- undangan yang terkait guna memperoleh formulasi dan
pedoman dalam menentukan konten baik asas, hak dan kewajiban,
kewenangan bagi ketentuan Rancangan Peraturan Daerah,
Sehingga diperoleh suatu produk yang bersinergi dan pola
harmonisasi yang optimal antara Peraturan Perundang- Undangan
dan Peraturan Daerah yang dimaksud.

Beberapa Peraturan Perundang- Undangan yang terkait yang
menjadi landasan yuridis bagi Rancangan Peraturan Daerah terkait
Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4297).

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724).
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756).

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia 5059)

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
perubahan terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5679).
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12. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573 )

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5294)

14. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5305).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per.
05/MBU/ 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik
Negara Dengan Usaha Kecil dan Progrma Bina Lingkungan.

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun
2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan sebagiamana telah mengalami perubahan pertama
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14
Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas
Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Perundang- Undangan diatas disajikan untuk menjadi bahan
evaluasi dan analisa dengan tepat guna berperan dari bagian
landasan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau nama lain yang
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sejenisnya atau CSR. Berikut penjabaran hasil evaluasi dan analisis

terhadap Perundang- Undangan tersebut :

3.1. Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI 1945
Ketentuan Pasal ini yang menentukan: Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang
tiap- tiap Provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang- Undang.
Kemudian wujud untuk melaksanakan otonomi daerah dan
asas desentralisasi seperti diatas maka, kita dapat melihat
makna dari Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
dan peraturan perundang- undangan pada Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan
terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menjelaskan:sebagai wujud menegakkan azas
desentraslisasi dan otonomi daerah maka, Pemerintahan
Daerah berhak menetapkan peraturan daerah yang memiliki
fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid,
legal certainty), sebagai fungsinya dalam kepastian hukum
dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-
syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana
dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus
terpelihara hubungan sistematika antara kaidah-kaidahnya,
kebakaun susunan dan bahasa, dan adanya hubungan
harmonisasi antara berbagai peraturan perundanga-undangan
dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) huruf p dari Undang-Undang
dimaksud bahwa kegiatan usaha Ulu yang dilaksanakan oleh
badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak
kerja sama dengan badan pelaksana wajib memuat ketentuan -
ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan
mengenai pemgembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan
hak- hak masyarakat adat. Pada pasal 40 ayat (5) Undang-
Undang yang dimaksud manyatakan Badan Usaha ikut
bertanggung jawab dalam mengembangkan dalam
pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis
dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam
meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan
pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada
umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-
pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap
memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber
daya ikan. Perikanan memiliki Undang-Undang tersendiri.
Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya
ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan
peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat
dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya
guna dan berhasil guna. Karena pada pasal 6 menjelaskan
terkait pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan
ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan
hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan
peran serta masyarakat. Dan pada pasal 53 merupakan metode
dalam pelestaraian perikanan dan lingkungan dengan metode
ilmiah dengan cara enelitian dan pengembangan perikanan

dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga
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swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan
pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta Hal ini tidak
terlepas pada peranan pada program TJSL.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

memaparkan  bahwa  setiap penanam modal wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang
dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan
menurut penjelasan pasal 15 huruf b Undang- Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah tanggung
jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman
modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat. Subyek dan Lingkup
penanaman modal itu sendiri adalaha perseorangan atau
badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat
berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal
asing (Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal. Pada pasal 16 Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
memaparkan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab
untuk menjaga kelestarian lingkngan hidup. Ini juga
merupakan bagian dari tanggung jawab social dan lingkungan.
Dalam hal penanaman modal tidak melakukan kewajibannya
untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
maka, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 Tentang Penanaman Modal dikenai sanksi administratif
berupa; a) peringatan tertulis,b) pembatasan kegiatan usaha,c)
pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal atau, d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penananman modal. Selain dikenakan sanksi administrative
penanam modal ketika tidak menerapakan program Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan atau kewajiban lainnya dapat
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dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraruan
Perundang- Undangan yang berlaku.
3.5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu
proses  perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar
sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara
ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan
manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya
hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-
jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu
karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber
daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut;
sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait
dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan
berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi
bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta
energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Dalam
ketentuan ini peranan otoritas, badan usaha dan masyarakat
diatur dalam pasal 63 dalam hal pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana tertuang dalam
pasal 63 dalam Undang- Undang yang berbunyi : Pemerintah
dan Pemerintah Daerah  berkewajiban memberdayakan
Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dan
Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat
melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil
guna.

Dalam wupaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan
Pemerintah  Daerah  mewujudkan, menumbuhkan, dan

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:a)
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pengambilan keputusan; b) pelaksanaan pengelolaan;c)
kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan
Pemerintah /Pemerintah  Daerah; d) pengembangan dan
penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup; e)
pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif
untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f) pemanfaatan dan
pengembangan teknologi yang ramah lingkungan; g) penyediaan
dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta h) pemberian
penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini
bertujuan agar tercipta hubungan Perseroan yang serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) menyatakan
kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan
yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran. Dalam Undang- Undang ini
memaparkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah
tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,
dan budaya masyarakat setempat Tanggung jawab sosial dan
lingkungan merupakan kewajiban Perseroan dimana untuk
melaksanakannya harus dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan

tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan.
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Kemudian pada ayat (3) menyebutkan Perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih
lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Terdapat 2 jenis konsep CSR,
yaitu dalam pengertian luas CSR bukan hanya terkait soal
tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas
perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia
internasional.”s

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial

Produk hukum bernilai responsive yang bertujuan mengatur
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya. Karena dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak
terlantar. Pada Pasal 25¢ Undang- Undang 11 tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial, dimana Tanggung jawab
Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan social
berupa Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia
usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan

75 Penjelasan; Pada Ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan terbatas dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal. Kedua Undang- Undang tersebut hanya menyebutkan adanya kewajiban bagi
penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab social sebagai kompensasi atas
beroperasinya bisnis sebuah perusahaan. Pengaturan detail tentang apa, siapa, kapan
dan bagaimana dan dalam bentuknya. Sehingga implementasi dari ketentuan diatas
belum diatur secara tegas terkait tanggung jawab social dan Lingkungan di saat itu.
Oleh karean itu perlu dibentuk peraturan turunannya guna menjalankan operasional
bagi kedua undang- undang tersebut.

Page | 134



rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban
negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan
dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Terkait
salah  satu subyek hukum yang Dberperan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan social, tercantum Pada pasal 38
ayat 2 huruf g dalam Undang-Undang dimaksud yaitu badan
usaha.Dimmana pada pasal 40 pada undang undang yang
dimaksud menyatakan peran badan usaha  dalam
penyelenggaraan kesejahteraan soasil dilakukan sebagai
tanggung jawab social dan lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan. Badan usaha sendiri tidak
akan bisa melakukan hal ini secara mandiri kalau tidak
dipandu oleh otoritas sendiri yaitu Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah. Oleh karena tidak ada alasan atau
merasa tidak memiliki peran apapun untuk tidak dan bahkan
menunda program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan
dengan alasan keterbatasan dana atau tidak ada yang bisa
berperan dalam hal yang dimaksud. Mengingat pada pasal 36
ayat 1 huruf d dari Undang- Undang yang dimaksud
memaparkan sumber pendanaan Penyelenggaraan
kesejahteraan social berasal dari dana yang disisihkan dari
badan usaha sebagai kewejiban dan tanggung jawab social dan
lingkungan. menurut Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas
luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan,
organisasi sosial  kemasyarakatan, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, badan wusaha, lembaga
kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial
asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan. Sebab permasalahan kesejahteraan
sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada

warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan
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dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan
sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang
mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak
dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang
terarah, terpadu, dan Dberkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk
pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam Pasal 22 dari Undang- Undang dimaksud, bahwa “Setiap
usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”
Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga
kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin perlindungan
atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,
dan seterusnya. Sudah jelas sekali bahwa lingkungan hidup
harus dijaga. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan
Hidup telah memberlakukan Audit PROPER (Program Penilaian
Peningkatan Kinerja Perusahaan). Untuk meningkatkan
penilaian yang dimaksud maka, pada pasal 68 dari Undang-
Undang yang dimaksud memberikan pedoman dalam
melaksanakan kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan
tetap baik, terjaga lestari dan tidak rusak, merodenya dengan
membankan kepada satipa orang yang melakukan usaha dan .
atau kegiatan berkewajiban seperti :
a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat,

terbuka dan tepat waktu;
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b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
c. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup
dan /atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan makna bahwa pengelolaan
lingkungan tidak mampu hanya dilakukan sepihak saja, karena
lingkungan terdiri dari berbagai komponen-komponen
kehidupan yang saling ketergantungan satu dengan lainnya,
yaitu :manusia, tumbuhan/tanaman, hewan, tanah, air, udara,
logam mikroorganisme, batu dan lainnya. Oleh karena itu ketika
ketentuan dimaksud memparkan pentingnya menjaga fungsi
keberlangsungan lingkungan, berarti menjaga keberlangsungan
hidup lingkungan dimaksud. Hal ini tidak bisa dipungkiri
adanya keterlibatan masyarakat dan orang yang melakukan
usaha yang menjadi pihak yang domain untuk menjaganya.
Metode yang patut untuk diwujudkan yaitu adanya consensus
yang berwibawa, bermoral dan beradab pada runag lingkup
setempat guna mengendalikan keadaan lingkungan sekitar agar
tetap terjaga.

3.9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan Pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu kewenangan yang sangat
penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan
peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di
tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan

yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat
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memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat. Dalam pasal 14
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi
muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih
lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, maka
Peraturan Daerah juga tidak lepas dari kewajiban untuk
mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku tersebut, karena dengan
adanya kaidah-kaidah tersebut akan membuat Peraturan
Daerah jelas dan tepat pengaturannya serta dapat berlaku
secara efektif dalam penerapannya. Keberadaan suatu
Peraturan Daerah yang tidak tumpang tindih dengan peraturan
yang lebih atas atau sederajat akan menimbulkan kepastian
hukum  yang  berakibat pada  tertibnya  kehidupan
bermasyarakat di daerah. Dalam membentuk Rancangan
Peraturan daerah tentang Penanaman Modal perlu melakukan
evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan materi yang diatur dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan.

3.10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
Undang-Undang ini memiliki dasar pertimbangan bahwa
pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam
rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui
pembangunan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan
dan kemampuan sumber daya yang tangguh, pembangunan
industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur
Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan
mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta

mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah
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Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional yang Dberlandaskan pada
kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
dengan mengutamakan kepentingan nasional. Adapun salah
satu konsep yang dibangun dalam Undang- Undang ini adalah
yang tertuang pada Pasal 1 ayat 3 yaitu Industri Hijau, yakni
Industri yang dalam proses produksinya memprioritaskan
usaha efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya
dengan berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketentuan pasal 1 ayat 3 tersebut secara tersirat adanya peran
eksternal industri dalam partisipasi manjaga keberlangsungan
kehidupan social dan masyarakat. Ketentuan ini bersifat
responsive, karena tidak terlepas adanya keterlibatan
pemerintah setempat, pengusaha dan masyarakat dalam
membentuk program tanggung jawab social dan lingkungan.
Karena tujuan dari undang- undang yang dimaksud juga
memiliki nilai responsive yaitu besarnya peranan dan
perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan industri
pada Pasal 3 pada huruf d dan g dari Undang- Undang yang
dimaksud menyatakan, perlunya mewujudkan kepastian
berusaha, persaingan yang sehat, mencegah pemusatan atau
penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan
yang merugikan masyarakat; dan meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Seperti hal
yang sudah disampaikan diatas bahwa peranan otoritas selaku
pemegang kendali dalam pembangunan ekonomi maka, Pada
Pasal 43 dari Undang-Undang yang dimaksud memaparkan
bahwa otoritas dan otoritas memfasilitasi pengembangan dan
pemanfaatan kreativitas dan inovasi daerah, masyarakat dalam
pembangunan Industri. Pengembangan dan pemanfaatan

kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud
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dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau
kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan
inovasi masyarakat otoritas dan otoritas daerah melakukan:
penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam
berkreativitas dan berinovasi; pengembangan sentra Industri
kreatif; pelatihan teknologi dan desain; konsultasi, bimbingan,
advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
khususnya bagi Industri kecil; dan fasilitasi promosi dan
pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.
Dan pada Pasal 116 dari Undang- Undang ini menyatakan
Masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan dari
dampak negatif kegiatan usaha Industri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa
dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha,
dukungan semua pihak akan lebih cepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya
bangsa Indonesia. Meskipun dalam setiap tujuan pembangunan
akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.
Mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional tidak hanya
dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi
pemerintah daerah juga mempunyai peran yang sangat penting
dalam setiap proses mempercepat pertumbuhan nasional,
karena pemerintah daerah juga yang menjadi penyumbang
devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Mewujudkan negara yang mandiri dan sejahtera maka negara
harus memiliki banyak pendukung, selain wusaha kecil
menengah dan makro yang sudah diuraikan di atas, maka
negara juga harus memiliki berbagai 66 terobosan baik secara
nasional maupun pada skala yang lebih kecil yaitu provinsi dan

kab/kota. Karena dengan terobosan-terobosan ini yang akan
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memberikan jalan bagi negara untuk dapat membuka jalan bagi
pemerintahan di daerah dapat mengembangkan potensi yang
ada pada daerah tersebut. Daerah (Provinsi, Kota/kabupaten)
merupakan ujung tombak terlaksananya pembangunan, dan
untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Daerah memiliki
peran yang sangat vital dalam perwujudan kemakmuran,
karena daerahlah yang memiliki potensi-potensi, baik sumber
daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari daerah juga
potensi pembangunan harus di mulai. Untuk menuju
pembangunan daerah yang maju, berkualitas, memiliki
lapangan pekerjaan dan bisa memanfaatkan sumber daya
manusia yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya
bagi para investor yang akan menanamkan modal ke daerah
tersebut

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk
menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka
penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru
sehingga mampu mendorong pengembangan koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan meningkatkan
perekonomian nasional. Metode mempertahankan perkonomian
nasinal ini akan baik ketika investasi menjadi pendorongnya
untuk meningkatkan dunia usaha pada koperasi dan UMKM.
Oleh karena itu pada bagian Sembilan Dana alokasi Khusus,
bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan
Jasa, dan system / Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan
dan Inkubasi padapasal 102 dalam Undang- Undang ini
mengatur terkait program TJSL yang merupakan penghubung
dan pendorong iklim usaha koperasi dan UMKM, Kemudian
dalam bagian kelima Perseroan terbatas Pasal 109 Dalam
Undang- Undang ini mengubah ketentuan yang ada dalaam

pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Perseroan Terbatas, dimana
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3.13.

3.14.

pengertian dari TJSL adalah Komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan
guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial
cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih
banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi
sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses
sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai
akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia,
peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah,
terpadu, dan Dberkelanjutan baik yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat pasal 51
menjelaskan bahwa badan usaha merupakan bagian dari unsur
masyarakat yang mendukung penyelenggara kesejahteraan
social. Sehingga penyelengaraan dimaksud mengalami
kemudahan untuk dapat menikmati kehiduoan yang layak bagi
kemanusiaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang- Undang
tentang Penanaman Modal. Permasalahan dari Peraturan
Pemerintah ini yakni, TJSL dilaksanakan oleh Direksi
berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah

mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum
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Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar
perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat
rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam
laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan
kepada RUPS. Pada Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012
berbicara Kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan
terhadap aspek beban keuangan daerah hampir tidak ada
karena peraturan yang dibuat hanya untuk mengatur sistem
mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
dengan mekanisme pelaporan. Jadi ketika perusahaan
memiliki andil besar dalam perusakan lingkungan sekitar,
maka perusahaan harus mengubah pola pikir mereka yang
awalnya hanya memperhatikan besaran laba tiap tahun
dengan mulai memperhatikan lingkungan sekitar yang menjadi
sumber daya utama perusahaan.

Tantangan terbesarnya adalah kesediaan perusahaan
mengeluarkan sejumlah biaya yang dialokasikan untuk
perbaikan lingkungan maupun melestarikan lingkungan itu
sendiri. Faktanya, tidak semua perusahaan bersedia
mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya lingkungan
tersebut, karena biaya tersebut secara otomatis akan
mengurangi besaran laba yang diperoleh sehingga akan
berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Penurunan
laba ataupun peningkatan rugi bersih yang dikhawatirkan
para pebisnis secara tidak langsung berdampak buruk pada
kelangsungan posisi keuangan perusahaan dan eksistensi
perusahaan.

Walaupun Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang
TJSL berbicara pembantuan secara khusus mengenai CSR
tetapi jika dikaji seksama substansi Peraturan Pemerintah ini
setidaknnya belum merinci dengan jelas mengenai jumlah dan

peruntukan CSR yang menjadi kewajiban dari perusahaan.
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Kekurangan tersebut tidak hanya pada peraturan pelaksana
saja bahkan undang-undang yang mendelegasikannya yaitu
Undang- Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang- Undang No 40
Tahun 2007 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal
tersebut kecuali peraturan lain yang terkait dengan
BUMN.Karena tidak ditentukan tersebut maka hal ini dapat
membuka peluang bagi “perusahaan yang kurang peduli”
untuk tidak tepat semestinya dalam pelaksanaan dan
pelaporannya.

3.15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan
Usaha Milik Daerah
Dengan tidak berlakunya Undang-Undang S5 tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Daerah diatur
dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama
baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD
merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan
untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan
umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan
berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Badan Usaha
Milik Daerah dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu
birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak
memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan
masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi
yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara
menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki
fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD
tidak fokus terhadap misi utamanya. Dan terus terang

sepertinya BUMD memang hanya seperti itu, tidak pernah
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3.16.

memberi laba dan manfaat kepada masyarakat luas. Oleh
karena itu dalam pasal 92 ayat 3 d dalam Peraturan
Pemerintah ini diharapkan BUMD didorong sepenuhnya untuk
memiliki kesadaran akan tanggung jawab social terhadap
pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di
sekitar BUMD Dengan membuktikan adanya laporan tahunan
BUMD sesuai dengan pasal 98 ayat 1c terkait pelaksanaan
TJSL dengan menyisihkan sebagian laba bersih yang
dipergunakan bagi TJSL pada pembinaan usaha mikro , usaha
kecil, dan koperasi. Padahal untuk mendorong pembangunan
daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai
perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha
swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang
kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha
kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi
sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik
dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
PER/05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN
dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
sebagaimana terkahir diubah dengan Peraturan Menteri
BUMN Nomor :Per -08/ MBU/2013

Peraturan ini mengatur mengenai kewjiban perusahaan

perseroan, perusahaan umum dan Perseroan Terbuka, dimana
pasal 2 pada peraturan yang dimaksud memaparkan, bahwa
persero dan perum wajib melaksanakan program kemitraan
BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Pada
Perseroan Terbuka dapat melaksanakan program kemitraan
BUMN dengan usaha kecil dan mikro serta program bina
lingkungan dengan berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham disingkat “RUPS”. Pada Pasal 6 pada peraturan
dimaksud dipaparkan bahwa program kemitraan BUMN
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3.17.

dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan
kemampuan.

Dari analisis sejumlah Peraturan yang disampaikan maka, ada
beberapa hal yang perlu dijabarkan secara singkat dari
sejumlah ketentuan diatas terutama hal hal yang belum dan
yang perlu diatur sebagai bahan pada ketentuan dalam
Peraturan daerah nantinya selama masih bagian kewenangan
Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3
Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan terbatas Serta Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan sebagiamana telah mengalami
perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perseroan terbatas Serta Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Perusahaan dalam melaksakan kegiatan usaha tidak hanya
berorientasi pada keuntungan semata, perusahaan memiliki
tanggung jawab social dan lingkungan guna meningkatakan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi
masyarakat dan menjaga performa perusahaan itu sendiri,
Guna mewujudkan hal itu maka kegiatannya harus bersinergi
dengan program pembangunan pemerintah daerah Kalimantan
Timur yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan
Pemerintah daerah melalui pendekatan singkronisasi program,
baik antar perusahaan maupun dengan pemerintah
kabupaten/kota serta pembentukan kelembagaan dan
pengoptimalan peran kelembagaan tersebut terkait dengan
fungsi kordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan program dan
pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi. KArena pada
pasal 10 pada Peraturan Daerah ini memaparkan bahwa
Peran Pemerintah Kota Bontang sebagai bagian tim pelaksana

atau tim kordinasi pelaksana dalam melaksanakan TJSL

menerima rencana program dan laporan pelaksanaan TJSL
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tahunan yang diwajibkan kepada perusahaan. Sebelum
menyusun program TJSL oleh perusahaan maka, pada pasal
15 dalam Peraturan Daerah ini menyampaikan bahwa
Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas
pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan
rencana program TJSLP oleh Tim Pelaksana kepada

perusahan-perusahaan serta model pengawasan yang dibuat.
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Berikut ulasan analisis terhadap Peraturan Perundang Undangan terkait:

Tabel 3.1 Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

No | Perundang- Undangan Karekteristik Ketentuan Hal Yang Perlu diatur dalam Peraturan
Daerah
1 | Undang- Undang Nomor | ketentuan mengenai pengembangan | ¢ TJSL diselenggarakan dengan prinsip
22 Tahun 2001 tentang | masyarakat sekitarnya dan jaminan hak- hak :kesetiakawanan, keadilan, kemanfataan,
Minyak dan Gas Bumi, masyarakat adat. Pada pasal 40 ayat (5) keterpaduan, kemitraan, keterbukaan,
Undang- Undang yang dimaksud manyatakan akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas,
Badan Usaha ikut bertanggung jawab dalam aksesbilitas, berwawasan lingkungan dan
mengembangkan dalam pengembangan keberlanjutan.

lingkungan dan masyarakat sekitarnya. e Maksud dan tujuan TJSLP:
meningkatkan kesadaran,kepastian
2 | Undang-Undang Nomor | e setiap penanam modal wajib melaksanakan terarah, terintegrasi, meningkatkan

25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.

tanggung jawab sosial dan
lingkungan.

e tanggung jawab yang melekat pada setiap
perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan  hubungan yang  serasi,
seimbang dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat
setempat.

e Subyek dan Lingkup penanaman modal itu
sendiri adalaha perseorangan atau badan
usaha yang melakukan penanaman modal
yang dapat berupa penanaman modal dalam
negeri dan penanam modal asing

e penanaman modal tidak melakukan
kewajibannya untuk melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan maka,

kualitas dan hubungan baik dengan
seluruh  aspek.Program TJSLP yang
dijalankan oleh perusahaan di Kota
Bontang dapat berbentuk; pemberdayaan

masyarakat, kemitraan, bina
lingkungan,donasi, promosi, beasiswa
berprestasi. Program ini guna
memulihkan atau meningkatkan

keberadaan masyarakat umum, adat dan
alam agar mampu meningktakan kualitas
lingkungan hidup pemukiman umum,
pesisir/ nelayan, ketahanan pangan
umum/ tradisional baik kebutuhan
sendiri maupun dikomersialkan, menjaga
harkat dan martabat sesuai dengan nilai-
nilai kearifan local.
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sanksi administrative

Undang-Undang
40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

Nomor

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan
agar tercipta hubungan Perseroan yang

serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat.

Biaya perseroan yang pelaksanaannya

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran.

melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai

dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat.
biaya Perseroan yang pelaksanaannya

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat
dalam laporan tahunan Perusahaan.
Perseroan yang tidak  melaksanakan
kewajiban sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang terkait.

e Secara teknis Lingkup TJSLP meliputi :
a.Perencanaan yakni Program,;
(Pemberdayaan masyarakat, kemitraan,
UMKM, Bina Lingkungan, Donasi,
Promosi) dan  Pembidangan TJSLP;
pendidikan kesehatan, olah raga, seni
budaya dan pariwisata, kesejahteraan
social, usaha ekonomi rakyat,
keagamaam, perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup,
pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, kelautan dan perikanan,
enrgi baru terbarukan, kdaruratan,
pendampingan umum, infrastruktur
dan biang lainnya untuk meningkatkan
kulaitas hidup masyarakat.
b.Pelaksanaan, yakni: perusahan
pelaksana TJSLP, Forum TJSLP,
mekanisme, cara penerapan, hak dan
kewajiban perusahaan, penghargaan.
c. Pengawasan dan
e Pelaporan
e Pencantuman Sanksi Administrasi yang
dibuat dalam ketentuan Raperda ini
dapat dalam betuk tegutran dan
peringatan tertulis.
e Pembiayaan
e Peran Serta Masyarakat

Undang-

11

tentang

produk hukum bernilai responsive ini yang
bertujuan mengatur kondisi terpenuhinya
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Kesejahteraan Sosial

kebutuhan material, spiritual, dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Terkait salah satu subyek hukum yang
berperan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan social, yaitu badan usaha.
Badan wusaha sendiri tidak akan bisa
melakukan hal ini secara mandiri kalau
tidak dipandu oleh otoritas sendiri yaitu
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
Pendanaan Penyelenggaraan kesejahteraan
social berasal dari dana yang disisihkan dari
badan usaha sebagai kewejiban dan
tanggung jawab social dan lingkungan.

peran masyarakat yang seluas luasnya, baik

perseorangan, keluarga, organisasi
keagamaan, organisasi sosial
kemasyarakatan, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi profesi, badan
usaha, lembaga kesejahteraan  sosial,
maupun lembaga kesejahteraan sosial asing
demi terselenggaranya kesejahteraan sosial
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
bentuk pelayanan sosial guna memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara, yang
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meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan
sosial.

Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan
hidup wajib memiliki amdal.”

perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian
fungsi lingkungan hidup, menjamin
perlindungan atas lingkungan hidup sebagai
bagian dari hak asasi manusia, dan
seterusnya.

Memberlakukan Audit PROPER (Program
Penilaian Peningkatan

Memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup secara benar, akurat, terbuka dan
tepat waktu;

Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan
hidup;

Mentaati ketentuan tentang baku mutu
lingkungan hidup dan /atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Undang- Undang ini memberikan makna
bahwa pengelolaan lingkungan tidak mampu
hanya dilakukan sepihak saja, adanya
keterlibatan masyarakat dan orang yang
melakukan usaha yang menjadi pihak yang
domain untuk menjaganya.

Metode yang patut untuk diwujudkan yaitu
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adanya consensus yang berwibawa, bermoral
dan beradab pada runag lingkup setempat
guna mengendalikan keadaan lingkungan
sekitar agar tetap terjaga.

Undang- Undang Nomor
3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian.

konsep yang dibangun yakni Industri yang
dalam proses produksinya memprioritaskan
usaha efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
sumber daya dengan berkelanjutan sehingga
mampu menyelaraskan pembangunan
Industri dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta dapat memberikan
manfaat.

Ketentuan ini bersifat responsive, karena
tidak terlepas adanya keterlibatan
pemerintah  setempat, pengusaha dan
masyarakat dalam membentuk program
TJSL

Karena tujuan dari undang- undang yang
dimaksud yaitu besarnya peranan dan
perlindungan kepada masyarakat dari
dampak kegiatan industry

perlunya mewujudkan kepastian berusaha,
persaingan yang sehat, mencegah
pemusatan atau penguasaan Industri oleh
satu kelompok atau perseorangan yang
merugikan masyarakat; dan

meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat secara
berkeadilan.

otoritas dan otoritas daerah memfasilitasi

Page | 152




pengembangan dan pemanfaatan kreativitas
dan inovasi daerah, masyarakat dalam
pembangunan Industri.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas
dan inovasi masyarakat sebagaimana
dimaksud dilakukan dengan
memberdayakan budaya Industri dan/ atau
kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai
upaya untuk menciptakan dan memperluas
lapangan kerja dalam rangka penurunan
jumlah pengangguran dan menampung
pekerja baru sehingga mampu mendorong
pengembangan koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah dengan tujuan
meningkatkan perekonomian nasional

bagian kelima Perseroan terbatas Pasal 109
Dalam Undang- Undang ini mengubah
ketentuan yang ada dalaam pasal 1 ayat 3
Undang- Undang Perseroan Terbatas,
dimana pengertian dari TJSL adalah
Komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan
guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.

Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2012

Diperlukan adanya upaya terarah, terpadu,
dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh
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Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah, pemerintah  daerah  dan
masyarakat

Badan usaha merupakan bagian dari unsur
masyarakat yang mendukung penyelenggara
kesejahteraan social. Sehingga
penyelengaraan dimaksud mengalami
kemudahan untuk  dapat menikmati
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas

TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan
rencana kerja tahunan perseroan setelah
mendapat persetujuan Dewan Komisaris
atau Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar
perseroan.

Adanya Rencana kerja tahunan perseroan
tersebut memuat rencana kegiatan dan
anggaran yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan TJSL.

Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam
laporan tahunan perseroan dan
dipertanggung jawabkan kepada RUPS.
Tantangan terbesarnya adalah kesediaan
perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya
yang dialokasikan untuk perbaikan
lingkungan maupun melestarikan
lingkungan itu sendiri.

substansi Peraturan Pemerintah ini
setidaknnya belum merinci dengan jelas
mengenai jumlah dan peruntukan CSR yang
menjadi kewajiban dari perusahaan.
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Undang- Nomor 25 Tahun 2007 dan
Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tidak
menyebutkan secara eksplisit mengenai
TJSL hal tersebut kecuali peraturan lain
yang terkait dengan BUMN, Karena tidak
ditentukan tersebut maka hal ini dapat
membuka peluang bagi “perusahaan yang
kurang peduli” untuk tidak tepat semestinya
dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

10

Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017
Tentang Badan  Usaha
Milik Daerah,

BUMD didorong sepenuhnya untuk memiliki
kesadaran akan tanggung jawab social
melalui laporan tahunan BUMD
Menyisihkan sebagian laba bersih yang
dipergunakan bagi TJSL pada pembinaan
usaha mikro , usaha kecil, dan koperasi.

11

Peraturan Menteri
Negara BUMN Nomor
PER/05/MBU /2007
tentang Program
Kemitraan BUMN
dengan Usaha Kecil dan
Program Bina
Lingkungan

persero dan perum wajib melaksanakan
program kemitraan BUMN dengan usaha
kecil dan program bina lingkungan. Pada
Perseroan Terbuka dapat melaksanakan
program kemitraan BUMN dengan usaha
kecil dan mikro serta program bina
lingkungan dengan berpedoman pada
ketentuan yang ditetapkan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
disingkat “RUPS”.

Dari analisis sejumlah Peraturan yang
disampaikan maka, ada beberapa hal yang
perlu dijabarkan secara singkat dari
sejumlah ketentuan diatas terutama hal hal
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yang belum dan yang perlu diatur sebagai
bahan pada ketentuan dalam Peraturan
daerah nantinya selama masih bagian
kewenangan Pemerintah Daerah.

12

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 3 Tahun
2013 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan
terbatas Serta Program
Kemitraan dan Bina
Lingkungan

perusahaan memiliki tanggung jawab social
dan lingkungan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan masyarakat dan
performa perusahaan.

Bersinergi dengan program pembangunan
pemerintah daerah  Kalimantan Timur,
pemerintah kabupaten/ kota.

Penyusunan program dan pelaksanaan
serta pengawasan dan evaluasi serta
Pemerintah Daerah menyampaikan program
skala prioritas pembangunan daerah sebagai
bahan dalam penyusunan rencana program
TJSLP.
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LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAB IV

PERUSAHAAN

Menurut Bagir Manan, suatu peraturan perundang-undangan
yang baik setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yakni:76
4.1. Dasar Filosofis

Tanggung jawab social korporasi dari segi ontology
termasuk objek yang terserap oleh pengamatan indrawi dengan
manusia sebagai objek formal beserta kehiatan interaksinya eksis
dalam ruang dan waktu. Adapun objek materinya adalah dunia
kegiatan tanggung jawab social. Dari segi epistimologi menggarap
segala sesuatu berkenaan dengan kegiatan tanggung jawab social
sebagai pengamatan empiric, dengan pola pikir yang
menggunakan metode reflektif, yaitu cara deduktif dan induktif
silih  berganti. Dari segi aksiologi, sasarannya adalah
mewujudkan yang didambakan oleh objek formalnya yaitu
manusia sebagai subjek dan objek dalam kegiatan tanggung
jawab social korporat yang multidimensional.

Secara Ontologis, bahwa setiap masyarakat selalu
mempunyai cita hukum (rechtsidee) yaitu apa yang mereka
harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan,
ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Rechtidee tersebut
tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk,
pandangan mereka mengenai hubungan individual dan
kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita,
tentang dunia gaib dan lain sebagainya Semuanya ini bersifat
filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau
hakekat sesuatu. Hukum yang terkandung dalam cita bangsa,
diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai

sarana yan melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana

76Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta,
1992, hlm. 39.
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mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini
ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sistem nilai tersebut telah
terangkum secara sistematik dalam satu rangkuman baik berupa
teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi
seperti Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh
sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-
nilai yang mempakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam
hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung
nilai keadilan yang hams terwujud dalam kehidupan bersama
(kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh
hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan
manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain,
manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta
hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sehingga menueut penulis, secara epitomologis perlu ada
metode dalam mewujudkan nilai- niolai diatas melalui
pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan
harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum
atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap
pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan
sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguhrechtsidee
yang terkandung dalam Pancasila. setiap subjek hukum di
Indonesia baik naturlijk persoon maupun Recht persoon
diwajibkan untuk bersikap adil sehinga tidak terjadi
kecemburuan antara satu dengan yang lain.

Secara aksiologis, Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan merupakan contoh konkret pelaksanaan
keadilan bagi masyarakat di Kota Bontang, mengingat

perusahaan yang menjalankan kegiatan di Kota Bontang
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perlu untuk berbagi dengan lingkungan dan masyarakat
sekitar mengingat masih sangat banyak pihak- pihak khususnya
masyarakat yang ada dikawasan ©pesisir/ nelayan dan
masyarakat yang memiliki potensi untuk berkarya di sekitar
perusahaan Kota Bontang yang memerlukan bantuan agar dapat
menikmati hasil perkembangan ekonomi . Dengan Penetapan
tanggung jawab sosial sebagai sesuatu yang wajib dilakukan
dalam sebuah peraturan perundang- Undangan dari tungkat
pusat samapai ke daerah adalah merupakan wujud keadilan
distributif yang dilakukan oleh pemerintah.
4.2. Dasar yuridis (juridishe gelding)77

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum
demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto:7® Kepastian hukum mengharuskan
diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah
yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan
tentram di dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dicapai
apabila situasi tertentu:”°

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten
dan mudah diperoleh (accessible);

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan
taat tersebut;

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka
terhadap aturan-aturan tersebut 4. Hakim-hakim (peradilan)
yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka
menyelesaikan sengketa;

5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat

peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-

77 Ibid

78 Soerjono Soekanto(a),1999, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Jakarta,
Universitas
Indonesia, hlm. 55

79 Jan Michael Otto, 2003, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan
Tristam
Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, hlm. 25
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undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi
hukum (van rechtswegenietig).

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis
peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur,
terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian
bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan
perundang-undangan tersebut. Kota Bontang memebuat
Peraturan Daerah Kota Bontang

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila
tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan
mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala
Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan
DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu
undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang
bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai
pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Menurut Penulis Pembentukan Peraturan Daerah Kota
Bontang Tentang TJSL atau (CSR) didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Bahwa DPRD Kota Bontang mempunyai
tugas dan wewenang untuk membentuk Perda Kota Bontang
bersama- sama dengan walikota Kota Bontang berdasarkan
ketnetuan pasal 154 ayat (1) butir a. terkait ketentuan (isi)

Rancangan Peraturan Daerah terkait TISL (CSR) Kota Bontang
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4.3.

mengacu pada: Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945; Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
Undang- Undang 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan
Menteri Negara BUMN Nomor PER/05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan sebagaimana terkahir diubah dengan
Peraturan Menteri BUMN Nomor :Per -08/ MBU/ 2013;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun
2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Dasar sosiologis (sociologische gelding).8°

yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam
masyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya (baca:
peraturan perundang-undangannya) harus sesuai dengan
kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri
tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Rescoe Pound bahwa
pada fungsi hukum sebagai alat untuk membah

masyarakat (law as tool of social engineering), dinyatakan

80 Tbid
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bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai
dengan hukum yang hidup di masyarakat.8l Kenyataan itu
dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah
yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-
buruh, dan lain sebagainya. suatu peraturan perundang-
undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila
ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran
hukum masyarakat. Pada satu sisi dengan  berdirinya
berbagai  jenis perusahaan pada Kota Bontang telah
memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi di
daerah Kota Bontang. Aktivitas perusahaan secara nyata telah
membuka lapangan pekerjaan, menyediakan produk barang
dan jasa yang diperlukan masyarakat, meningkatkan
pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup dan
social secara berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.

Meskipun demikian, pada sisi yang lain sebagai
badan usaha yang mendominasi mencari keuntungan yang
maksimal, seringkali kurang memperhatikan kepentingan dan
kebutuhan masyarakat dan kurang menjaga kelestarian
lingkungan.

Saat ini, tiap perusahaan dituntut masyarakat untuk
peduli terhadap berbagai masalah sosial kemasyarakatan
guna melaksanakan tanggungjawab sosial. Dalam konteks
mendorong pembangunan ekonomi di daerah guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka  dalam
implementasi tanggungjawab sosial perusahaan perlu diatur
dalam bentuk Peraturan Daerah.

Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat

ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.

81 Lili Rasjidi & Arief Shidarta, 1988, Filsafat Hukum dan Refleksinya, PT.
Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 8.
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Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup”

(living law) dalam masyarakat.

Fakta nyatamengenai data jumlah penduduk Kota Bontang

sekarang

ini

sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

dengan memperhatikan data dari

statistik,

Tabel 4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok
Umur (persen)

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persen)
Jenis Kelamin 0-14 15-64 65+
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
Laki-Laki 30,32 | 30,94 | 28,54 | 67,71 | 67,40 | 69,60 | 1,98 | 1,65 | 1,85
Perempuan 31,08 | 29,18 | 31,14 | 66,96 | 70,05 | 67,25 | 1,95 | 0,77 | 1,61
Laki-
Laki+Perempuan | 30,68 | 30,12 | 29,76 | 67,35 | 68,64 | 68,50 | 1,96 | 1,24 | 1,74

Source Url: https://bontangkota.bps.go.id/indicator/12/480/1/penduduk-
menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur.htm

Data kependudukan di atas menunjukkan bahwa ada
potensi positif sosial, tetapi juga bisa saja menjadi sosial yang
tidak baik bagi pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah.
Hal yang perlu diperhatikan adalah pendidikan, kesehatan,
kebersihan lingkungan, Permukiman, aktivitas usaha dalam
skala mikro atau UMKM, harmonisasi budaya dan agama.

Kemudian selanjutnya mengenai fakta yang nyata
berdasarkan data statistik bahwa angka garis kemiskinan di Kota
Bontang tahun 2018 adalah pendapatan masyarakat
Rp.549.830,00/kapita/bulan, tahun 2019 menjadi
Rp.582.188,00/kapita/bulan, dan tahun 2020 menjadi
Rp.636.491,00/kapita/bulan. Ini menunjukkan bahwa di Kota
Bontang yang identik kota industri ternyata angka garis
kemiskinan walaupun menurun, tetapi garis kemiskinan
diperkirakan juga meningkat siring dengan terjadinya wabah
pandemic covi-19 sejak tahun 2020 sampai saai ini.

Selanjutnya fakta berkutnya mengenai kondisi lingkungan,
khususnya sampah yang ada di Kota Bontang juga mengalami
kenaikan. Data tersebut sabagaimana disajikan pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 4.2. Data Produksi dan Volume Sampah Terangkat per

hari
Produksi dan Volume Sampah Terangkut per hari
Kecamatan Perkiraan Prodsuksi Volume Sampah ;/ang Persentase Sampah
Sampah (m”) Terangkut (m°) yang Terangkut (%)
2016 | 2017 2018 | 2016 | 2017 2018 | 2016 | 2017 | 2018
Bontang Selatan | 167,45 | 172,03 | 171,09 | 158,13 | 168,85 | 162,54 | 98,15 | 98,15 | 95,00
Bontang Utara 194,43 | 87,51 202,92 | 183,60 | 85,89 | 192,78 | 98,15 | 98,15 | 95,00
Bontang Barat 72,55 | 166,99 | 74,51 | 68,50 | 163,89 | 70,78 | 98,14 | 98,14 | 94,99
Bontang 434,43 | 426,53 | 448,52 | 410,23 | 418,63 | 426,10 | 98,14 | 98,14 | 95,00
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, Source Url:

https://bontangkota.bps.go.id/indicator/152/379/1 /produksi-dan-
volume-sampah-terangkut-per-hari.html

Meskipun tata kelola sampah di Kota Bontang sudah baik,
tapi masih dibutuhkan peran aktif dari seluruh komponen
masyarakat, perusahaan, dan pemerintah Kota Bontang untuk
mengatasi dan mengurangi sampah yang belum ditangani secara
baik.

Selanjutnya sesuai data yang diperoleh dari BPBD Kota
Bontang terhadap dampak luasan wilayah (kelurahan/RT) yang
terpapar Banjir, Semakin Bertambah (Dalam waktu 3 tahun),

yaitu 2016, 2017, dan 2018.

Grafik 1: Dampak Luasan Wilayah (Kelurahan/RT) yang Terpapar
Banjir semakin Bertambah (Dalam Waktu 3 Tahun)
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Sumber: BPD Kota Bontang, 2019
Ancaman kebakaran terutama di Kota Bontang potensinya sangat

besar. Ancaman kebakaran potensinya sangat besar karena sebagian
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besar rumah yang padat penduduknya terbuat dari kayu. Di pemukiman
padat penduduk sangat bangunan lebih di dominasi dari bahan kayu.

Kebakaran yang terjadi di Kota Bontang bukan hanya di daerah
permukiman. Kebakaran juga terjadi pada kawasan hutan ketika
pembukaan lahan, Pembakaran sisa-sisa pohon dan tanaman yang telah
di tebang merupakan metode yang sangat murah dan cepat. Akan tetapi
metode pembakaran tidak memperhatikan faktor lingkungan. Adanya
pembakaran hutan selain akan menyebabkan polusi udara juga akan
menganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem apabila
terganggu juga akan berdampak pada manusia. Ketika tempat tinggal
terusik maka populasi suatu tingkatan ekosistem akan mengalami
peningkatan atau penurunan yang signifikan.

Bencana tanah longsor yang terdapat di Kota Bontang terjadi
akibay adanya pembukaan lahan dari hutan menjadi jalan atau
penggunaan lainnya. Semakin tingginya potensi longsor dapat ditandai
dengan semakin banyaknya erosi yang terjadi di Kota Bontang. Adanya
erosi merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa potensi longsornya
juga akan semakin tinggi. Erosi mencerminkan bahwa kekuatan daya
tarik antar agregat-agregat tanah sudah mulai berurang. Ketika kekuatan
gaya tarik antar agregat sudah berkurang, maka kemungkinan longsor
akan semakin besar. kemungkinan ini dapat terjadi apabila tanah sudah
mengalami kejenuhan air dan ketika mengalami pembebana.
Pembebanan tanah merupakan efek dari adanya pembangunan suatu
daerah. Adanya pembangunan akan mengakibatkan adanya perubahan
penggunaan lahan yang dari penggunaan lahan alami atau non
terbangun menjai penggunaan lahan terbangun.

Potensi bencana tsunami yang ada di Kota Bontang sebenarnya
merupakan efek kenaikan gelombang air laut. Adanya gelombang air laut
disebabkan terjadinya gempa dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam
disekitar lempang yang berpusat di Palu Sulawesi Tengah dan tsunami di
daerah dekay Selat Makassar. Selat Makassar merupakan daerah yang
tingkat kerawanan tsunami relatif tinggi karena di jalur sesar. Semakin

dekat dengan jalur sesar yang memisahkan antara pulau Kalimantan
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dengan Pulau Sulawesi, maka potensi gempa bumi dan tsunami juga

akan semakin besar. Apabila terjadi tsunami di dekat selat Makassar

maka terjadi pantulan gelombang. Pantulan gelombang ini disebabkan

bentuk dan ketinggian morfometri pantai atau batimetri Pulau Sulawesi

lebih tngii atau dalam dan curma jika dibandingkan dengan pantai Pulau

Kalimantan.

4.4 Metode Konstruksi Hukum Tanggungjawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan

Pancasila, Pembukaan UUD NRI 1945,

l Pasal 18, 33 dan 34 UUD NRI 1945
Dasar Hukum TJSL l
Perusahaan

e Operasional perusahaan sebagai bagian

UU no 22 /2001 ;UU No )
pembangunan ekonomi pada negara

31/2004; UU NO 25

/2007 - UU No 27 /2007 <+ ® Pembangunan sosial

uu No'40 /2007 : UU N;) meningkatkan kualitas hidup masyarakat
11 /2009; UU No’32 untuk seiahtera

Tahun 2009 ; UU No 12 il

Tahun 2011; UU No 11
Tahun 2020; PP No 39/
2012; PP No 47 /2012;
PP No 54/2017 ; Permen
BUMN No
PER/05/MBU/2007
diubah dengan PerMen
BUMN Nomor :Per -08/

Kondisi/ Existing :
Perhatian pada Ekonomi, Sosial
dan lingkungan sekitar
perusahaan berpotensi adanya
keseniangan ekonomi dan sosial

Maksud dan Tujuan

eksistensi perusahaan :

untuk € o

MBU/ 2013; Perda ‘ l ‘
Kaltim No 3/ 2013

Konstruksi hukum
Kajian teori terkait TISL ¢ Mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan
* Stakeholder Theory hal —hal yang menjadi pentingnya pembentukan
M LegiStimaSi UI=eln Rancangan Peraturan Daerah terkait TJSL (CSR)
: ;ZZEL:;E?I::;;TEiEObIthy g landasan dari sisi Filosofis, sosiologis dan Yuridis
Theors e ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah
pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota

e Concept Corporate
Responsibility Bontang terkait TJSL (CSR)
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ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP
PENGATURAN PERATURAN DAERAH TANGGUNG

JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KOTA BONTANG

5.1. Jangkauan Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara melalui Pemerintah
berupa tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat,
serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara
demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan
pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara
terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Jangkauan dalam pengaturan tentang tanggung jawab sosial
perusahaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk
tanggung jawab perusahaan bersama pemerintah dalam mengatasi
permasalahan social dan Ekonomi yang terjadi di masyarakat Kota
Bontang terhadap akibat operasional. Jangkauan pengaturan dari
TJSP merupakan betuk komitmen kalangan badan usaha
berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Kota Bontang baik
pada aspek sosial, ekonomis maupun lingkungan. Tanggung jawab
sosial dan lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dipahami
sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan,
merupakan perluasan peran perusahaan diluar nilai nilai ekonomi
kapiltalisnya atau peran klasiknya yaitu mencetak laba sebesar-
besarnya untuk kepentingan pemilik modal. (Pesero) telah tergeser
tidak hanya memerankan peran klasiknya tetapi dilibatkan bahkan

diwajibkan untuk mengambil peran ikut serta dalam kegiatan
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social, lingkungan dan menyejahterakan masyarakat di Kota
Bontang.

Perluasan peran badan usaha tersebut sangatlah wajar kalau
setiap perusahaan ikut bertanggung jawab mengemban persoalan
sosial dan lingkungan, karena setiap perusahaan keberadaannya
sangat dipastikan bersinggungan dengan masyarakat Kota Bontang
dan sumber daya alam setempat. Di samping itu secara
konstitusional negara Indonesia adalah negara kesejahteraan
(welfarestate) dengan dilandasi filosofi tentang keadilan dan
pemerataan, sesuai yang tertera dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 74 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 74 ayat (3) menentukan, bagi perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini
menyebutkan yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan” adalah segala bentuk sanksi
yang diatur dalam peraturan perundangan yang terkait. Pengaturan
tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat
umum dan tidak operasional. Pengaturan operasionalnya
diletakkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Sehubungan dengan hal ini Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan
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bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah memiliki konten yang jangkauannya
memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan. Tanggung jawab sosial
disebut melekat pada setiap perusahaan yang ada di Kota Bontang,
namun secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan yang
melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam. Maksudnya adalah perusahaan yang
kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya
alam secara langsung ataupun perusahaan yang tidak mengelola
dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan
usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam
termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah ini kemudian mengatur mekanisme
poses keputusan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam
perusahaan, namun tetap tidak memberikan ketentuan yang lebih
memadai mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan-perusahaan yang
bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, serta siapa
yang mengawasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan oleh perusahaan.

Jangkauan dan arah pengaturan yang hendak dicapai dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah hal-hal
administratif dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan di daerah Kota bontang yang meliputi pembiayaan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan
dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu
pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang

selaras dengan program Pemerintah Daerah Kota bontang.
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5.2.

Arah Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial
perusahaan diwajibkan (bersifat mandatory) bagi perusahaan
dengan kriteria tertentu. Pergeseran paradigma tanggung jawab
sosial perusahaan dari yang tadinya bersifat sukarela (voluntary)
menjadi mandatory merupakan pembaharuan hukum. Dengan
diwajibkannya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, diharapkan
terjamin  kepastian hukum yang berimplikasi terhadap
terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Melalui tanggung jawab
sosial  perusahaan, pelaku  usaha  dibebani  kewajiban
mensejahterakan rakyat, kewajiban mana tidak dapat sepenuhnya
dilaksanakan oleh negara. Tanggung jawab sosial perusahaan
adalah komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam
pembangunan  berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat bagi
perusahaan sendiri, masyarakat disekitar pesisir atau masyarakat
nelayan , masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, masyarakat
yang memiliki kemampuan terhadapa olahan panganan atau
kerajinan serta masyarakat luas diwilayah Kota Bontang.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas,
tanggung jawab sosial perusahaan yang sebuah komitmen itu
kemudian diwajibkan bagi perusahaan dengan syarat tertentu.
Secara lebih detil, bunyi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan
Terbatas adalah sebagai berikut:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban

Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
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5.3.

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut pasal diatas, perusahaan yang berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah
perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam
seperti gas alam yang ada di Kota Bontang.

Kalaupun tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya
alam, perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial sepanjang kegiatan usahanya berdampak terhadap fungsi
kemampuan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial perusahaan
yang wajib dilakukan oleh perusahaan dengan syarat tertentu
tersebut  pelaksanaannya  memperhatikan  kepatutan  dan
kewajaran. Artinya, berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang
Perseroan Terbatas, kriteria dan bentuk tanggung jawab sosial
perusahaan diserahkan pada kepatutan dan kewajaran.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ruang Lingkup Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan

Rancangan Peraturan Daerah ini akan mengatur adanya
kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan adanya TJSP.
Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap bentuk usaha baik berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan
menjalankan usaha diwilayah Kota Bontang dan sekitar baik
dibidang Sumber daya alam pada Perikanan kelautan, gas alam
atau sejenisnya maupun non sumber daya alam atau penanaman

modal.
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Kewajiban perusahaan tersebut diharapkan akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di lingkungan
Kota Bontang khusunya dikawasan di sekitar operasional
perusahaan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup sehingga
diharapkan akan meningkatkan eksistensi perusahaan dan
mewujudkan pembangunan berkelanjutan baik dari sisi social,
ekonomi dan lingkungan.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur antara lain
mengenai, penyelenggaraan TJSP yang dimulai dari tahapan
perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Selain itu akan diatur
mengenai mekanisme pendanaan serta pemberian reward bagi
perusahaan yang telah menjalankan program TJSLP dengan baik
dan berdampak positif bagi masyarkat Kota Bontang dan
punishment bagi perusahaan yang tidak inging berpatisipasi dalam
menjalankan program TJSLP serta memberikan dampak nagatif
kepada masyarakat dan lingkungan. Adapun uraian mengenai
materi muatan yang menjadi bagian dari konten Peraturan Daerah
Kota Bontang Tentang Tanggung Jawab social dan Lingkungan
Perusahaan, sebagai berikut:

5.3.1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengaturan terkait
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kota Bontang dalam
pengertian atau definisi, singkatan/ akronim yang dituangkan
dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau hal- hal lain yang
bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal
berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau
bab. Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu di
akomodasi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Walikota sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Bontang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang
khusus menangani kegiatan sosial sesuai tugas dan fungsi.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang
selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen tanggungjawab
sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan
menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai
dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan
lingkungan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha dan berbadan hukum
baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha
dengan menghimpun modal, bergerak dalam usaha produksi
barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan
di wilayah Kota Bontang.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Perusahaan yang bukan merupakanbadan hukum adalah
Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde
Firma( VOF), Commanditaire Vennootschap( CV) dan badan
usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang
merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah
dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN
adalah badan wusaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Bontang.

Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
Kota Bontang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu
lembaga yang terdiri dari unsur masyarakat, dunia usaha,
perguruan tinggi, dan pemerintah daerah untuk
mengkoordinasikan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bontang.

Rencana Kerja Tahunan TJSLP yang selanjutnya disingkat RKT-
TJSLP adalah dokumen yang berisikan program kegiatan
perusahaan selama satu tahun terkait dengan TJSLP.
Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya
disebutmusrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
Penerima penyelenggara tanggung jawab sosial perusahaan
adalah perseorangan, keluarga, kelompok  dan/atau
masyarakat.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun
badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemangku kepentingan adalah semua pihak baikdalam
lingkunganperusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan,
yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak
langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan
keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaanyang

bersangkutan.

Page | 174



5.3.2. Asas-asas

Selain batasan pengertian, dalam penyelenggaraan tanggung
jawab sosial perusahaan perlu dicantumkan asas- asas sebagai
landasan yang menjiwai isi dari pentaruan tanggung jawab social
dan lingkungn perusahaan Kota Bontang, yakni :

kesetiakawanan;

o P

keadilan;

kemanfaatan;

o o

keterpaduan;
kemitraan;
keterbukaan;

akuntabilitas;

5o oo

partisipasi;

e

profesionalitas;

j. aksesibilitas

k. berwawasan lingkungan; dan

1. keberlanjutan

5.3.3. Maksud dan Tujuan

Asas tersebut merupakan pedoman pijakan dalam
penyelenggaraab tanggung jawab social perusahaan yang tercermin
didalam norma batang tubuh, juga ditegaskan pula maksud dan
tujuan dari adanya pengaturan Ranperda tentang TJSLP yakni :

a. Meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan
TJSLP di Daerah;

b. Memenuhi perlindungan dan perkembangan kebutuhan hukum
dalam masyarakat mengenai TJSLP.

c. Menguatkan pengatursn TJSLP yang telah diatur dalam
perundang- undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha
perusahaan yang bersangkutan; dan

d. Memberikan pedoman kepada perusahaan pada pelaksanaan

program TJSLP sesuai dengan program pembangunan daerah

yang berkelanjutan.

Tujuan TJSLP di Kota Bontang, yakni :
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a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam
pelaksanaan TJSLP;
b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara

Pemerintah Daerah dan Perusahaan;

c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian
lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat,
Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan

operasional Perusahaan di seluruh wilayah Daerah;
d. terjalinnya hubungan baik dan sinergisitas antara Perusahaan
dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat; dan
e. membangun mitigasi risiko sosial sebagai konsekuensi
kehadiran perusahaan yang memiliki potensi marginalisasi
ekonomi di sekitar perusahaan termasuk tanggung jawab
lingkungan terhadap lingkungan hidup.
5.3.4. Penyelenggaraan
TJSLP diselenggarakan pada seluruh kawasan tempat Perusahaan
beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di
daerah. Kawasan meliputi sosial masyarakat dan pelestarian
lingkungan. TJSLP diselenggarakan Pemerintah Daerah secara
sistematis dan berkelanjutan dengan tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
Penyelenggaraan TJSLP oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan
indentifikasi dan melakukan verifikasi dengan peran aktif dari
perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. Identifikasi dan
verifikasi menjadi dasar Perusahaan dalam menyusun rencana
program kegiatan TJSLP. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara
mengkoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di
Kota Bontang. Pemerintah Daerah memiliki peran:
a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada
sosial dan lingkungan di daerah;
b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program

TJSLP dengan program pemerintah daerah;
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c. merumuskan sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaan
dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan di daerah;

d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan;

e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah
dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang
belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program
tanggung jawab sosial perusahaan kepada “Forum Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan”;

f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah
melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan
TJSLP.

Mekanisme identifikasi, verifikasi dan koordinasi diatur dengan

Peraturan Walikota.

5.3.5. Perencanaan

1. Umum

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kegiatan TJSLP

tahunan sebagai bagian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dengan mengkoordinasikan kepada semua perusahaan yang ada di

wilayah Kota Bontang. Perusahaan menyusun perencanaan

program TJSLP tahunan secara berkelanjutan. Perencanaan

Program TJSLP yang disusun Perusahaan selaras dengan RKPD

dengan menyesuaikan pada bentuk dan jenis program TJSLP.

Bentuk dan jenis TJSLP disesuaikan dengan kondisi sosial

masyarakat dan lingkungan setempat dengan menyesuaikan

keuangan perusahaan. Perencanaan perusahaan yang disusun
diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang membidanginya
sebagai pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaanya.

Perencanaan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:
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a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak
yang berkepentingan terhadap bantuan sosial yang akan
dibiayai oleh Perusahaan;

b. kemitraan;

c. kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan
manfaat bersama; dan

d. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara
pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

2.Program TJSLP

Program TJSLP dapat berbentuk:

a. pemberdayaan masyarakat;

b. kemitraan;

c. bina lingkungan;

d. sumbangan atau donasi;

e. promosi; dan/atau

f. beasiswa

Program direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai

bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang

dihadapi  masyarakat untuk  mendapatkan  kemanfaatan

Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat merupakan program TJSLP
berupa bantuan sosial dan pelestarian budaya masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat berupa bantuan sosial bertujuan untuk
memulihkan dan/atau meningkatkan kehidupan sosial masyarakat
dalam bentuk bantuan penyelematan (rescue) atas bencana alam dan
bencana lainnya, berbagai pelatihan penanggulangan bencana,
pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja masyarakat, termasuk
bantuan untuk kegiatan keagamaan. Bantuan kegiatan keagamaan
dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
umat beragama dan saling menjaga toleransi kehidupan beragama.
Pemberdayaan masyarakat berupa pelestarian budaya masyarakat

dilaksanakan dengan memberikan bantuan untuk kegiatan
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masyarakat dalam menjaga, menjalankan dan melestarikan berbagai
budaya sebagai kearifan lokal. Pelestarian budaya diberikan bantuan
dalam kegiatan upacara adat, bantuan untuk pelestarian benda-
benda cagar budaya yang ditetapkan Pemerintah. Penyusunan
rencana Program TJSLP dilaksanakan oleh Perusahaan. Mekanisme
dalam memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4. Kemitraan

Program kemitraan merupakan program TJSLP yang bertujuan

menumbuhkan, meningkatkan dan membina Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Program kemitraan meliputi:

a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;

b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;

c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu
produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan
peningkatan;
klasifikasi Perusahaan;

f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan

g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Program kemitraan selain yang dimaksud di atas, perusahaan dapat

memberikan bantuan kemitraan langsung berupa:

a. bantuan berupa pemberian pengharagaan kepada masyarakat
yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian
kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah
purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai
kemampuan khusus;

d. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau
kegiatan
pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum

atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil,
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e. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang
maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana
dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan

f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah
raga dan santunan pekerja sosial.

Pelaksanaan dilaksanakan sesuai mekanisme yang selanjutnya
diatur dengan Peraturan Walikota.
5. Bina Lingkungan
Program Bina Lingkungan merupakan program TJSLP yang
bertujuan bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan
pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat
yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan. Program bina
lingkungan dilakukan bina lingkungan fisik dan bina lingkungan
sosial. Bina lingkungan fisik dilakukan dengan perbaikan sarana
dan prasana lingkungan, pelestarian lingkungan. Perbaikan sarana
dan prasana lingkungan dilakukan dengan memberikan bantuan
tata kelola sampah lingkungan masyarakat. Pelestarian lingkungan
dilaksanakan dengan melakukan reboisasi hutan sekitar dan pesisir.
Bina lingkungan sosial dilakukan dengan melibatkan masyarakat
untuk terlibat langsung dalam bina lingkungan berupa pelatihan dan
pembinaan. Perusahaan dalam melaksanakan bina lingkungan wajib
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Mekanisme koordinasi
bina lingkungan dengan Pemerintah Daerah selanjutnya diatur
dengan Peraturan Walikota.

6. Sumbangan atau Donasi

Sumbangan atau donasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan

langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang

tidak dapat diambil kembali. Pelaksanaan sumbangan atau donasi
wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya

diatur dengan Peraturan Walikota.
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7. Promosi
Promosi merupakan program TJSLP. Promosi dilaksanakan Perusahan
membantu masyarakat dalam mempromosikan produk hasil UMKM dan
budaya setempat.
5.3.6. Pelaksanaan
1. Umum
TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada RKTP untuk
sinkronisasi dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.
2. Perusahaan Pelaksana TJSLP
Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor
operasional Perusahaan yang berkedudukan di Daerah, wajib
melaksanakan TJSLP. Setiap Perusahaan dengan skala Usaha Mikro
dan Kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan
kondisi perusahaan.
3. Mekanisme Pelaksanaan TJSLP
Mekanisme dan  prosedur TJSLP  ditentukan berdasarkan
pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP, meliputi;
a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila
melibatkan Pihak Ketiga;
c. pelaksanaan program TJSLP;
d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP; dan
e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur dilakukan
secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit
1 (satu) tahun sekali.
4. Cara Penerapan TJSLP
Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara :
a. langsung;
b. tidak langsung; dan

c. kerja sama dengan pihak lain
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Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur

pelaksanaan TJSLP diatur dalam Peraturan Walikota.

5. FTJSLP

Walikota membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi

penyelenggaraan Program TJSLP. FTJSLP bertugas membantu dalam

memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi, pelaksanaan,

pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP. FTJSLP dipimpin oleh

Sekretaris Daerah Kota Bontang, dilengkapi unsur Perangkat

Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta

Perguruan Tinggi dan dibantu Tim Teknis. FTJSLP ditetapkan

dengan Keputusan Walikota dengan susunan:

a. ketua;

b. wakil ketua;

c. sekertaris;

d. wakil sekertaris; dan

e. anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan

pembentukan FTJSLP diatur dalam Peraturan Walikota.

FTJSLP bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi

Perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat

dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

FTJSLP bertugas:

a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat
dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;

b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;

c. mensinergikan RKT-TJSLP dengan Rencana Pembangunan
Daerah;

d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;

e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan
kepada Perusahaan;

FTJSLP sesuai tugas, berwenang;:

a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSP;
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b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait
pelaksanaan TSP;

c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSP;

d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSP; dan

e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa
pelaksanaan TSP.

6. Hak dan Kewajiban Perusahaan

Setiap Perusahaan berhak:

a. menyusun RKT-TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai
bagian dari  kebijakan internal Perusahaan yang
berkesinambungan ;

b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program
kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;

c. mendapatkan kepastian hukum;

d. mendapatkan informasi yang terbuka; dan

e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah

Setiap Perusahaan berkewajiban:

a. melaksanakan TJSLP;

b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan
Pemerintah Daerah;

c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan;

d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun
kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP. (Perlu kriteria
memperhatikan usulan masyarakat);

e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap
pelaksanaan RKT-TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui
FTJSLP secara berkala.

7. Penghargaan

Walikota dapat memberikan penghargaan (reward) kepada

Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Penghargaan (reward) dapat diberikan dalam bentuk:
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a. Piagam penghargaan;

b. Keringan Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Bentuk lainnya.

Penghargaan diberikan kepada Perusahaan yang telah

menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria

sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan
sosial;

b. memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan pendapatan

masyarakat;
c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

dan
g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha
h. mikro, kecil, atau koperasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan lainnya, tata
cara penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan
Walikota.
5.3.7. Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh
Walikota. Pelaksanaan pembinaan, dilakukan Perangkat Daerah
yang membidangi dengan cara:
a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang
dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan cara:
a. verifikasi;
b. monitoring dan evaluasi;
c. tindak lanjut terhadap penyimpangan  atas ketentuan

TJSLP; dan
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d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber
informasi lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan

pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

5.3.8. Pelaporan

Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib

menyampaikan laporan kepada Walikota dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Bontang melalui FTJLSP, Laporan

disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, diatur dengan

Peraturan Walikota.

5.3.9. Sanksi Administrasi

Perusahaan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi berupa:

a. teguran; dan/atau

b. peringatan tertulis.

5.3.10. Pembiayaan

FTJSLP dalam menjalankan operasionalnya dibiayai dari sumber

pendanaan yang sah. Pendanaan yang sah bersumber dari

perusahaan melalui sumbangan dan atau donasi.

Keterangan: Pasal ini sebagai norma yang diusulkan tim, sebagai

salah satu bentuk TJSLP. Dimana perusahaan dalam kedudukannya

sebagai pelaksana TJSLP seharusnya “memberi”, bukan membebani

APBD. Meskipun anggota FTJSLP itu termasuk pejabat pemerntah

daerah Kota Bontang. Bukan berarti dalam menjalankan operasional

FTJSLP menggunakan APBD. Harus dipisahkan dalam menjalankan

tugas administrasi daerah dengan tugas dan kewajiban FTJSLP. Jika

dibebankan pembiayaan atau menggunakan APBD oleh FTJSLP,

maka konstruksi hukumnya terjadi kontradiksi hukum (contradicite

interminis) antara yang dikehendaki diatur dengan yang dilakukan

kelembagaan saling bertolak belakang.

Oleh karena itu intinya pembiayaan FTJSLP diperoleh bukan dari

APBD Kota Bontang, tetapi diperoleh dari hasil sumbangan dan atau

donasi dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam FTJSLP.
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Kemudian semua perusahaan yang perolehan izinnya melalui
Pemerintah Kota Bontang maka secara otomatis menjadi anggota
FTHSLP, Kecuali untuk perusahaan (BUMN) yang nacional seperti
PT.Pupuk Kaltim dan PT.Badak NGL dapat secara sukarela baik
menjadi anggota FTJSLP dan atau memberikan sumbangan dan atau
donasi.
5.3.11. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP
dengan cara:
a. penyampaian saran;
b. penyampaian informasi potensi Daerah;
c. menjadi anggota FTJSLP; dan d. menjadi duta TJSLP.

Tujuan keterlibatan masyarakat adalah untuk:
a) mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
b) mencegah pelanggaran ketentuan peraturan
c¢) perundang-undangan,;
d) mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP;

dan
e) menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan
Perusahaan.

Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat,
FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta
masyarakat. FTJSLP membangun kemitraan antara Perusahaan
dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat Ketentuan lebih lanjut

mengenai Duta TJSLP, diatur dengan Peraturan Walikota
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PENUTUP BAB VI

6.1. Kesimpulan

Tujuan pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan
bagi masyarakat dan mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa
akan datang. Pembangunan di Wilayah Kota Bontang, hendaknya
didasarkan pada karakteristik lokal dan kebutuhan pembangunan
masyarakat sekitar pada wilayah pesisir dan wilayah perusahaan
atau sekitarnya dengan perencanaan secara sistematis, terpadu dan
berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah
di Kota Bontang ternyata memberikan peluang investasi baik
Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri
yang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
mewajibkan Perseroan ynag bergerak dibidang dan/atau sumber
daya alam melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan.
Pelaksanaan CSR, seyogianya disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal.
Program TJSL atau CSR bertujuan meningkatkan pemberdayaan
masyarakat sekitar dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
bentuk tanggung jawab atas kegiatan pembangunan secara
berkelanjutan Pemerintah Daerah harus turut mengawasi upaya
perusahaan menerapkan CSR di wilayahnya dalam bentuk
mengsinergiskan programprogram Pemerintah Daerah dengan
program CSR Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya
memperoleh rasa aman dan kelancaran bagi perusahaan dalam
berusaha.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Perubahan CSR dari sekedar tindakan kedermawanan

(philantropy) perusahaan ke sebuah kewajiban moral dan etis
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memang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di
sekitar daerah operasional perusahaan, terutama manfaat
perkembangan perubahan ekonomi masyarakatnya. Dengan
perubahan peningkatan tersebut, program CSR seringkali dapat
dianggap telah berhasil mencapai sasaran. Hal ini karena CSR
lebih dipandang sebagai strategi membangun hubungan dan
cara untuk membangun image yang baik dimata masyarakat agar
perusahaan dapat terus beroperasi secara aman dan tanpa ada
gangguan dari masyarakat. Selain itu keberhasilan CSR pada
umumnya lebih ditekankan pada hasil dan kuantitas (seberapa
banyak modal digelontorkan perusahaan untuk membiayai
kebutuhan masyarakat dan pemerintah lokal), ketimbang
bagaimana membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat
sebagai modal sosial yang dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat dan perusahaan itu sendiri secara
berkesinambungan.

Fenomena pelaksanaan CSR secara umum pada prinsipnya
secara kuantitas sudah lebih baik, mengalami peningkatan
karena ditunjang peraturan yang mengharuskan untuk
melakukannya, namun secara kualitas masih belum maksimal.
Minimnya kualitas penyelenggaraan CSR karena factor eksternal
dan internal perusahaan. Faktor eksternal salah satunya adalah
adanya akumulasi kepentingan politik berbagai pihak yang
terkait dengan CSR. Kedua adalah nilai CSR lebih tampak
sebagai akumulasi modal uang dan finansial ketimbang nilai
social, moral dan etis sehingaseringkali tidak sampai pada tujuan
dan sasaran kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat
sekitar. Sedangkan factor internal adalah, pertama perusahaan
masih memandang masyarakat sebagai pihak yang
membutuhkan ketimbang mitra sejajar dalam menjalankan
kegiatan. Kedua adalah adanya salah kaprah dalam memahami
CSR sebagai sekedar pemberian modal finansial dan kebutuhan

pokok semata, ketimbang memberikan dan mengembangkan
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softskill masyarakat untuk membangun kemandirian yang
berkesinambungan. Ini artinya, CSR harus dapat dipandang
sebagai pengembangan modal social demi keberlangsungan
perusahaan dan kehidupan masyarakat secara layak.

3. Bagi kepentingan masyarakat didaerah operasional perusahaan,
selain adanya peluang kerja dan juga berusaha adalah adanya
kegiatan CSR perusahaan. Kegiatan CSR dengan pendekatan
empowermentapproachatau pemberdayaan masyarakat
harapannya juga dapat mengatasi atau mereduksi tingkat
kemiskinan didaerah serta membangun/meningkatkan
keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Dalam prakteknya,
banyak program implementasi CSR, yang tidak “berhasil” atau
tidak tepat sasaran dan keberdayaan ataupun kemandirian
masyarakat tidak terwujud. Banyak program kegiatan
dikerjakan karena tidak berdasarkan pada kebutuhan
masyarakat, tetapi lebih pada keinginan-keinginan berbagai
pihak atau juga untuk menghindari konflik. Sehingga dalam hal
ini perlu ada kajian tentang pemetaan sosial (socialmapping)
untuk menterjemahkan kondisi sosial masyarakat yang
sebenarnya serta apa kebutuhannya.

6.2. Saran

Problematika sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh
perusahaan merupakan suatu konsekuensi dari sejumlah kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan. Problematika tersebut melibatkan
bagi pihak otoritas maupun masyarakat. Ketiga pihak dituntut
untuk meminimalisir dampak tersebut guna menghambat
penurunan kulaitas hidup manusia dan kerusakan pada lingkungan,
melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan
dengan rincian sebagai berikut:

1. CSR seharusnya lebih fokus sebagai bentuk kepedulian dan nilai
kebersamaan dengan masyarakat sekitar, sehingga program ini
tidak hanya sekedar membangun pencitraan dan upaya

mengatasi konflik tetapi harus benar-benar memberikan
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kontribusi terhadap perubahan dan perkembangan
masyarakatnya. Untuk hal itu juga diperlukan aturan main
(peraturan peraturan), sehingga perusahaan juga tidak sebagai
pihak yang selalu dipersalahkan karena kegiatan CSRnya
dianggap hanya  sebagai pemadam  kebakaran yang
memberikan/membuat program hanya untuk meredam protes
atau konflik dengan masyarakat sekitar.

Dalam rangka pelaksanaan program CSR, perlu adanya sinergi
dengan program-program pemerintah di daerah/desa dengan
membangun kebersamaan dan saling melengkapi satu dengan
lain dengan harapan upaya pemberdayaan dan kemandirian
masyarakat dapat terwujud dengan memanfaatkan potensi
daerahnya masing-masing.

CSR harusnya dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang
ketimbang sebagai sekedar pemberian dengan modal finansial.
Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat harus lebih diprioritaskan. Untuk hal itu juga
dibutuhkan keseriusan dari berbagai pihak serta adanya
pengawasan dari pemerintah sebagai regulator.

Peraan  serta  masyarakat dalam = merencanakan dan
melaksanakan program CSR harus dilakukan dengan baik,
sehingga masyarakat harus diberlakukan sebagai mitra sejajar,
bukan obyek program yang inferior. Dengan demikian
harapannya tingkat partisipasi dan tanggungjawab masyarakat

juga dapat terbangun dengan baik.
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